
f. bahwa ... 

e. bahwa untuk kepastian hukum dan penyesuaian 
terhadap pengaturan penyelenggaraan akuntansi 
dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, 
aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan di 
lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan 
penyesuian terhadap Peraturan W ali Kota Ba tam 
Nomor 203 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kota Batam sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 
129 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Wali Kota Batam Nomor 203 Tahun 2022 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam; 

d. bahwa menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 
75.B/LHP/XVIII.TJP/04/2024 tanggal 26 April 2024 
atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam 
Tahun 2023 terhadap sistem pengendalian intern dan 
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

c. Bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang 
Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual Nomor 17 Properti Investasi; 

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan 
keuangan daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang 
menyatakan Pemerintah menerapkan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual; 

b. bahwa dalam rangka penerapan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 tentang 
Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - 
Pemberi Konsesi; 

Menimbang: 

WALi KOTA BATAM, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA BATAM 
PROPINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN WALi KOTA BATAM 
NOMOR 82.. TAHUN 2024 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BATAM 



7. Peraturan ... 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4400); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4880); 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kota Batam; 
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Mengingat 



16. Peraturan ... 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 
2016 ten tang Penggolongan clan Kodefikasi Barang 
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 2083); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 547); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 
2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan 
Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 1752); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 
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3. Pemerintahan ... 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Batam. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG KEBIJAKAN 
AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BATAM. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 
2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, 
Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 1076); 

20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kata Batam Tahun 2019 
Nomor 7); 

21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 
125); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 164); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1114); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 
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12. Basis ... 
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3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota 

Ba tam. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada 
Pemerintah Daerah selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang. 

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan 
Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

6. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya 
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 
laporan keuangan pemerintah 

7. SAP Ber basis Akrual adalah SAP yang mengakui 
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam 
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam 
pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis 
yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan 
belanja negara/ anggaran pendapatan dan belanja 
daerah. 

8. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan 
dilaksanakan pemerintah meliputi rencana 
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang 
diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut 
klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu 
periode. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah 
serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

10. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, 
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran 
transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, 
serta penginterpretasian atas hasilnya. 

11. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah 
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, 
aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang 
dipilih oleh Pemerintah Kota Batam dalam 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

12. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima 
atau dibayar. 



22. Laporan ... 
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13. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui 
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 
kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

14. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya 
kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa 
dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi 
bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, 
ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, 
pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan 
tennuat pada laporan keuangan entitas pelaporan 
yang bersangkutan. 

15. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang 
untuk mengakui dan memasukkan setiap pas dalam 
laporan keuangan. 

16. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan 
yang menyajikan secara lengkap informasi yang 
dibutuhkan oleh pengguna. 

17. Laporan Keuangan adalah bentuk 
pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa 
laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, 
laporan operasional, laporan perubahan saldo 
anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, neraca, 
dan catatan atas laporan keuangan. 

18. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya 
disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan 
infonnasi Pendapatan -LRA, Belanja, Transfer, 
Surplus/Defisit-LRA dan Pembiayaan, Sisa 
Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran yang masing­ 
masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 
satu periode. 

19. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang 
selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang 
menyajikan infonnasi kenaikan dan penurunan SAL 
tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, 
SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir. 

20. Neraca adalah laporan yang menyajikan infonnasi 
posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 
aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

21. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO 
adalah laporan yang menyajikan infonnasi mengenai 
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas 
pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, 
beban, surplus/defisit operasional dari suatu entitas 
pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan 
periode sebelumnya. 



31. Belanja ... 
' 
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22. Laporan Arus Kas selanjutnya disingkat LAK adalah 
laporan yang menyajikan informasi mengenai 
sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas 
selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan 
setara kas pada tanggal pelaporan. 

23. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya 
disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan 
informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri 
dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan 
ekuitas akhir. 

24. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya 
disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan 
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau 
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam 
LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka 
pengungkapan yang memadai. 

25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada 
Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran/ pengguna barang. 

26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan 
Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

27. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan 
pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh 
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan 
pada entitas pelaporan. 

28. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang 
terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
berupa laporan keuangan. 

29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekeningtempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah 
pada bank yang ditetapkan. 

30. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan 
Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo 
anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan 
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. 



40. Barang ... 
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31. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening 

Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran 
lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan 
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 
oleh pemerintah. 

32. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan 
yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran 
yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun 
anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran 
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup 
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 

33. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang 
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode 
tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu 
dibayar kembali. 

34. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau 
potensi jasa dalam periode pelaporan yang 
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya 
kewajiban. 

35. Pas Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau 
beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau 
transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, 
tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan 
berada di luar kendali atau pengaruh entitas 
bersangkutan. 

36. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai 
dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat 
dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan 
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun 
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 
termasuk sumber daya non keuangan yang 
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat 
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara 
karena alasan sejarah dan budaya. 

3 7. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk 
memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, 
dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga 
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat. 

38. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa 
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan 
aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 

39. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang 
merupakan selisih antara aset dan kewajiban 
pemerintah. 



Pasal 2 ... 
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40. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah atau berasal dariperolehan lainnya yang sah. 

41. Properti Investasi adalah properti untuk 
menghasilkan pendapatan sewa atau untuk 
meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak 
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, 
dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam 
produksi atau penyediaan barang atau jasa atau 
untuk administrarif atau dijual dan/ atau diserahkan 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, 

42. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara 
akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan 
keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang 
seharusnya. 

43. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada 
akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti 
persediaan, piutang, utang dan yang lain yang 
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu 
pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi 
berjalan atau pada periode yang berjalan. 

44. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu 
laporan keuangan yang merupakan gabungan 
keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi 
sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. 

45. Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan 
yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan 
tahunan. 

46. Mata UangAsing adalah mata uang selain mata uang 
pelaporan entitas. 

47. Mata Uang Pelaporan adalah mata uang rupiah yang 
digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. 

48. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak 
tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan 
mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna 
yang dibuat atas dasar laporan keuangan. 
Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya 
pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari 
keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji 
terjadi. 

49. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian 
kewajiban antar pihak yang memahami dan 
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 

50. Selisih Kurs adalah selisih yang timbul karena 
penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs 
yang berbeda. 



a. laporan ... 

Pasal 4 
(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD Pemerintah Daerah sebagai Entitas 
Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan 
Laporan Keuangan interim dan tahunan, yang 
paling sedikit memuat: 

Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (4), terdiri dari: 
a. akuntansi aset; 
b. akuntansi kewajiban; 
c. akuntansi ekuitas; 
d. akuntansi pendapatan; 
e. akuntansi beban dan belanja; 
f. akuntansi pembiayaan; 
g. akuntansi transitoris; dan 
h. akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan 

kebijakan akuntansi, Perubahan estimasi 
akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. 

Pasal 3 

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disusun 
berdasarkan SAP berbasis akrual. 

(2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaskud pada ayat (1), terdiri atas: 
a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan 
b. kebijakan akuntansi akun. 

(3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan 
keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam 
penyajian pelaporan keuangan. 

(4) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b mengatur definisi, 
pengakuan, pengukuran, penyajian dan 
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai 
dengan pemyataan SAP atas: 
a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan 

akuntansi dalam SAP; dan 
b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan 

akuntansi dalam SAP. 

Pasal 2 
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BAB III. .. 

Peraturan Wali Kata Batam Nomor 203 Tahun 2022 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam 
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1071) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 
Batam Nomor 129 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 
Peraturan Wali Kata Batam Nomor 203 Tahun 2022 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam 
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1256) 
masih berlaku untuk Pelaporan Tahun Anggaran 2024 
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

BAB II 
KETENTUAN PERALIHAN 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 diatur lebih 
lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 5 

c. neraca; 
d. laporan operasional; 
e. laporan arus kas; 
f. laporan perubahan ekuitas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD SKPD sebagai Entitas Akuntansi wajib 
menyusun Laporan Keuangan interim dan 
tahunan, paling sedikit memuat: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. neraca; 
c. laporan operasional; 
d. laporan perubahan ekuitas; dan 
e. catatan atas laporan keuangan. 

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD Pemerintah Daerah juga wajib menyusun 
Laporan Keuangan interim bulanan dan triwulan 
berupa Laporan Realisasi Anggaran. 

a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

-11- 



Agar ... 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 
diundangkan. 

Pasal 8 

Dengan ditetapkan peraturan Wali Kota ini, Peraturan 
Wali Kota Batam Nomor 203 Tahun 2022 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam (Berita 
Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1071) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 
Batam Nomor 129 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 203 Tahun 2022 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam 
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1256), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 7 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 
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RITA DAERAH KOTA BAT AM TAHUN 2024 NOMOR f 42'2.. 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM, 

Diundangkan di Batam 
pada tanggal lb :»l ;z.dUf 

WALI KOTA BATAM, 

Ditetapkan di Batam 
pada tanggal .26 :,tJA.i ~ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota 1n1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam. 

-13- 



Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain 
dilakukan dengan: 
a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas pemerintah; 
b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah; 
c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan 

penggunaan sumber daya ekonomi; 
d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya; 
e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan dan 

entitas akuntansi mendanai aktivitasnya dan memenuhi 
kebutuhan kasnya; 

Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai 
posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, 
hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang 
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi 
keputusan mengenai alokasi sumber daya. 
Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah 
untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan 
keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan 
atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

1. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN 

a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pernerintahan, Pemyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Interpretasi Pemyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (IPSAP); 

b. Buletin Teknis dan produk Komite Standar Akuntansi Pemerintah 
(KSAP) lainnya; 

c. Peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; 

d. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan 
keuangan; 

e. Standar akuntansi dalam negeri terkini yang dikeluarkan oleh badan 
penyusun standar akuntansi sektor publik lainnya. 

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kata Batam didasarkan 
pada: 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PENYAJIAN PELAPORAN KEUANGAN 

PERATURAN WALi KOTA BATAM 
&2,. TAHUN 2024 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
DAERAH 

LAMPIRAN I 
NOMOR 
TENTANG 



a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan 
informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, 
surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas 
pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan 
anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna 
laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi 
sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas 
pelaporan terhadap anggaran. 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 
LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang 
menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos­ 
pos berikut: Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo 
Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun 
Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, 
Dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. 

c. Neraca 
Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang 
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

d. Laporan Operasional (LO) 
LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan 
informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan 
entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, 
beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas 
pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga 
melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional 
dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan 
fungsi utama entitas. 

e. Laporan Arus Kas (LAK) 
LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan 
informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode 
tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, 
investasi, pendanaan dan transitoris. 

Komponen laporan keuangan pemerintah terdiri atas: 

3. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN 

Pimpinan entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan 
bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan. 

2. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN 

f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk 
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan 

g. · menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi 
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 



Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian 
neraca, aset dan/ atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari 
rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan 
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Dalam hal tidak tersedia 
dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan 
mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi 
dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan 
kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk 
memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana 
dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan 
mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, 
maka: 
a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya 

dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan 
b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam 

rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 
transaksi. 

5. MATA UANG PELAPORAN 

Laporan keuangan harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Jika 
laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa 
Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus 
memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan 
periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut 
harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan 
laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. 

4. BAHASA LAPORAN KEUANGAN 

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan 
sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/ defisit-LO 
pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung 
menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. 

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 
CaLK merupakan ~ komponen laporan keuangan yang meliputi 
penjelasan, daftar rincian dan/ atau analisis atas laporan 
keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, 
LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam calk adalah penyajian 
informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan­ 
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar 
laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/ atau 
komitmen-komitmen lainnya. 



a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisr 
keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, 
hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang 
diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan 
likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu 
jatuh temponya. 

c. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban 
yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan 
utama/ operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan 
tugas dan fungsinya. 

7. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, 
konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh 
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian 
dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan 
ketentuan dalam PSAP. Kebijakan akuntansi disusun untuk 
memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi 
yang: 
a. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk 

pengambilan keputusan; 
b. Dapat diandalkan, dengan pengertian: 

1) Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan 
entitas; 

2) Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau 
transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya; 

3) Netral, yaitu bebas dari keberpihakan; 
4) Dapat diverifikasi; 
5) Mencerminkan kehati-hatian; dan 
6) Mencakup semua hal yang material. 

c. Dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat 
dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat 
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 
laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. 

d. Dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan 
dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 
tingkat pemahaman para pengguna. 

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI 



d. Catatan atas Laporan Keuangan 
1. Harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian 

sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam 
catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos 
dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, 
neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan 
perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik 
yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk 
komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya; 

2. Dijelaskan secara berjenjang pada setiap entitas akuntansi 
hingga ke entitas pelaporan dengan mempertimbangkan 
tingkat materialitasnya. 

e. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan 
menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar" untuk 
menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus 
dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase. 

f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Perubahan estimasi akuntansi 

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan 
kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib 
diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi 
baik pada periode berjalan maupun pada periode periode 
berikutnya. 
Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi 
disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode 
selanjutnya sesuai sifat perubahan. Contoh: perubahan 
estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO 
tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa 
manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap 
LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya 
diungkapkan di dalam CaLK. 

2. Perubahan kebijakan akuntansi 
Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila: 
a) Penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda 

diwajibkan oleh peraturan perundangan atau SAP yang 
berlaku; atau 

b) Diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan 
menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang 
lebih sesuai dalam laporan keuangan. 

3. Kesalahan mendasar 
Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara prospektif, 
yaitu dengan melakukan koreksi pada periode berjalan dan 
tidak perlu melakukan penyajian ulang (restatement) laporan 
keuangan periode sebelumnya. 



a. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara 
komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. 
Khusus Neraca interim, disajikan secara komparatif dengan 
neraca akhir tahun sebelumnya. Laporan operasional interim dan 
laporan realisasi anggaran interim disajikan mencakup periode 
sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim 
yang dilaporkan; dan 

11. INFORMASI KOMPARATIF 

Laporan keuangan wajib disajikan secara interim dan tahunan 
berdasarkan tahun takwim. 

10. PERIODE PELAPORAN 

a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep 
materialitas; 

b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam 
laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak 
material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi 
yang sejenis; dan 

c. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk 
mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi 
tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. 

9. MATERIALITAS DAN AGREGASI 

a. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang 
serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas 
pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti 
bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi 
ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai 
dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan 
mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode 
lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini 
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar 
periode harus konsisten, kecuali: 
1. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi 

entitas pemerintahan; atau 
2. Perubahan tersebut diperkenankan oleh Pemyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (PSAP). 
c. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan 

keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak 
perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di 
dalam calk. 

8. KONSISTENSI 



Dalam rnenyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan 
keuangan entitas digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan 
unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, 
belanja, pembiayaan dan beban. Agar laporan keuangan 
konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai 
satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah 
berikut: 
a. Transaksi dan saldo resiprokal dieliminasi, sepanjang 

transaksinya secara sistem dapat diidentifikasi dan nilainya dapat 
diukur secara handal, antara satu entitas akuntansi dan entitas 
akuntansi lain dalam satu entitas pelaporan; 

b. Prosedur eliminasi transaksi dan saldo resiprokal dikembangkan 
secara bertahap dilakukan terhadap transaksi dan saldo 
resiprokal antara entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan; 

c. Dalam hal proses eliminasi belum dapat dilakukan melalui 
sistem, maka proses eliminasi dilakukan secara manual pada 
tingkat konsolidasian LKPD; 

d. Dalam hal diperlukan, prosedur eliminasi dapat diatur lebih 
lanjut, dan dilakukan hanya untuk hal-hal yang material; dan 

e. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan 
kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan 
keadaan yang sama atau sejenis. 

13. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang 
diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus 
dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. 
Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, 
triwulan dan atau semesteran; 

b. Laporan keuangan interim semesteran pemerintah kota memuat 
komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang 
terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan 
operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, 
laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan 
keuangan; 

c. Laporan keuangan interim semesteran SKPD memuat komponen 
yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari 
neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan 
perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan; dan 

d. Laporan keuangan interim bulanan dan triwulan pemerintah kota 
berupa laporan realisasi anggaran. 

12. LAPORAN KEUANGAN INTERIM 

b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari 
laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan 
kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan 
periode berjalan. 



AMMADRUDI 

WAL! KOTA BATAM 

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata 
didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. 
Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara 
lain: 
a. bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas 

transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa 
dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai 
aset non moneter bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset 
tersebut (lebih besar /lebih kecil) karena pemakaian atau pun 
pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai aset 
dibandingkan pada periode sebelumnya. 

b. bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi 
pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan 
oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata­ 
mata dari laporan keuangan. 

c. tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran. 
d. hanya melaporkan informasi yang bersifat material. 
e. bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang 

artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti 
mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih altematif yang 
menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil; 
dan 

f. lebih menekankan pada penyajian transaksi clan peristiwa sesuai 
dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk 
hukumnya (formalitas). 

14. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN 



Kas dan setara kas pada Pemerintah Kota mencakup kas yang 
dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum 
Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah 
tanggungjawab selain BUD. 
Klasifikasi kas dan setara kas: 
1. Kas di Kas Daerah; 
2. Kas di Bendahara Penerimaan; 
3. Kas di Bendahara Pengeluaran; 
4. Kas di BLUD; 
5. Kas Dana BOS/BOP; 
6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP; 
7. Kas Lainnya; dan 
8. Setara Kas. 
Kas lainnya digunakan untuk mencatat kas selain kas di kas 
Daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara 
pengeluaran kas di BLUD, Kas dana BOS/BOP dan Kas dana 
kapitasi. 

2. JENIS- JENIS 

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan 
untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara 
Umum Daerah (BUD) dan SKPD. 
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat 
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kota yang 
sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta be bas dari risiko 
perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang 
Yang Haros Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib 
dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, saldo 
simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan 
untuk melakukan pembayaran. 
Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap 
dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang 
signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau 
kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. 

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS 
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Kas clan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang 
berasal dari penclapatan BLUD baik yang telah dan yang belum 
diakui/ disahkan oleh BUD yang mempunyai fungsi 
perbendaharaan umum. 
Kas dan Bank BLUD yang sudah clisahkan oleh BUD merupakan 
bagian dari Saldo Anggaran Lebih. 
BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang 
bukan milik BLUD dan/ atau sisa kas dana investasi yang 
berasal dari APBD. 

Setara Kas, adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap 
dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang 
signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau 
kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Termasuk Setara Kas 
antara lain adalah deposito pemerintah yang berumur 3 (tiga) bulan. 
Berdasarkan unit pengelolanya maka kas dan setara kas clapat 
clibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Kas clan setara kas Yang Dikelola BUD 
Kas clan setara kas yang dikelola oleh BUD terdiri atas: 
1. Saldo rekening kas umum daerah, yaitu saldo rekening pada 

bank yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung 
penerimaan dan pengeluaran; 

2. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara 
(SUN)/obligasi dan deposito berjangka masa jatuh tempo 3 
(tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, yang 
dikelola oleh Bendahara Umum Daerah; dan 

3. Rekening khusus (special account) pemerintah yaitu rekening 
yang dibuka oleh BPKAD selaku BUD pada Bank Umum 
untuk menampung dana khusus. 

b. Kas dan setara kas Yang Dikelola SKPD 
Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan 
pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD, antara Iain: 
1. Kas di Bendahara Penerimaan, merupakan saldo kas yang 

dikelola oleh benclahara penerimaan untuk tujuan 
pelaksanaan penerimaan di lingkungan SKPD /Unit SKPD 
Pemerintah Kata Batam setelah memperoleh persetujuan 
dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang­ 
undangan; 

2. Kas di Benclahara Pengeluaran, merupakan saldo uang muka 
kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara 
pengeluaran yang harus clipertanggungjawabkan dalam 
rangka pelaksanaan pengeluaran Pemerintah Daerah; dan 

3. Kas di BLUD, merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo 
simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh 
SKPD /Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan 
keuangan BLUD. 



Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan 
setara kas. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD antara lain: 
a. Dana titipan pihak ketiga; 
b. Uangjaminan; dan 
c. Uang muka pasien rumah sakit. 
Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD dicatat sebagai 
aset lainnya di Kas dan setara kas lainnya. 
4. Kas Dana BOS/BOP, merupakan saldo Dana Bantuan 

Operasional Sekolah/Dana Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan Pendidikan yang dikelola oleh bendahara 
satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP, digunakan untuk mencatat 
dana kapitasi yang merupakan besaran pembayaran 
perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan 
jumlah peserta yang terdaftar tan pa memperhitungkan jenis 
dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 

6. Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Pemerintah Kota 
Batam dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
merupakan saldo kas pada Pemerintah Kota Batam selain 
dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara 
Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS/BOP, Kas Dana 
Kapitasi pada FKTP terdiri dari: 
a. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas 
selain yang berasal dari uang persediaan. Kas lainnya 
tersebut dapat berupa saldo kas yang terdapat pada 
rekening lainnya yang dibuka Pemerintah Kota Batam 
dan juga pendapatan seperti Bunga, jasa giro, pungutan 
pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke 
kas daerah, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi 
belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh 
Bendahara Pengeluaran. 

b. Kas lainnya di Bendahara Penerimaan 

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan merupakan kas 
dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan baik yang 
telah menjadi hak pemerintah maupun tidak dapat 
diakui sebagai pendapatan. 

c. Kas lainnya dari hibah 

Kas Lainnya dari Hibah dapat berupa kas hibah dari 
pemberi hibah baik yang belum dilakukan pengesahan 
maupun yang telah disahkan pada tanggal pelaporan. 
Oleh karena itu, perlakuan akuntansi atas saldo yang 
terdapat pada rekening penampungan dana hibah dapat 
diakui sebagai Kas Lainnya di SKPD dari Hibah yang 
Belum Disahkan atau Kas Lainnya di SKPD dari Hibah. 



Dalam hal terjadi pemindahbukuan/transfer/kiriman uang dari 
satu rekening pemerintah ke rekening pemerintah lainnya atau 
pihak ketiga yang terjadi pada akhir periode pelaporan, namun 
rekening yang dituju belum menerima kas dimaksud dan baru 
diterima pada awal periode pelaporan berikutnya, maka saldo kas 
yang dipindahbukukan/ di transfer/ dikirimkan tersebut disajikan 
sebagai Kas dalam Transito. 

6. PERLAKUAN KHUSUS 

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan 
Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak 
diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut 
merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan 
bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada 
Laporan Arus Kas. 
Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal 
sebagai berikut: 
a. Rincian kas dan setara kas; dan 
b. Informasi lainnya yang dianggap penting. 

5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas 
dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah 
menggunakan kurs transaksi. 
Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan 
dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank 
sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya 
maka diakui sebagai keuntungan/ kerugian. 

4. PENGUKURAN 

a. Memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan 
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada 

pemerintah. 
Penerimaan/Pengeluaran Kas melalui BUD 
Penerimaan Kas melalui BUD diakui pada saat diterima di rekening 
milik BUD. Sedangkan Pengeluaran kas melalui BUD diakui pada 
saat ada pengeluaran dari rekening milik BUD. 
Penerimaan/Pengeluaran Kas melalui rekening SKPD. 
Penerimaan kas melalui rekening Pemerintah Kata Batara diakui 
pada saat diterima kas tunai oleh bendahara atau diterima di 
rekening kas SKPD. Pengeluaran kas melalui rekening/kas 
Pemerintah Kata Batam diakui pada saat dikeluarkan kas tunai oleh 
bendahara a tau pada saat dikeluarkan dari rekening kas SKPD. 

3. PENGAKUAN 

Kas dan setara kas diakui pada saat: 



1) Deposito berjangka waktu lebih dari 3 bulan sampai dengan 
12 bulan dan/ atau yang dapat diperpanjang secara otomatis 
(revolving deposits); 

2) Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank 
Indonesia (SBI); 

3) Investasi jangka pendek BLUD; 

b. Jenis- jenis Investasi Jangka Pendek 
Berikut adalah jenis investasi jangka pendek antara lain: 

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera 
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 
(tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. 
Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai 
berikut: 
1) Dapat segera diperjualbelikan secara bebas/ dicairkan; 
2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah 

dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan 
kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas, 
untuk meningkatkan produktivitas aset; dan 

3) Berisiko rendah. 

a. Definisi 

1. INVESTASIJANGKAPENDEK 

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat 
ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/ atau manfaat sosial, 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. 
Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu investasijangka 
pendek dan investasi jangka panjang. 

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI 

Dalam hal terjadi kerugian daerah akibat hilangnya Kas di 
Bendahara Pengeluaran, maka: 
a. Atas kas yang hilang dapat dilakukan reklasifikasi menjadi 

Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 
sepanjang diyakini dapat dibayarkan/ dapat ditagih. 

b. Prosedur Reklasifikasi kas yang hilang menjadi Piutang 
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi mengikuti 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal pengelompokkan rekening yang dijelaskan pada Kas dan 
Setara Kas yang dikelola teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi 
penggunaannya, maka rekening dimaksud tidak dapat 
diklasifikasikan sebagai kas atau Setara Kas melainkan sebagai Aset 
Lainnya 



1) Beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat 
membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, 
nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai 
wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar 
yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat 
atau nilai wajar lainnya. 

2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, 
misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek}, dicatat 
sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi 
harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi 
perantarajual bell, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul 
dalam rangka perolehan tersebut. 

d. Pengukuran 

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam 
bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat 
diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial 

atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu 
investasi terse but dapat diperoleh pemerintah dalam jangka 
waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) 
bulan; dan 

2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara 
memadai (reliable). 

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui 
sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan 
sebagai belanja atau pun pengeluaran pembiayaan dalam 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Apabila dalam 
pelepasan/penjualan investasijangka pendek terdapat kenaikan 
atau penurunan nilai dari nilai tercatatnya, maka selisihnya 
diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan sebagai 
keuntungan atau kerugian pada Laporan Operasional. 
Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan 
(setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari nilai 
tercatatnya, dan kerugian diakui pada saat harga 
pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan} lebih 
rendah dari nilai tercatatnya. 

c. Pengakuan 

4) Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 
12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca; dan 

5) Reksa dana. 



Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan 
untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. 

b. Jenis-Jenis lnvestasi Jangka Panjang 
Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman 
investasinya, yaitu: 
1) Investasi permanen 

Merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan 
untuk dimiliki secara terus menerus/berkelanjutan tanpa 
ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. 

a. Definisi 
2. INVESTASI JANGKA PANJANG 

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di 
neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui 
sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi 
Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas 
untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai 
reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUD dan 
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan tidak dilaporkan 
dalam LRA. Keuntungan atau kerugian saat pelepasan investasi 
jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai 
penyesuaian SiLPA pada LRA. 
Pada LAK, investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian 
tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan 
atas selisih harga penjualan/pelepasan dan nilai tercatat atas 
investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian 
terhadap kas. 

e. Penyajian/ Pengungkapan 

3) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh 
tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan 
nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar 
harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi 
dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan 
untuk memperoleh investasi terse but. Disamping itu, apabila 
surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki 
nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai 
ketentuan. 

4) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya 
dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai 
nominal deposito tersebut. 

5) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan 
pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah 
Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. 



c, Pengakuan 
Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam 
bentuk investasi dan konversi piutang atau aset lain menjadi 
investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang 
apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau 

jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu 
investasi tersebut dapat diperoleh dalam jangka waktu 
lebih dari 12 bulan; dan 

2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur 
secara andal. 

Investasi permanen yang dilakukan pemerintah adalah 
investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, 
tetapi untuk mendapatkan dividen dan/ atau pengaruh yang 
signifikan dalam jangka panjang dan/ atau menjaga 
hubungan kelembagaan, berupa Investasi Permanen 
Lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan 
pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. lnvestasi permanen lainnya merupakan bentuk 
investasi permanen yang tidak dapat diklasifikasikan dalam 
penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/ 
daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. 

2) lnvestasi Non Permanen 
Investasi non permanen merupakan investasi jangka 
panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 
bulan dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus 
menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk 
memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non 
permanen dapat berupa: 
(a) Pembelian obligasi atau surat utangjangka panjang yang 

dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal 
jatuh tempo; 

(b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang 
dapat dialihkan kepada pihak ketiga; 

(c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka 
pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja 
secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana 
bergulir); 

(d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak 
dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara 
berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang 
dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan 
perekonomian. 

c -~- 



d. Pengukuran 

Metode yang digunakan untuk menilai investasi pemerintah 
adalah: 
1. Metode Biaya 

Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, 
baik pada saat investasi awal maupun pencatatan 
selanjutnya.Biaya perolehan meliputi harga transaksi 
investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam 
rangka perolehan investasi tersebut. 
Metode biaya diterapkan untuk: 
a. Investasi permanen dengan kepemilikan kurang dari 

20%; 
Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian 
hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya 
investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. 
Pada metode biaya, bagian laba berupa dividen tunai 
yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan 
hasil investasi 

b. Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau surat 
utang jangka panjang dan investasi yang tidak 
dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan. 

2. Metode Ekuitas 
Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan 
kepemilikan pemerintah sebesar 20% (dua puluh persen) ke 
atas atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) 
tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. 

. 
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Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka 
panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan 
penerimaan kas atas pelepasan/ penjualan investasi jangka 
panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. 
Pengeluaran dan penerimaan pembiayaan disajikan dalam 
LRA. 
Pada saat pelepasan/ penjualan investasi, apabila terjadi 
perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai 
tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada 
keuntungan/kerugian pelepasan investasi. 
Keuntungan/kerugian pelepasan investasi disajikan dalam 
LO. 
Hasil investasi seperti dividen tunai (cash dividend) dan 
Bunga diakui sebagai pendapatan baik pada LRA maupun 
LO. Sedangkan hasil investasi berupa dividen saham (stock 
dividend) tidak diakui sebagai pendapatan baik di LRA 
maupun LO, tetapi diungkap dalam catatan atas laporan 
keuangan. 



Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas: 
(a) Dana bergulir dengan kelola sendiri; 

1. Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria: 

Pada metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya 
perolehan. Biaya perolehan dimaksud meliputi harga 
transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang 
timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. 
Penilaian investasi pada tanggal pelaporan keuangan 
disajikan sebesar investasi awal ditambah (dikurangi) 
proporsi bagian laba (rugi) pemerintah setelah tanggal 
perolehan dikurangi dengan penerimaan dividen tunai 
bagian pemerintah. 
Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui 
sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. 
Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan 
mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai 
tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi 
dalam laporan realisasi anggaran. 
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk 
mengubah porsi kepemilikan nilai investasi pemerintah, 
misalnya adanya perubahan yang timbul akibat perjanjian 
antara pemerintah dengan BUMD serta revaluasi aset tetap. 

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable 
value) 

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan 
untuk Investasi non permanen berbentuk dana bergulir. 
Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap 
investasi non permanen sehingga nilai investasi yang tercatat 
di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat 
direalisasikan (net realizable value). Nilai yang dapat 
direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan 
penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya 
( aging schedule). Berdasarkan penatausahaan terse but, akan 
diketahui jumlah investasi yang tidak dapat 
tertagih/terealisasi, investasi yang diragukan dapat 
tertagih/terealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/ 
terealisasi. 
Penentuan kualitas dana bergulir diklasifikasikan atas: 
(a) Kualitas lancar; 
(b) Kualitas kurang lancar; 
(c) Kualitas diragukan; 
(d) Kualitas macet. 
Penyajian piutang dana bergulir disajikan secara net 
realizable value (NRV) atau nilai bersih yang dapat 
direalisasikan. 



a. Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; 
dan/atau 

b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; 
dan/atau 

c. Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; 
dan/atau 

d. Penerima dana kooperatif. 
2. Kualitas kurang lancar dapat ditentukan dengan 

kriteria: 
a. Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai 

dengan 3 tahun; dan/ atau 
b. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama 
belum melakukan pelunasan; dan/ atau 

c. Penerima dana kurang kooperatif dalam 
pemeriksaan; dan/ atau 

d. Penerima dana menyetujui sebagian hasil 
pemeriksaan. 

3. Kualitas diragukan dapat ditentukan dengan kriteria: 
a. Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 

tahun; dan/atau 
b. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua 
belum melakukan pelunasan; dan/atau 

c. Penerima dana tidak kooperatif dalam 
pemeriksaan; dan/ atau 

d. Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil 
pemeriksaan. 

4. Kualitas macet dapat ditentukan dengan kriteria: 

a. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/ atau 
b. Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga 
belum melakukan pelunasan; dan/ atau 

c. Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; 
dan/atau 

d. Penerima dana mengalamai kesulitan bangkrut 
dan/ atau meninggal dunia; dan/ atau 

e. Penerima dana mengalami musibah (force 
majeure). 

(b) Dana bergulir dengan executing agency; 
1. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria: 



a. Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga 
keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, 
modal ventura clan lembaga keuangan lainnya 
menyetorkan pengembalian dana bergulir 
sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah 
daerah; clan/ atau 

b. Masih dalam tenggang waktujatuh tempo. 
2. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria: 

a. LKB, LKBB, koperasi, modal ventura clan 
Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka 
waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak 
melakukan pelunasan; dan/ atau 

b. LKB, LKBB, koperasi, modal ventura clan 
Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui 
keberadaannya;dan/atau 

c. LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan 
lembaga lainnya bangkrut; dan/ atau 

d. LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan 
Iembaga lainnya mengalami musibah (force 
majeure). 

(c) Dana bergulir dengan chanelling agency; 
(1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria: 

a. Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; 
dan/atau 

b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo. 
c. Umur dana bergulir Iebih dari 1 tahun sampai 

dengan 3 tahun; dan/ atau 
d. Apabila penerima dana bergulir dalam jangka 

waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 
Surat Tagihan Pertama belum melakukan 
pelunasan. 

(2) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan 
kriteria: 
a. Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai 

dengan 5 tahun; dan/ atau 
b. Apabila penerima dana bergulir dalam jangka 

waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 
Surat Tagihan Kedua belum melakukan 
pelunasan. 

(3) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria: 
a. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/ atau 
b. Apabila penerima dana bergulir dalam jangka 

waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 
Surat Tagihan Ketiga belum melakukan 
pelunasan; dan/ atau 



·-· -- -- -- ------~ 

Penghapusan piutang dana bergulir antara lain: 
a. Piutang dana bergulir dengan kualitas macet dapat 

dihapusbukukan dari neraca dan dipindahbukukan ke 
inventaris ekstrakomptable sesuai peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku dan tidak menghilangkan hak 
tagih Pemerintah Kota Batam; 

b. Piutang dana bergulir dapat dihapustagihkan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilakukan 
penutupan buku inventaris ekstrakomptable dan tidak 
dilakukan penjurnalan, dilakukan pengungkapan dalam 
catatan atas laporan keuangan secara memadai. 

Pengukuran investasi non permanen di neraca berdasarkan 
nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan 
mengurangkan nilai investasi non permanen diragukan 
tertagih/ direalisasikan dari nilai investasi non permanen 
awal yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi non 
permanen dapat dihapuskan jika investasi non permanen 
tersebut benar benar sudah tidak tertagih/ direalisasikan 
dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. 
Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase 
kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang 
menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, 
tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the 
degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan 
investee. 

Penghapusan Piutang Dana Bergulir 

c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari 
saldo dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah 
dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan 
[jika ada); dan 

d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari saldo 
dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi 
dengan nilai agunan a tau nilai barang sitaan (jika ada). 

bergulir dana penyisihan Penentuan besaran 
diklasifikasikan atas: 
a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari 

saldo dana bergulir dengan kualitas lancar; 
b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) 

dari saldo dana bergulir dengan kualitas kurang lancar; 

Penentuan Besaran Penyisihan dana bergulir 

c. Penerima dana bergulir tidak diketahui 
keberadaannya; 'dan/ atau 

d. Penerima dana bergulir bangkrut/ meninggal 
dunia; dan/ atau 

e. Penerima dana bergulir mengalami musibah 
(force majeure). 



Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut 
jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat 
permanen. Investasi non permanen yang diragukan 
tertagih/ terealisasi disajikan sebagai pengurang investasijangka 
panjang non permanen. 
Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu 
kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi 
menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar. 
Hasil dari investasi, seperti bunga dan dividen, diakui sebagai 
pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Apabila terdapat 
hasil investasi yang masih terutang disajikan sebagai piutang 
pada neraca. 
Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab 
penurunan tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan 
keuangan. 

e. Penyajian clan Pengungkapan 

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada 
perusahaan investee, antara lain: 

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris; 
b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan 

direksi; 

c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan 
direksi perusahaan investee; dan 

d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara 
dalam rapat dewan direksi. 

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran 
aset pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai 
wajar investasi yang diperoleh. Jika nilai wajar investasi yang 
diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai 
wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang 
diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya. 
Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilai wajarnya lebih 
besar dari nilai buku, maka selisih lebih dicatat sebagai 
pendapatan LO. 

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar 
dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam 
rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank 
Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada neraca, 
investasi dalam mata uang asing dinyatakan dalam mata 
uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Indonesia pada 
tanggal pelaporan. Selisih penjabaran mata uang asing ke 
dalam mata uang Rupiah antara tanggal perolehan investasi 
dan tanggal pelaporan disajikan sebagai selisih kurs pada 
neraca. 



Klasifikasi piutang secara rind dijelaskan dalam bagan akun 
standar. 
a. Piutang Pajak 

Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya 
pendapatan pajak daerah yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan, terdiri dari: 
1. Pajak hotel; 
2. Pajak restoran; 
3. Pajak hiburan; 

Timbulnya piutang dilingkungan Pemerintah Kota Batam pada 
umumnya disebabkan antara lain: 
a. Tunggakan pemungutan pendapatan; 
b. Perikatan dengan pihak lain; dan 
c. Kerugian daerah. 
Berdasarkan cara penyajian dineraca piutang dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut: 
a. Piutang Pajak; 
b. Piutang Retribusi; 
c. Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. Piutang lain-lain PAD yang sah; 
e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat; 
f. Piutang Transfer antar Daerah; 
g. Piutang Lainnya; dan 
h. Behan Dibayar Dimuka. 

2. JENIS JENIS PIUTANG 

Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah 
dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai 
akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, 
yang diharapkan diterima Pemerintah Kota Batam. 
Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase 
tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 
disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah 
atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 
disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh 
Pemerintah Kota Batam atas pokok BBNKB sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG 

1. DEFINISI 



4. Pajak reklame; 
5. Pajak penerangan jalan; 
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan; 
7. Pajak parkir; 
8. Pajak air tanah; 
9. Pajak Sarang burung walet; 
10. PBB pedesaan dan perkotaan; 
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 
12. Pajak Barang dan Jasa Tertentu; 
13. Opsen PKB; dan 
14. Opsen BBNKB. 
Sesuai Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan 
keuangan antara pusat dan daerah bahwa pajak hotel, pajak 
parkir, pajak hiburan, pajak restoran dan pajak penerangan 
jalan dikategorikan sebagai Pajak Barang dan Jasa Tertentu 
(PBJT). 

b. Piutang Retribusi Daerah 
Piutang retribusi adalah piutang yang timbul akibat adanya 
pelayanan jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah kota yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan, terdiri dari: 
1. Jasa umum; 
2. Jasa usaha; dan 
3. Perijinan tertentu. 

c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 
Merupakan saldo piutang atas pembagian deviden dari 
penyertaan BUMN, BUMD dan Swasta yang masih akan diterima 
oleh Pemerintah Kata Batam. 

d. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah terdiri dari: 
1. Piutang hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak 

dipisahkan; 
2. Piutang hasil kerja sama daerah; 
3. Piutang hasil pengelolaan Dana Bergulir; 
4. Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian 

Keuangan Daerah; 
5. Piutang pendapatan denda pajak daerah; 
6. Piutang pendapatan denda retribusi daerah; 
7. Piutang pendapatan dari pengembalian; 
8. Piutang pendapatan BLUD; 
9. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan. 



- .. - ------------------------- 

Piutang yang timbul akibat adanya putusan pengadilan 
dapat dilakukan penatausahaan dan pencatatan melalui 
prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 
pengungkapan. Penatausahaan putusan pengadilan 
diklasifikasikan sebagai piutang jangka pendek apabila 
diharapkan akan diterima dalam jangka waktu kurang dari 
atau sampai dengan 12 (dua belas) bul. 

e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat 
Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan piutang yang 
timbul dari peristiwa transfer antar pemerintah pusat dan 
daerah, terdiri atas: 
1. Piutang Dana Perimbangan: 

a) Piutang Dana Transfer Umum-DBH 
Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB; 
Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21; 
Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan 
Pasal 29 /WPOPDN; 
Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT; 
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak 
Bumi; 
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi; 
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan 
Batubara; 
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan; 
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan; 
Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum 
(DAU). 

b) Piutang Dana Transfer Urnum-Dana Alokasi umum 
(DAU); 

c) Piutang Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Fisik; 

d) Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-DAK Non Fisik; 
2) Piutang Dana Insentif Daerah (DID). 

f. Piutang Transfer Antar Daerah 
Piutang Transfer Antar Daerah terdiri dari: 
1. Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor; 
2. Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
3. Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bennotor; 
4. Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; 
5. Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok. 



Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih 
pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan 
pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian 
negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan 
tanggal pelaporan. 
Secara umum, pengakuan piutang perpajakan diakui bersamaan 
dengan pengakuan terhadap pendapatan perpajakan. Untuk dapat 
diakuinya piutang perpajakan, maka harus dipenuhi kriteria: 
a. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/ atau 
b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan 

penagihan. 
Untuk Piutang Pajak diakui saat diterbikannya Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar, sedangkan untuk Piutang Retribusi diakui saat 
diterbikannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah. 
Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diakui 
pada saat telah terbit surat keputusan tentang pembagian bagi hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dilakukan pada saat Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS). 

3. PENGAKUAN 

g. Piutang Lainnya 

Piutang Lainnya mencakup Piutang yang tidak dapat 
dikelompokkan ke dalam kelompok Piutang di atas. 
Piutang Lainnya terdiri dari: 

1) Bagian LancarTagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan 
Ganti Rugi (TP /TGR) 

Piutang TP /TGR adalah piutang yang terjadi karena adanya 
proses pengenaan ganti kerugian negara/ daerah. Piutang TP 
dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan 
Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan 
bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya 
melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang 
dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. 
Bagian Lancar TP /TGR merupakan bagian TP /TGR yang 
jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah 
tanggal pelaporan. 

2) Bagian Lancar Piutang lainnya Jangka Panjang 

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang merupakan bagian 
piutangjangka panjangyang akanjatuh tempo dalam waktu 
12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 

h) Beban Dibayar Dimuka/Uang Muka Belanja 
Behan Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja adalah piutang 
yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran 
lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai 
pada akhir periode pelaporan belum diterima/ dinikmati oleh 
Pemerintah. 



·-· - - ------------------- 

Piutang Pendapatan Penerimaan Lain-Lain diakui ketika adanya 
pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya 
yang sah yang memunculkan kewajiban dibayar kepada Pemerintah 
Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan 
uang. 
Piutang pendapatan transfer diakui saat timbul sejumlah hak yang 
belum diterima dapat diketahui berdasarkan penyataan utang 
entitas pemberi dapat berbentuk surat pemberitahuan, peraturan 
menteri, Peraturan Gubemur atau laporan keuangan entitas 
penyalur yang telah diaudit. Secara umum, bentuk dokumen yang 
cukup sahih untuk pengakuan dimaksud adalah 
peraturan/keputusan Menteri/keputusan gubernur atau laporan 
keuangan yang telah diaudit. Surat Pemberitahuan dikirim setelah 
ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk 
menyalurkan. 
Pemerintah Pusat/Provinsi dapat mengeluarkan kebijakan transfer 
lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Terdapat dua kemungkinan cara penyaluran yaitu: 
a. Pencairannya bertahap dalam periode/ bulan tertentu tanpa 

persyaratan; 
b. Pencairannya bertahap dengan persyaratan tertentu 
Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, pemerintah 
daerah mengakui piutang transfer lainnya apabila sampai dengan 
akhir tahun masih terdapat sisa yang belum ditransfer oleh 
Pemerintah Pusat. 
Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya 
tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih 
pada saat persyaratan sudah dipenuhi tetapi belum dilaksanakan 
pembayarannya oleh Pemerintah Pusat. 
Pengakuan Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan 
keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SK.RD) atau dokumen lain yang 
dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. 
SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besamya 
pokok retribusi. 
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan diakui 
berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Pemerintah Daerah 
dengan pihak pembeli yang masih akan diterima oleh pemerintah 
kota. 
Piutang Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan 
Pekerjaan diakui berdasarkan kontrak kerja atas besarnya denda 
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang harus dibayar oleh 
pihak pelaksana pekerjaan namun belum dibayarkan sampai 
dengan akhir periode penyusunan pelaporan keuangan. 
Piutang BLUD diakui dengan kriteria: 
a. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/ atau 
b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan 

penagihan. 



Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai 
bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). 

Piutang pajak: dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam 
surat ketetapan pajak kurang bayar / surat ketetapan pajak kurang 
bayar tambahan/ surat tagihan pajak/ surat pemberitahuan pajak 
terutang. 
Piutang Retribusi dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum 
dalam surat ketetapan retribusi. 
Piutang transfer dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam 
hal terdapat kekurangan transfer dari Pemerintah Pusat ke 
Pemerintah kota yang didasarkan pada surat keputusan yang 
menyatakan kurang salur sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. Khusus piutang DAK dan Piutang Transfer Bantuan 
Keuangan Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi 
dan disetujui oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya. 
Piutang TP /TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP /TGR pada 
tanggal pelaporan yang masih akan diterima oleh pemerintah kota 
berdasarkan dokumen SKTJM/SKP2KS/SKP2K/Surat Keputusan 
Pembebanan Sementara/SK PBW/Surat Keputusan Pencatatan/ 
Surat Keputusan Pembebanan dan dokumen lain yang 
dipersamakan. 
Piutang atas bagian laba BUMD dicatat berdasarkan hasil Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUP yang telah 
ditetapkan besarnya bagian laba yang masih harus disetor ke kas 
Daerah. 
Piutang hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan dicatat 
sebesar nominal sesuai surat perjanjian jual bell antara pemerintah 
daerah dengan pihak pembeli yang masih harus diterima oleh 
Pemerintah Kota Batam. 
Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dicatat sebesar nilai 
barang/jasa dari pihak Iain yang belum diterima/ dinikmati oleh 
Pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa 
terse but. 
Piutang BLUD dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam 
surat ketetapan/ surat tagihan. 
Piutang yang timbul dari putusan pengadilan Piutang dicatat 
sebesar nilai putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan/atau sebesar nilai yang 
ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan. 

4. PENGUKURAN 

Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diakui pada saat: 
a. Telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van 

gewijsde); 

b. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan 
c. Telah diterbitkan surat penagihan. 



Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar 
sendiri oleh Wajib Pajak (self assessement) dilakukan dengan 
ketentuan: 
a. Kualitas lancar, dengan kriteria: 

1. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan 
2. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 
3. Wajib pajak kooperatif; dan/atau 
4. Wajib pajak likuid; dan/atau 
5. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding. 

b. Kualitas kurang lancar, dengan kriteria: 
1. Umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 2 tahun; dan 
2. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/ atau 
3. Wajib pajak menyetujui sebagaian hasil pemeriksaan; 

dan/atau 

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai 
bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai 
piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat 
direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang 
diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. 
Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah 
metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (allowance 
method). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang 
tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai 
estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang 
mengurangi nilai piutang bruto. 
Behan yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak 
tertagih terse but pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban 
penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan pada LO. 
Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan nilai pos 
piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat 
direalisasikan (net realizable value). Penyisihan piutang tidak 
tertagih tidak dilakukan untuk Jenis piutang berupa Uang Muka 
Belanja/Beban Dibayar di Muka, Pendapatan yang Masih Harns 
Diterima, dan piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui 
metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada 
periode berikutnya. 
Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan 
kualitas/umur piutang. Penggolongan kualitas/umur piutang dan 
besaran penyisihan piutang tidak tertagih dilaksanakan mengikuti 
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan 
piutang tidak tertagih pada Pemerintah Kota Batam. 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

Piutang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs 
tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya transaksi atau saat 
timbulnya piutang. 



a. Kualitas lancar, dengan kriteria: 
1. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan 
2. Wajib pajak kooperatif; dan/atau 
3. Wajib pajak likuid; dan/atau 
4. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding. 

b. Kualitas kurang lancar, dengan kriteria: 
1. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan 
2. Wajib pajak lrurang kooperatif; dan/atau 
3. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding. 

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria: 
1. Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan 
2. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau 
3. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. 

d. Kualitas Macet, dengan kriteria: 
1. Umur piutang diatas 5 tahun; dan 
2. Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau 
3. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 
4. Wajib pajak mengalami musibah (force majeure}. 

4. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding. 
c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria: 

1. Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan 
2. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau 
3. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; 

dan/atau 
4. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. 

d. Kualitas Macet, dengan kriteria: 
1. Umur piutang diatas 5 tahun; dan 
2. Wajib pajak tidak ditemukan; dan/ atau 
3. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 
4. Wajib pajak mengalami musibah (force majeure). 

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya 
ditetapkan oleh Kepala Daerah ( official assessement} dilakukan 
dengan ketentuan: 

_,..,.,,_. .. --- - ---~ 



Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek 
Denda Pajak, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai 
berikut: 

a. Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun; 
b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai 

dengan 2 Tahun; 
c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 5 

tahun; 
d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 tahun. 
Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus Retribusi 
dikelompokkan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Kualitas Lancar, jika umur piutang O sampai dengan 1 bulan; 
b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai 

dengan 3 bulan; 
c. Kulitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 

bulan; 
d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan. 
Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain Retribusi, 
dilakukan dengan ketentuan: 
a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai 

dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; 
b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) 

bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak 
dilakukan pelunasan; 

c. Kualitas Diragukan, apabila dalamjangka waktu 1 (satu) bulan 
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan 
pelunasan; dan 

d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan 
pelunasan. 

Penggolongan kualitas Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 
dikelompokkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Kualitas Lancar, jika umur piutang O sampai dengan 1 bulan; 
b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai 

dengan 3 bulan; 
c. Kulitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 

bulan; 
d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan. 



Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis 
piutang. Penyajian piutang dalam mata uang asing pada neraca 
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. 
Selisih penjabaran pos piutang dalam mata uang asing antara 
tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan 
selisih kurs yang belum terealisasi atau beban kerugian selisih kurs 
belum terealisasi. 
Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca 
dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. 
Informasi mengenai piutang yang perlu diungkapkan dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan adalah: 
a. rincian jenis-jenis, dan saldo menurut kualitas piutang; 
b. perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih; 
c. Informasi lainnya yang dianggap penting. 

5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

Penyisihan piutang tak tertagih tidak dilakukan untuk piutang dana 
transfer dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan piutang tuntutan ganti 
kerugian daerah. 

Estimasi persentase ketidaktertagihan piutang 
berdasarkan umur piutang 

No Uraian 0.5% 10% 50% 100% 
(Lancar) (Kurang (Diragukan) (Mac et) 

Lan earl 
1. Piutang Pajak !£ 1 tahun >l s/d 2 >2 s/d 5 >5 tahun 

dan Denda Pajak tahun tahun 2. Piutang Retribusi !£ 1 bulan >l s/d 3 >3 s/d 12 >l tahun 
bulan bulan 

3. Piutang Lain-lain !£ 1 bulan >l s/d 3 >3 s/d 12 >l tahun 
PAD yangSah bulan bulan 

Besarnya estimasi persentase ketidaktertagihan piutang ditentukan 
berdasarkan umur piutang dan jenis piutang adalah sebagai berikut: 

No Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertazih 
1. Lan car 0.5% 
2. Kurang Lancar 10% 
3. Diragukan 50% 
4. Macet 100% 

Besarnya penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir 
periode pelaporan ditentukan sebagai berikut: 



a. Konversi piutang rnenjadi penyertaan modal daerah. 
Piutang Daerah atau piutang penerusan pinjaman dapat 
dikonversi menjadi penyertaan modal daerah. Bila terjadi 
konversi, maka akun piutang akan berkurang sebesar nilai 
piutang yang dikonversi, dan nilai penyertaan modal daerah 
(investasi permanen) akan bertambah sebesar nilai yang sama. 

b. Pengakuan piutang atas Laba BUMD, BUMN, dan Badan Usaha 
Swasta. 
Piutang atas bagian laba BUMD, BUMN, dan Badan Usaha 
Swasta timbul apabila pada suatu tahun buku telah 
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan 
dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besamya bagian laba 
yang harus disetor ke kas Daerah. 

c. Penyesuaian Piutang Pajak setelah Pengakuan. 
Nilai piutang pajak dapat bertambah dan berkurang sesuai 
dengan kejadian yang berkaitan dengan piutang pajak tersebut. 
Penyesuaian nilai piutang pajak harus dilakukan dalam hal 
adanya kejadian yang mengakibatkan hak pemerintah kota 
berkurang atau bertambah atas pendapatan daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
Kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan penyesuaian nilai 
piutang pajak antara lain: 
1. pembayaran/ pelunasan; 
2. pembetulan atau pembatalan surat penetapan; 
3. penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 

perpajakan; 
4. penghapusan piutang pajak; 
5. keputusan keberatan, putusan pengadilan pajak; 
6. putusan Mahkamah Agung; atau 
7. kejadian lainnya yang dapat mengakibatkan nilai piutang 

pajak harus disesuaikan. 
d. Penyesuaian nilai nominal dari piutang pajak. 

Penyesuaian nilai nominal dari piutang pajak harus didukung 
dokumen sumber yang mengakibatkan penyesuaian nilai 
nominal dari piutang pajak. Nilai nominal piutang diakui sebesar 
dokumen sumber awal pengakuan piutang dikurangi atau 
ditambah sebesar selisih nilai nominal yang tercantum pada 
dokumen sumber yang mengakibatkan timbulnya penyesuaian. 
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang 
dibutuhkan oleh pengguna (Full Disclosure). Bahwa nilai nominal 
piutang pajak yang dilaporkan harus disajikan secara lengkap 
dalam laporan keuangan. Oleh karena hal tersebut dan agar 
dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya, maka diperlukan 
suatu proses invetarisasi piutang pajak secara periodik. 

6. PERLAKUAN KHUSUS 

----------------··--""'""' .... 



e. Denda, pinalti, dan biaya lainnya yang sejenis yang timbul dari 
piutangjangka panjang. 
Apabila terdapat bunga, denda, commitment fee, dan/ atau 
biaya-biaya pinjaman lainnya yang belum diterima oleh 
pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan atas 
pinjaman jangka panjang, maka bunga, denda, commitment fee, 
dan/atau biaya-biaya lainnya tersebut harus dialrui sebagai 
piutangjangka pendek (aset lancar). 

f. Piutang yang penagihannya diserahkan kepada Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara/PUPN. 
Terhadap Piutang Jangka Panjang yang penagihannya 
diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara 
(PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) oleh suatu 
instansi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada 
SKPD/SKPKD. Klasifikasi piutangjangka panjang adalah sesuai 
dengan klasifikasi awalnya. Misalnya, piutang jangka panjang 
yang diserahkan penagihannya, karena macet, kepada 
PUPN/DJKN, maka nilai piutang dimaksud tetap disajikan 
sebagai piutang jangka panjang pada Pemerintah Kota Batam 
yang bersangkutan, dan tidak direklasifikasi menjadi aset 
lancar. 

g. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan. 
Piutang yang timbul akibat adanya putusan pengadilan dapat 
dilakukan penatausahaan dan pencatatan melalui prinsip 
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. 
Penatausahaan putusan pengadilan yang diklasifikasikan 
sebagai piutangjangka panjang adalah piutang yang cliharapkan 
akan diterima pembayarannya dalamjangka waktu lebih dari 12 
(dua belas) bulan. Piutang yang timbul akibat adanya putusan 
pengadilan dapat dilakukan pada saat telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), telah diterbitkan 
surat ketetapan, dan telah diterbitkan surat penagihan. Piutang 
yang timbul akibat adanya putusan pengadilan dicatat sebesar 
nilai putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap {in kracht van gewijsde) dan/ atau sebesar nilai yang 
ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan dan 
selanjutnya disajikan pada pos aset non lancar di neraca 
menurut jenis-jenis piutang. Piutang yang timbul dari putusan 
pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum 
memperoleh kekuatan hukum tetap {in kracht van gewijsde) 
maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak 
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKPD. 



Penghentian pengakuan piutang dengan membatalkan 
pengakuan piutang dilakukan dalam hal terdapat bukti 
kesalahan pengakuan, yang ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang pada SKPD. Penetapan dimaksud dapat dilakukan 
setelah: 

Yang Telah Piutang atas j. Penerimaan Pelunasan 
Dihapusbukukan. 
Apabila piutang yang telah dihapusbukukan kemudian diterima 
pelunasannya, maka harus dilakukan pencatatan untuk 
memunculkan kembali piutang tersebut. 
Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan 
diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa 
tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya 
piutang yang telah dihapusbukukan, temyata di kemudian hari 
diterima pembayaran/pelunasannya. Terhadap penerimaan 
kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan 
dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang 
beban sedangkan Terhadap penerimaan kembali piutang yang 
dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapuskan 
pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan 
lain-lain PAD yang sah. 

Dalam hal terjadi perbedaan waktu antara inkracht dengan 
diterbitkannya salinan putusan pengadilan, di mana inkracht 
diputuskan sebelum tanggal pelaporan keuangan (31 Desember) 
dan salinan putusan pengadilan diterima setelah tanggal 
pelaporan keuangan, namun masih dalam periode pemeriksaan 
lapangan oleh auditor (ditandai dari tanggal periode pemeriksaan 
pada surat tugas pemeriksaan), maka hal tersebut diperlakukan 
sebagai "peristiwa penting setelah tanggal neraca" yang 
memerlukan penyesuaian, sehingga atas peristiwa tersebut agar 
dilakukan penyesuaian nilai Piutang Uang Pengganti pada 
laporan keuangan periode pelaporan tahun berkenaan. Karena 
sifatnya yang berbeda dengan Pendapatan Bukan Pajak lainnya, 
penyisihan piutang ini dapat dilakukan berdasarkan kebijakan 
yang ditetapkan tersendiri oleh entitas tersebut. 

h. Penghentian Pengakuan Piutang. 
Secara umum penghentian pengakuan piutang dilakukan 
dengan cara membayar tunai (pelunasan). Pemberhentian 
pengakuan piutang selain pelunasan juga dapat dilakukan 
dengan penghapusan baik penghapusbukuan (write of/J maupun 
penghapus tagihan (write down). Selain itu, penghentian 
pengakuan piutang juga dapat dilakukan dengan melakukan 
pembatalan pengakuan piutang melalui koreksi pencatatan. 

i. Penghapusbukuan atas piutang yang telah disisihkan 100% 
(seratus persen). 
Apabila piutang telah disisihkan 100% (seratus persen) dan telah 
diterbitkan surat keputusan penghapusbukuan piutang, maka 
dilakukan pencatatan. 



. .... -- -- -------------------- 

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN 
1. DEFINISI 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 
operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan 
untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 
Persediaan merupakan aset yang berwujud berupa: 
a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam 

rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh: barang habis 
pakai seperti suku cadang, barang tak habis pakai seperti 
komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti 
komponen bekas. 

b. Bahan atau perlengkapan ( supplies) yang akan digunakan dalam 
proses produksi, contoh: bahan yang digunakan dalam proses 
produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, dan 
bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke 
masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) . 

Koreksi pencatatan atas pembatalan pengakuan piutang dapat 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. koreksi atas pengakuan piutang pada tahun berjalan koreksi 

pada tahun berjalan dilakukan dengan menyesuaikan nilai 
piutangnya dengan pendapatan yang sesuai; atau 

2. koreksi atas pengakuan piutang tahun anggaran yang lalu 
koreksi atas piutang tahun anggaran yang lalu dilakukan 
dengan menyesuaikan nilai piutang dengan koreksi lainnya 
(ekuitas). Terhadap piutang tahun berjalan dan tahun 
anggaran yang lalu yang dilakukan penyesuaian dan/ atau 
koreksi dan telah dilakukan proses penyisihan piutang tidak 
tertagihnya maka penyisihan piutang tertagih tersebut 
dilakukan penyesuaian dengan beban penyisihan piutang 
tidak tertagih. 

k. Piutang denda yang timbul karena hasil pemeriksaan auditor 
ekstemal 
Pengakuan Piutang denda yang disebabkan adanya pemeriksaan 
auditor eksternal diakui berdasarkan dokumen sumber yang 
terkait. 

1. Kepala SKPD telah meneliti dan meyakini bahwa pembatalan 
piutang memenuhi kriteria penyelesaian piutang melalui 
koreksi pencatatan; 

2. Penyesuaian nilai piutang dilakukan secara cermat dan 
berhati-hati sehingga tidak menghilangkan hak Daerah; dan 

3. Dilengkapi dengan dokumen sumber yang memadai berupa 
hasil reviu dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
(APIP)/hasil pemeriksaan auditor, dan terdapat surat 
pemyataan dari Kepala SKPD selaku pemilik piutang yang 
menyatakan bertanggung jawab secara penuh. 



-· ---------------- ............... ~~- 

a. Persediaan diakui pada saat: 
1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan 

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan 
andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/ dok:umen yang 
dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga 
barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur 
secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; 
dan/ atau 

3. PENGAKUAN 

2. JENIS JENIS PERSEDIAAN 
Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri atas: 
a. Barang habis pakai; 
b. Barang tak habis pakai; dan 
c. Barang bekas pakai. 

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual 
atau diserahkan kepada masyarakat, contoh: konstruksi dalam 
pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, dan alat­ 
alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang 
belum selesai yang akan diserahkan kepacla masyarakat/ 
pemda. 

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 
masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contoh: 
1) hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat/ pemda; dan 
2) tanah/bangunan/peralatan clan mesin/aset tetap lainnya 

untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemda. 
e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti 

cadangan minyak dan cadangan beras. 
Untuk persediaan barang-barang operasional kegiatan, persediaan 
tidak dapat dlilihat dari bentuk barangnya, melainkan niat awal 
(intention) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan 
penyusunan RKA SKPD, sehingga untuk barang-barang yang 
memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak dialokasikan 
dari Belanja Barang Persediaan dan tidak menjadi persediaan. 
Suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila 
perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinue atau 
berkelanjutan atau untuk buffer stok, tidak hanya untuk satu kali 
kegiatan saja dalam jangka waktu pendek. 
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pencatatan Persediaan 
untuk operasional kegiatan SKPD adalah: 
a. Materialitas; 
b. Penceminan dari tugas dan fungsi utama SKPD; dan 
c. Dalam hal barang berasal dari bantuan pemerintah untuk 

diserahkan kepada masyarakat/ pemda, harus dicatat sebagai 
persediaan. 



2. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya clan/ atau 
kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang 
digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah 
faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST). 

Persediaan dicatat dengan metode perpetual/ periodik, yaitu sbb: 
1. Metode Perpetual 

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu 
mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang 
masuk maupun yang keluar. Metode ini digunakan untuk 
jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama 
di SKPD dan membukukan pengendalian yang kuat. 
Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD dan lain 
sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran 
pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah 
unit yang dipakai dikalikan dengan nilai perunit sesuai 
metode penilaian yang digunakan. 

2. Metode Periodik 
Untuk persediaan yang penggunaannya sulit diindentifikasi 
seperti alat tulis kantor. Dengan metode ini pencatatan 
hanya dilakukan saat terjadi penambahan sehingga tidak 
mengupdate jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir 
diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock 
opname) pada akhir periode, maka pengukuran pemakaian 
persediaan dihitung berdasarkan invetarisasi fisik yaitu 
dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau 
perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir 
persediaan. Pada akhir periode pelaporan, catatan 
persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. 

Selisih persediaan 
Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan 
menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut 
fungsi akuntansi dengan basil stock opname. Selisih persediaan 
dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa 
atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai 
suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini 
diperlakukan sebagai beban. 
Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah 
yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan 
sebagai kerugian daerah. Inventarisasi fisik dilakukan atas 
barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/ 
tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit 
pengguna. 
Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan 
dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. Untuk itu, 
laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak 
atau usang. 



a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian 
Biaya perolehan persediaan meliputi: 
1. Harga pembelian; 
2. Biaya pengangkutan; 
3. Biaya penanganan; 
4. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada 

perolehan persediaan. 
Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan adalah 
potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa sedangkan 
bonus pembelian berupa barang yang serupa diperlakukan 
sebagai perolehan lainnya. Sehingga biaya perolehan yang 
disajikan merupakan harga pembelian ditambah biaya-biaya 
(pengangkutan penanganan, biaya lain-lain) dikurangi 
potongan-potongan (harga, rabat, dan lainnya yang serupa). 

b. Harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh 
dengan memproduksi sendiri 
Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang 
terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak 
langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam 
menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya 
standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan. 

c. Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara 
lainnya. (proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, 
donasi, rampasan, dan lainnya) 
Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada 
masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta 
biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan 
persediaan tersebut. 
Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode 
pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan 
Metode First In First Out (FIFO), dimana barang yang masuk 
terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali 
keluar. Dengan metode 1n1 saldo persediaan dihitung 
berdasarkan harga perolehan masing-masing. 

Persediaan disajikan sebesar: 
4. PENGUKURAN 

b. Beban Persediaan 
Beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan 
berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan 
persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau 
sebab Iain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah 
persediaan. 



Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam 
rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan 
inventarisasi fisik (stock opname) persediaan minimal setiap akhir 
semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik 
tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan. 
Persediaan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan hal-hal sebagai berikut antara lain: 
a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran 

persediaan; 
b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau 

perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, 
barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses 
produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan 
kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses 
produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan 
kepada masyarakat/ pemda; 

c. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil 
inventarisasi fisik; dan 

d. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau 
usang. 

5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan 
Operasional, Behan Persediaan dicatat sebesar pemakaian 
persediaan (use of goods). Dikecualikan dari Behan Persediaan 
adalah: 
1. Pemakaian barang persediaan untuk pemeliharaan yang 

dicatat sebagai beban pemeliharaan; 
2. Penyerahan barang persediaan untuk dijual/ diserahkan 

kepada masyarakat/pemda yang dicatat sebagai beban 
barang untuk dijual/ diserahkan kepada 
masyarakat/ pemda; 

3. Penyerahan barang persediaan dalam rangka bantuan sosial 
yang dicatat sebagai beban bantuan sosial; dan 

4. Penyerahan barang persediaan untuk tujuan 
strategis/berjaga-jaga yang dicatat sebagai beban persediaan 
untuk tujuan strategis/berjaga-jaga. 

Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan 
inventarisasi fisik (stock opname), yaitu dengan cara 
memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian 
atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir 
persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan 
metode penilaian FIFO. 

-----------~--- --·· .. 



2. JENIS JENIS ASET TETAP 
Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau 
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap 
adalah sebagai berikut: 
a. Tanah 

Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam 
kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap 
dipakai. 

b. Peralatan Dan Mesin 
Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat 
elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang 
nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal 
kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas} 
bulan dan dalam kondisi siap pakai. 

c. Gedung Dan Bangunan 
Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh 
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 
pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. 

1. DEFINISI 

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 
lebih dari 12 (dua belas} bulan, untuk digunakan atau 
dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau 
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP 

a. Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada 
masyarakat/ pemda yang masih dalam proses pembangunan 
sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran­ 
pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset 
tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP). 

b. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan khusus atas 
persediaan yang bersifat spesifik, misalnya: 
1. Vaksin; 
2. Obat-obatan atau zat kimia dengan nilai material; 
3. Barang sitaan atau rampasan; dan 
4. Barang untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat/ pemda dengan spesifikasi khusus atau berbeda 
antara satu unit dengan unit yang lain (contoh: bangunan 
rumah, bangunan pasar, dermaga, dan lain sebagainya}. 

c. Kebijakan khusus atas persediaan yang bersifat spesifik dapat 
ditetapkan tersendiri dengan keputusan Wall Kota. 

6. PERLAKUAN KHUSUS 



d. J alan, Irigasi, Dan J aringan 

Mencakup jalan, irigasi, dan jarmgan yang dibangun oleh 
pemerintah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh pemerintah 
dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan 
tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga 
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 
Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh 
masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang 
menambah nilai aset tetap tempat melekatnyajalan, irigasi, dan 
jaringan dimaksud. Jalan, irigasi, dan jaringan umumnya 
berupa aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang 
universal digunakan, aset infrastruktur biasanya mempunyai 
karakteristik sebagai berikut: 
1. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; 
2. Sifatnya khusus dan tidak ada altematif lain 

penggunaannya; 
3. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan 
4. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya. 
Contoh aset infrastruktur meliputijalan, jembatan, terowongan, 
sistem drainase, sistem pengairan dan sistem pembuangan 
limbah, bendungan, dan sistem penerangan. Aset infrastruktur 
tidak termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir, atau aset 
lain yang terkait dengan gedung dan bangunan atau akses ke 
gedung dan bangunan. 
Aset yang termasuk dalam kategori jalan, irigasi dan jaringan 
antara lain jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan 
jaringan. 
Sejalan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan, definisi jalan adalah prasarana transportasi darat yang 
meliputi segala bagianjalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang 
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di 
bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan 
air. Disamping itu, untuk kebutuhan pencatatan, jalan meliputi 
pulajalan kereta api dan landasan pacu pesawat terbang. 
Jalan dapat berupajalan umum danjalan khusus. Jalan umum 
adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 
Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh 
instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok 
masyarakat untuk kepentingan terbatas. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 
tentang Irigasi, definisi irigasi adalah usaha penyediaan, 
pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang 
pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi 
rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. 
Sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan 
bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang 
diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, 
penggunaan, dan pembuangan air irigasi. 



Jaringan irigasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis jaringan 
yakni primer dan jaringan irigasi sekunder. Jaringan irigasi 
primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari 
bangunan utama, saluran induk/primer, saluran 
pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, 
bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. Sedangkan 
jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi, 
yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, 
bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, clan 
bangunan pelengkapnya. 

e. Aset Tetap Lainnya 
Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat 
dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang 
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional 
pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk 
dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi 
perpustakaan non digital (buku dan non buku), barang bercorak 
kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus 
untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan 
kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstrakomptabel dan 
tidak disajikan di neraca. 
Selain itu, termasuk Aset Tetap lainnya adalah Aset Tetap 
Renovasi, yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik 
entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset. 
Jenis Aset Lainnya - Aset Tetap Renovasi menurut objeknya 
antara lain: 
1. Renovasi aset tetap milik sendiri; 

Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset 
tetap di lingkungan OPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. 
Renovasi ini dikapitalisasikan ke nilai perolehan aset tetap 
terkait. 
Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut 
belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya 
namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai 
KDP. 

2. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas 
pelaporan; 
Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan 
aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang 
memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu 
entitas pelaporan. 
Lingkup renovasi jenis ini meliputi: 
• Renovasi aset tetap milik OPD lain di lingkungan Pemko 

Ba tam; 
• Renovasi aset tetap milik UPB lain dalam satu OPD. 

,.------------,.·· ..... ·········· .. 



Renovasi semacam ini, Pengguna Barang yang melakukan 
renovasi tidak melakukan kapitalisasi nilai perolehan aset 
tetap karena kepemilikan aset tetap induk ada pada pihak 
lain. 

Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum 
tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai Aset Tetap 
Lainnya-Aset Renovasi dan disajikan di neraca sebagai 
kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal 
pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau 
sudah selesai pengerjaannya namun belum 
diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai konstruksi 
dalam pengerjaan. 

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini sebaiknya 
diserahkan kepada pemilik aset induk. Mekanisme 
penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku dan jika 
dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan, 
maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca 
dan OPD pemilik aset tetap induk akan mencatat dan 
menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila 
sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini 
belum juga diserahkan, maka OPD yang melakukan 
renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai 
Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. 

3. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas 
pelaporan. 
Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan 
aset tetap bukan milik suatu satuan kerja OPD, di luar 
entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. 
Lingkup renovasijenis ini meliputi: 
• Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan 
• Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah 

(swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain). 
Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa 
dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas 
pelaporan sebagaimana butir 2 di atas, yaitu bahwa pada 
satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai 
penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena 
kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. 
Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan 
sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset 
tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai 
kelompok aset tetap. 
Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut 
belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya 
namun belum diserahterimakan, maka ak:an dicatat sebagai 
KDP. 



Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat 
diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset 
Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau 
diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat 
penguasaannya berpindah. Kriteria untuk dapat diakui sebagai 
Aset Tetap adalah: 
a. Berwujud; 
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; 
f. Aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan; dan 
g. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran 

untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal 
kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Namun demikian, 
dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, 
pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat 
realisasi belanja modal. Khusus aset berupa konstruksi diakui 
dengan berpedoman pada Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 
(BAPP) dan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama. 

3. PENGAKUAN 

Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset 
renovasi mi seyogyanya diserahkan pada pemilik. 
Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang 
berlaku. 
Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah 
diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi 
dari neraca dan OPD pemilik akan mencatat dan 
menambahkannya sebagai aset tetap terkait. 

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 
Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang 
sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan 
keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam 
Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, 
yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya belum 
selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah 
tanggal pelaporan keuangan. 

g. Akumulasi Penyusutan 
Akumulasi penyusutan merupakan gunggungan penyusutan/ 
alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan 
selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. 



Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat 
lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat 
ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, 
baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional 
pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau 
penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa 
depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas 
tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. 
Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah 
diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset 
tidak dapat diakui. 

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau 
diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat 
penguasaannya berpindah. Aset tetap dapat diperoleh melalui 
pembelian, pembangunan, tukar menukar, hibah/ donasi, dan 
perolehan lain yang sah. Perolehan melalui pembelian dapat 
dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. 
Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan 
membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi. 
Aset tetap yang diperoleh melalui hibah/ donasi didukung dengan 
bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya 
akta hibah diakui sebagai penambah nilai tetap pada neraca, dan 
sebagai pendapatan-LO. Aset Tetap yang diperoleh dari 
sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi 
yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap. 
Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat 
bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ atau 
penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti 
kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap 
belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih 
adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti 
pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli 
(akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka 
aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa 
penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya 
telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas 
nama pemilik sebelumnya. 

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara 
lain perolehan, perubahan/koreksi, penghentian atau penggunaan 
kembali, dan pelepasan. Penjelasan masing-masing transaksi 
dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan Aset Tetap sampai 
dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan. Perolehan 
aset tetap antara lain mencakup transaksi pembelian, transfer 
masuk, hibah masuk, dan perolehan lainnya. 

b. Perubahan/koreksi adalah transaksi yang berdampak pada 
perubahan nilai dan/atau kuantitas Aset Tetap. Yang termasuk 
perubahan/koreksi aset tetap antara lain transaksi 
pengembangan nilai, penyesuaian/koreksi nilai/kuantitas, dan 
penyusutan. 



c. Penghentian adalah suatu transaksi untuk menghentikan Aset 
Tetap dari penggunaan aktif, sehingga Aset Tetap tersebut 
dipindahkan ke pos Aset Lainnya. Sedangkan penggunaan 
kembali adalah suatu transaksi untuk mengembalikan aset 
yang telah dihentikan sebelumnya menjadi aset aktif. Aset yang 
digunakan kembali dipindahkan dari Aset Lainnya menjadi Aset 
Tetap. 

d. Pelepasan Aset Tetap antara lain terdiri dari transaksi 
penghapusan, penjualan, pemusnahan, penyertaan modal 
pemerintah, hibah keluar, dan transfer keluar. Aset Tetap yang 
dilepaskan dieliminasi dari neraca, dengan tetap 
memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik 
Daerah. 

Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak 
disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena 
Pemerintah tidak memiliki dan/ atau tidak menguasai tanah wakaf 
terse but. Tanah wakaf terse but diungkapkan secara memadai pada 
Cata tan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

Kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa 
telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ atau penguasaan 
secara hukum seperti sertifikat tanah. Dalam hal terdapat tanah 
belum disertifikatkan atas nama pemerintah dan/ atau dikuasai 
atau digunakan oleh pihak lain, maka: 

a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun 
dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah 
terse but tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap 
tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara 
memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai 
dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah terse but tetap 
harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada 
neraca pernerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah terse but dikuasai 
atau digunakan oleh pihak lain. 

c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun 
dikuasai dan/ atau digunakan oleh entitas pemerintah yang 
Iain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca 
entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta 
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/ atau 
menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut 
secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses 
pengadilan: 

1. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, 
tanah terse but dikuasai dan/ atau digunakan oleh 
pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan 
disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, 
serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan. 

2. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan 
tanah yang sah, tanah terse but dikuasai dan/ atau 



digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan 
disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, 
serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan. 

3. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah 
terse but dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah, 
maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan 
sebagai aset tetap tanah pada neraca pernerintah, serta 
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

4. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah 
terse but dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, 
maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan 
sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun 
adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya 
pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya 
perolehan tanah. 

Biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik diakui sebagai Aset 
Tetap-Renovasi pada kelompok Aset Tetap Lainnya bila memenuhi 
kriteria: 

1. Renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonorni 
dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari 
gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka 
renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi; 

2. Manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku; 
dan 

3. Jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material. 
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset tetap yang 
masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap 
digunakan pada tanggal pelaporan. Aset Tetap harus diakui sebagai 
Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih 
dalam proses pembangunan/pengerjaan. 

Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara 
andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang 
dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap 
tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai 
untuk digunakan, termasuk biaya DED /biaya jasa konsultan 
perencanaan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu KDP apabila 
belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum. 
menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi 
pemerintah atas perolehan suatu Aset Tetap di masa mendatang 
seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan. Apabila terdapat selisih 
antara realisasi belanja yang dikeluarkan dengan progres fisik yang 
disepakati, satuan kerja mengakui Uang Muka Belanja atau Belanja 
Modal Dibayar di Muka dalam laporan keuangan. 



Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi ( Capitalization Treshold) 
Perolehan Aset Tetap. 
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran 
pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil 
pengernbangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. 
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah 
perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. 
Kriteria batasan nilai minimum kapitalisasi belanja: 
1. Jumlah Pengeluaran tanpa nilai minimal untuk 1 (satu) bidang 

tanah; 
2. Jumlah pengeluaran minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) 

untuk 1 (satu) unit peralatan dan mesin; 
3. Jumlah pengeluaran minimal Rp 10.000.000 (Sepuluh juta 

rupiah) untuk 1 (satu) unit Gedung dan Bangunan; 
4. Jumlah pengeluaran tanpa nilai minimal untuk 1 (satu) unit 

Aset Tetap Lainnya-Buku; 
5. Jumlah pengeluaran minimal Rp 10.000.000 (Sepuluh juta 

rupiah) untuk 1 (satu) unit Aset tetap lainnya-aset tetap 
renovasi, 

Perolehan dan hasil dari perkembangbiakan hewan dan tanaman 
tidak dilakukan kapitalisasi dan tidak disajikan dalam neraca tetapi 
dicatat dalam aset ekstrakomptabel. Namun diungkapkan secara 
memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila basil 
pengembangbiakan hewan dan tanaman akan diserahkan kepada 
masyarakat, pencatatan hasil pengembangbiakan diakui sebagai 
persediaan. 

KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah 
pekerjaan pembangunan/pengerjaan/konstruksi tersebut 
dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan 
perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap digunakan 
setelah adanya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) 
pekerjaan dari pihak penyedia barang/ jasa kepada satuan kerja. 
Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan 
pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi 
politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat 
berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila 
suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, 
maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan 
kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan 
untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena 
diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa 
depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari 
neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan. Eliminasi KDP yang dihentikan 
pembangunannya secara permanen dari neraca dilakukan sesuai 
ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. 



---------------- ----- 

Persentase Penambahan 
URAIAN JENIS Renovasi/Restorasi/ overhaul Masa Manfaat dari Nilai Perolehan (Tahun) 

Alat Besar 
Alat Besar Darat Overhaul >0% s.d.30% 1 

>30%s.d45% 3 
>45%s.d65% 5 

Alat Besar Apung Overhaul >0% s.d.30% 1 
>30%s.d45% 2 
>45%s.d65% 4 

Alat Bantu Overhaul >0% s.d.30% 1 
>30%s.d45% 2 
>45%s.d65% 4 

Alat Angkutan 
Alat Angkutan Darat Overhaul >0% s.d.25% 1 

Bermotor >25%s.d50% 2 
>50%s.d75% 3 

>75%s.d.100% 4 
Alat Angkutan Darat Overhaul >0% s.d.25% 0 

Tak Bermotor >25%s.d50% 1 
>50%s.d75% 1 

>75%s.d.100% 1 
Alat Angkutan Overhaul >0% s.d.25% 2 

Apung Bermotor >25%s.d50% 3 
>50%s.d75% 4 

>75%s.d.100% 6 
Alat Angkutan Renovasi >0% s.d.25% 1 

Apung Tak Bermotor >25%s.d50% 1 
>50%s.d75% 1 

>75%s.d.100% 2 
Alat Angkutan Overhaul >0% s.d.25% 3 

Bermotor Udara >25%s.d50% 6 
>50%s.d75% 9 

>75%s.d.100% 12 
Alat Bengkel dan Alat Ukur 
Alat Bengkel Overhaul >0% s.d.25% 1 

Bermesin >25%s.d50% 2 
>50%s.d75% 3 

>75%s.d.100% 4 

Pengakuan Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah 
mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. 
Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum 
kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan 
disajikan sebagai Aset Tetap, namun disajikan dalam Laporan 
Barang Milik Daerah (BMD) Ekstrakomptabel serta tetap 
diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan 
atas Laporan BMD. 
Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan 
terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan 
pada tabel berikut: 



Persentase Penambahan 
URAIAN JENIS Renovasi/Restorasl/ overhaul Masa Manfaat dari Nilai Perolehan (Tahun) 

Alat Bengkel Tak Renovasi >0% s.d.25% 0 
Bermesin >25%s.d50% 0 

>50%s.d75% 1 
>75%s.d.100% 1 

Alat Ukur Overhaul >0% s.d.25% 1 
>25%s.d50% 2 
>50%s.d75% 2 

>75%s.d.100% 3 
Alat Pertanian 

Alat Pengolahan Overhaul >0% s.d.20% 1 
>21% s.d40% 2 
>51%s.d75% 5 

Alat Kantor dan Rumah Tangga 
Alat Kantor Overhaul >0% s.d.25% 0 

>25%s.d50% 1 
>50%s.d75% 2 

>75%s.d.100% 3 
Alat Rumah Tangga Overhaul >0% s.d.25% 0 

>25%s.d50% 1 
>50%s.d75% 2 

>75%s.d.100% 3 
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 

Alat Studio Overhaul >0% s.d.25% 1 
>25%s.d50% 1 
>50%s.d75% 2 

>75%s.d.100% 3 
Alat Komunikasi Overhaul >0% s.d.25% 1 

>25%s.d50% 1 
>50%s.d75% 2 

>75%s.d.100% 3 
Peralatan Pemancar Overhaul >0% s.d.25% 2 

>25%s.d50% 3 
>50%s.d75% 4 

>75%s.d.100% 5 
Peralatan Overhaul >0% s.d.25% 2 

Komunikasi >25%s.d50% 5 
Navigasi >50%s.d75% 7 

>75%s.d.100% 9 
Alat Kedokteran dan Kesehatan 

Alat Kedokteran Overhaul >0% s.d.25% 0 
>25%s.d50% 1 
>50%s.d75% 2 

>75%s.d.100% 3 
Alat Kesehatan Overhaul >0% s.d.25% 0 

Um um >25%s.d50% 1 
>50%s.d75% 2 

>75%s.d.100% 3 



---------------------·· 

Persentase Penambahan 
URAIAN JENIS Renovasi/Restorasi/ overhaul Masa Manfaat dari Nilai Perolehan (Tahun) 

Alat laboratorium 
UnitAlat Overhaul >Oo/os.d.25% 2 

Laboratorium >25%s.d50% 3 
>50%s.d75% 4 

>75%s.d.100% 4 
UnitAlat Overhaul >0% s.d.25% 3 

laboratorium Kimia >25%s.d50% 5 
Nuklir >50%s.d75% 7 

>75%s.d.100% 8 
Alat Laboratorium Overhaul >0% s.d.25% 3 

Fisika >25%s.d50% 5 
>50%s.d75% 7 

>75%s.d.100% 8 
Alat Proteksi Overhaul >0% s.d.25% 2 

radiasi/Proteksi >25%s.d50% 4 
Lingkungan >50%s.d75% 5 

>75%s.d.100% 5 
Radiation Overhaul >0% s.d. 25% 2 

Application&Non- >25%s.d50% 4 
Destructive Testing >50%s.d75% 5 

laboratory >75%s.d.100% 5 
Alat laboratorium Overhaul >0% s.d.25% 1 
Lingkungan Hidup >25%s.d50% 2 

>50%s.d75% 3 
>75%s.d.100% 4 

Peralatan Overhaul >0% s.d.25% 3 
Laboratorium >25% s.d50% 5 

Hidro clinamica >50%s.d75% 7 
>75%s.d.100% 8 

Alat laboratorium Overhaul >0% s.d.25% 2 
Standarisasi >25%s.d50% 4 
Kalibrasi & >50%s.d75% 5 

Instrumentasi >75%s.d.100% 5 
Alat Persenjataan 

SenjataApi Overhaul >0% s.d.25% 1 
>25% s.d50% 2 
>50%s.d75% 3 

>75%s.d.100% 4 
Persenjataan Non Renovasi >0% s.d.25% 0 

SenjataApi >25%s.d50% 0 
>50%s.d75% 1 

>75%s.d.100% 1 
Senjata Sinar Overhaul >0% s.d.25% 0 

>25%s.d50% 0 
>50%s.d75% 0 

>75% s.d.100% 2 
Alat Khusus Overhaul >0% s.d.25% 1 

Kepolisian >25%s.d50% 1 
>50%s.d75% 2 

>75%s.d.100% 2 



------------------- --- 

Persentase Penambahan 
URAIAN JENIS Renovasi/Restorasi/ overhaul Masa Manfaat dari Nilai Perolehan (Tahun) 

Komputer 
Komputer Unit Overhaul >0% s.d.25% 1 

>25%s.d50% 1 
>50%s.d75% 2 

>75%s.d.100% 2 
Peralatan Komputer Overhaul >0% s.d.25% 1 

>25%s.d50% 1 
>50%s.d75% 2 

>75%s.d.100% 2 
Alat Eksplorasi 
Alat Eksplorasi Overhaul >0% s.d.25% 1 

Topografi >25%s.d50% 2 
>50%s.d75% 2 

>75%s.d.100% 3 
Alat Eksplorasi Overhaul >0%s.d.25% 2 

Geofisika >25%s.d50% 4 
>50%s.d75% 5 

>75%s.d.100% 5 
Alat Pengeboran 

Alat Pengeboran Overhaul >0% s.d.25% 2 
Mesin >25%s.d50% 4 

>50%s.d75% 6 
>75%s.d. l 00% 7 

Alat Pengeboran Non Renovasi >0% s.d.25% 0 
Mesin >25% s.d50% 1 

>50%s.d75% 1 
>75%s.d.100% 2 

Alat Produksi Pengolahan dan Pemumian 
Sumur Renovasi >0% s.d.25% 0 

>25%s.d50% 1 
>50%s.d75% 1 

>75%s.d.100% 2 
Produksi Renovasi >0% s.d.25% 0 

>25%s.d50% 1 
>50%s.d75% 1 

>75%s.d.100% 2 
Pengolahan dan Overhaul >0% s.d.25% 3 

Pemumian >25%s.d50% 5 
>50%s.d75% 7 

>75%s.d.100% 8 
Alat Bantu Explorasi 

Alat Bantu Explorasi Overhaul >0% s.d.25% 2 
>25%s.d50% 4 
>50%s.d75% 6 

>75% s.d.100% 7 
Alat Bantu Produksi Overhaul >0% s.d.25% 2 

>25%s.d50% 4 
>50%s.d75% 6 

>75%s.d.100% 7 



Persentase Penambahan 
URAIAN JENIS Renovasi/Restorasi/ overhaul Masa Manfaat dari Nilai Perolehan (Tahun) 

Alat keselamatan Kerja 
Alat Deteksi Overhaul >0% s.d.25% 1 

>25%s.d50% 2 
>50%s.d75% 2 

>75%s.d.100% 3 
Alat Pelindung Renovasi >0% s.d.25% 0 

>25%s.d50% 0 
>50%s.d75% 1 

>75%s.d.100% 2 
Alat SAR Renovasi >0% s.d.25% 0 

>25%s.d50% 1 
>50%s.d75% 1 

>75%s.d.100% 2 
Alat Kerja Penerbang Overhaul >0% s.d.25% 2 

>25%s.d50% 3 
>50%s.d75% 4 

>75%s.d.100% 6 
Alat Peraga 

Alat Peraga Pelatihan Overhaul >0% s.d.25% 2 
dan Percontohan >25%s.d50% 4 

>50%s.d75% 5 
>75%s.d.100% 5 

Peralatan Proses/ Produksi 
Unit Peralatan Overhaul >0%s.d.25% 2 

Proses/ Produksi >25%s.d50% 3 
>50%s.d75% 4 

>75%s.d.100% 4 
Ram bu-ram bu 

Rambu-rambu Lalu Overhaul >0% s.d.25% 1 
lintas Darat >25%s.d50% 2 

>50%s.d75% 3 
>75%s.d.100% 4 

Rambu-rambu Lalu Overhaul >0% s.d.25% 1 
lintas Udara >25%s.d50% 2 

>50%s.d75% 2 
>75%s.d.100% 4 

Rambu-rambu Lalu Overhaul >0% s.d.25% 1 
lintas Laut >25%s.d50% 1 

>50%s.d75% 2 
>75%s.d.100% 2 

Peralatan Olah Raga 
Peralatan Olah Raga Renovasi >0% s.d.25% 1 

>25%s.d50% 1 
>50%s.d75% 2 

>75%s.d.100% 2 
Bangunan Gedung 

Bangunan Gedung Renovasi >0% s.d.25% 5 
Tempat Kerja >25%s.d50% 10 

>50%s.d75% 15 
>75%s.d.100% 20 



Persentase Penambahan 
URAIAN JENIS Renovasi/Restorasi/ overhaul Masa Manfaat c1ari Nilai Perolehan (Tahun) 

Bangunan Gedung Renovasi >0% s.d.30% 5 
Tempat Tinggal >30%s.d45% 10 

>45%s.d65% 15 
Monumen 
Cancli/Tugu Renovasi >0% s.d.30% 5 

Peringatan/Prasasti >30%s.d45% 10 
>45%s.d65% 15 

Bangunan Menara 
Bangunan Menara Renovasi >0% s.d.30% 5 

Perambuan >30%s.d45% 10 
>45%s.d65% 15 

Tugu Titik Kontrol/ Prasasti 
Tugu/ Tanda batas Renovasi >0% s.d.30% 5 

>30%s.d45% 10 
>45%s.d65% 15 

Jalan dan Jembatan 
Jalan Renovasi >0% s.d.30% 2 

>30%s.d60% 5 
>60%s.d100% 10 

Jembatan Renovasi >0% s.d.30% 5 
>30%s.d45% 10 
>45%s.d65% 15 

Banzunan Air 
Bangunan Air Irigasi Renovasi >0% s.d.5% 2 

>5% s.dl0% 5 
>10%s.d20% 10 

Bangunan Pengairan Renovasi >0% s.d.5% 2 
Pasang Surut >5% s.dl0% 5 

>10%s.d20% 10 
Bangunan Renovasi >0% s.d.5% 1 

Pengembangan >5% s.d10% 3 
Rawa dan Folder >10%s.d20% 5 

Bangunan Renovasi >0% s.d.5% 1 
Pengaman 

>5% s.dl0% 2 Sungai/Pantai & 
Penanggulangan >10%s.d20% 3 RP.nr~n~ ~l~n, 

Bangunan Renovasi >0% s.d.5% 1 
Pengembangan 

>5% s.dl0% 2 Sumber air dan Air 
Tan ah >10%s.d20% 3 

Bangunan Air Renovasi >0% s.d.30% 5 
Bersih/ Air Baku >30%s.d45% 10 

>45%s.d65% 15 
Bangunan Air Kotor Renovasi >0% s.d.30% 5 

>30%s.d45% 10 
>45%s.d65% 15 

Instalasi 
Instalasi Air Renovasi >0% s.d.30% 2 

Bersih/ Air baku >30%s.d45% 7 
>45%s.d65% 10 



------·--·-···- -··- ·- - - 
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Persentase Penambahan 
URA.IAN JENIS Renovasi/Restorasi/ overhaul Masa Manfaat dari Nilai Perolehan (Tahun) 

Instalasi Air Kotor Renovasi >0% s.d.30% 2 
>30%s.d45% 7 
>45%s.d65% 10 

Instalasi Renovasi >0% s.d.30% 1 
Pengelolahan >30%s.d45% 3 

Sampah >45%s.d65% 5 
Instalasi Pengolahan Renovasi >0% s.d.30% 1 

Bahan Bangunan >30%s.d45% 3 
>45%s.d65% 5 

Instalasi Pembangkit Renovasi >0% s.d.30% 5 
Listrik >30%s.d45% 10 

>45%s.d65% 15 
Instalasi gardu Renovasi >0% s.d.30% 5 

Listrik >30%s.d45% 10 
>45%s.d65% 15 

Instalasi Pertahanan Renovasi >0% s.d.30% 1 
>30%s.d45% 3 
>45%s.d65% 5 

Instalasi gas Renovasi >0% s.d.30% 5 
>30%s.d45% 10 
>45%s.d65% 15 

Instalasi Pengaman Renovasi >0% s.d.30% 1 
>30%s.d45% 1 
>45%s.d65% 3 

Instalasi Lain Renovasi >0% s.d.30% 1 
>30%s.d45% 1 
>45%s.d65% 3 

Jaringan 
Jaringan air Minum Overhaul >0% s.d.30% 2 

>30%s.d45% 7 
>45%s.d65% 10 

Jaringan Listrik Overhaul >0% s.d.30% 5 
>30%s.d45% 10 
>45%s.d65% 15 

Jaringan Telepon Overhaul >0% s.d.30% 2 
>30%s.d45% 5 
>45%s.d65% 10 

Jaringan Gas Overhaul >0% s.d.30% 2 
>30%s.d45% 7 
>45%s.d65% 10 

Alat Musik Overhaul >0% s.d.25% 1 
Modern/Band >25%s.d50% 1 

>50%s.d75% 2 
>75%s.d 100% 2 

Aset Tetap Dalam Renovasi 
Peralatan dan Mesin Overhaul 

dalam >0% s.d.100% 2 
renovasi 

Gedungdan Renovasi >0% s.d30% 5 
bangunan dalam >30%s.d45% 10 

Renovasi >45%s.d65% 15 



4. PENGUKURAN 
Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila 
biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat 
diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar 
pada saat perolehan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset 
atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan 
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 
Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber 
dari donasi/hibah atau rampasan/ sitaan yang tidak diketahui nilai 
perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai 
perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu 
proses penilaian kembali (revaluasi). 
Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal-hal 
sebagai berikut: 
a. Komponen Biaya Perolehan 

Biaya perolehan aset terdiri atas: 
1. Harga pembelian atau biaya konstruksinya, termasuk bea 

impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan 
diskon dan/ atau rabat; dan 

2. Seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat 
dihubungkan/ diatribusikan kepada aset sehingga dapat 
membawa aset terse but ke kondisi yang membuat aset dapat 
bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh 
biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ 
diatribusikan dengan aset, antara lain: 
a) Biaya persiapan tempat; 
b) Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan 

dan bongkar muat ( handling cost); 
c) Biaya pemasangan (installation cost); 
d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; 
e) Biaya DED; 
f) Biaya konstruksi; 
g) Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah 

berfungsi dengan benar ( testing cost). Contoh: biaya 
pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil 
pada suatu kementerian. 

Persentase Penambahan 
URAIAN JENIS Renovasi/Restorasi/ overhaul Masa Manfaat darl Nilai Perolehan (Tahun} 

Jaringan, Irigasi dan Renovasi >0% s.d.100% 5 



Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara 
swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan 
baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan 
dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, 
dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan 
pembangunan aset tetap tersebut. Ketika pembelian suatu aset 
dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi 
jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara 
dengan harga kas yang tertera (nilai rupiah harga perolehan) 
pada dokumen kontrak/ perjanjian. Perbedaan/ selisih antara 
nilai rupiah harga perolehan dengan total pembayaran yang 
dikeluarkan diakui sebagai beban Bunga selama jangka waktu 
kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. 
Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan 
merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali 
biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya 
perolehan aset untuk membawa aset ke kondisi kerjanya (siap 
pakai). Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan biaya 
lain yang sejenis adalah bukan merupakan komponen dari biaya 
suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa 
aset ke kondisi kerjanya. Biaya perolehan dari masing-masing 
Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan 
mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan 
perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang 
bersangkutan. 
Biaya perolehan dari rnasing-masing aset tetap yang diperoleh 
secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen 
pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan 
dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap. 
Jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang 
diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan 
puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh 
secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan 
diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% 
dari keseluruhan nilai perolehan gabungan. 
Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara 
swakelola meliputi: 
1. Biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku; 
2. Biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan 

pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; 
dan 

3. Semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan 
pembangunan/ perolehan aset tetap tersebut. 

b. Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan 
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang 
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar 
memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam 
bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, 
atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada 
nilai tercatat aset yang bersangkutan (carrying amountj. 
Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain 



pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui 
sebagai beban pengeluaran (expenses) pada periode dimana 
beban pengeluaran tersebut terjadi. 
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya 
dapat dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa 

manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah 
dimiliki; dan 

2. Pengeluaran terse but memenuhi batasan minimal nilai 
kapitalisasi Aset Tetap / aset lainnya. 

Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang 
pengertian atau istilah berikut ini: 
a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur 

ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. 
Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai 
umur ekonomis 10 (sepuluh) tahun. Pada tahun ke-7 
(ketujuh) pemerintah melakukan renovasi dengan harapan 
gedung tersebut masih dapat digunakan 8 (delapan) tahun 
Iagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung 
berubah dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 15 (lima belas) 
tahun. 

b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau 
kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah 
generator listrik yang mempunyai output 200 (dua ratus) KW 
dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat 
menjadi 300 (tiga ratus) KW. 

c. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas 
dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih 
berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan 
aspal. 

d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah 
atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya 
penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 (empat 
ratus) m2 menjadi 500 (lima ratus) m2. 
Bahan yang dikeluarkan untuk perbaikan atau 
pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan 
atau mempertahankan economic benefit atau potensi service 
atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan 
maka diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan 
atau pada saat terjadinya. Pengeluaran setelah perolehan 
awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi 
penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/ atau 
kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan 
potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi 
melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan 
(expense). Pengeluaran yang dikapitalisasi berupa 
penggantian utama merupakan pembaharuan bagian dari 
aset tetap. Biaya penggantian utama dikapitalisasi dengan 
cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset 
tetap yang semula dan menambahkan biaya 



penggantiannya. Penggantian utama atau pembaharuan 
bagian aset tetap memerlukan penggantian secara periodik. 
Penentuan komponen utama dari suatu aset tetap 
berpedoman pada ketentuan dan pengaturan dari intansi 
teknis pembina. 

c. Pertukaran 
Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran seluruh aset 
atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar 
yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan 
nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan denganjumlah kas 
atau setara kas lainnya yang di transfer/ diserahkan. Dalam hal 
aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset 
yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar 
aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan 
perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti 
yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah 
sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah 
kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut. 
Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama 
dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi 
dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih 
harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi 
bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang 
diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan 
dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan 
aset tersebut. Suatu Aset Tetap hasil pertukaran dapat diakui 
apabila kepenguasaan atas aset telah berpindah dan nilai 
perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan 
andal. Pertukaran Aset Tetap dituangkan dalam Berita Acara 
Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna 
barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan 
terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK 
Penghapusan, pengelola/ pengguna barang mengeliminasi aset 
tersebut dari neraca maupun dari daftar barang untuk 
kemudian membukukan Aset Tetap pengganti. 

d. Penyusutan 
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset 
Tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa 
manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk 
masing-rnasing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat 
Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan 
operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, 
seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan 
karakteristik aset tersebut. 
Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku 
perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, 
melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap 
lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk 
penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan 
umur ekonomik mana yang lebih pendek (whichever is shorter) 
antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/ sewa. 



1. Ekspektasi (harapan) pemakaian aset oleh entitas. 
Pengukuran pemakaian mengikuti ekspektasi kapasitas aset 
atau output fisik yang dihasilkan; 

2. Ekspektasi tingkat keausan atau kerusakan aset tergantung 
pada faktor-faktor operasional seperti jumlah pemakaian 
dan program perbaikan dan pemeliharaan yang diadakan, 
dan perawatan dan perbaikan aset ketika tidak dipakai 
(idle); 

3. Keausan teknis yang diakibatkan oleh perubahan atau 
kenaikan produksi atau dari perubahan permintaan pasar 
atas produk atau output servis dari aset tersebut; dan 

4. Ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas 
pemakaian aset, seperti tanggal kadaluarsa. 

Tanah dan bangunan merupakan aset yang terpisah dan 
mendapatkan perlakuan akuntansi secara terpisah pula, 
meskipun keduanya diperoleh pada saat yang sama. Tanah 
tidak mempunyai batasan umur dan karenanya tidak 
didepresiasikan. Bangunan mempunyai batasan umur dan 
karenanya dilakukan depresiasi. Kenaikan nilai tanah dimana 
suatu bangunan berdiri tidak mempengaruhi penurunan masa 
manfaat bangunan tersebut. 
Besaran aset yang dapat didepresiasikan ditentukan setelah 
mengurangi nilai sisa (residual value) aset tersebut. Ketika nilai 
sisa Aset Tetap diperkirakan signifikan, estimasi nilai sisa 
tersebut dapat ditetapkan pada tanggal perolehan dan tidak 
mengalami kenaikan karena adanya perubahan nilai pada 
periode / tahun-tahun sesudahnya. 
Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk: 
1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan 

manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan; 
2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa 

manfaat suatu BMD yang diharapkan masih dapat diperoleh 
dalam beberapa periode ke depan; dan 

3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan 
logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau 
belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap 
yang sudah dimiliki. 

Aset Tetap yang direklasifikasi menjadi Aset Lainnya dalam 
neraca, misalnya berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 
atau Aset Idle, maka disusutkan sebagaimana layaknya Aset 
Tetap. 
Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen 
sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang 
penghapusannya dan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat 
dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang 
penghapusannya, tidak disusutkan. Dalam hal Aset Tetap yang 
dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan 
penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari 
ditemukan kembali, maka terhadap Aset Tetap tersebut 
dikeluarkan dari Daftar Barang Hilang, disajikan kembali 



sebagai Aset Tetap dalam neraca dan disusutkan kembali 
sebagaimana layaknya Aset Tetap. 
Aset Tetap yang dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang 
yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola 
Barang, dimasukkan ke dalam Daftar Barang Rusak Berat dan 
tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, 
Laporan Barang Pengguna, Laporan BMD dan aset tetap pada 
neraca SKPD. Namun aset tetap tersebut disajikan dalam akun 
aset lainnya pada neraca SKPD serta diungkapkan dalam 
Catatan Ringkas Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 
Apabila Keputusan Penghapusan mengenai aset tetap yang 
rusak berat dan/ atau usang telah diterbitkan oleh Pengelola 
Barang/Pengguna Barang, maka aset tersebut dihapus dari 
Daftar Barang Rusak Berat dan akun aset lainnya pada neraca 
SKPD. 
Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen 
sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang 
penghapusannya, direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang 
dan tidak dicantumkan dalam Laporan BMD dan aset tetap 
pada neraca SKPD. Namun disajikan dalam akun aset Iainnya 
pada neraca SKPD serta diungkapkan dalam Catatan Ringkas 
Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Apabila 
Keputusan Penghapusan mengenai Aset Tetap yang hilang telah 
diterbitkan oleh Pengelola Barang, maka aset tersebut dihapus 
dari Daftar Barang Hilang dan akun aset lainnya pada neraca 
SKPD. 
Perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau 
pengurangan kualitas dan/ atau nilai Aset Tetap, maka 
penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam 
nilai yang dapat disusutkan. Penambahan atau pengurangan 
kualitas dan/ atau nilai Aset Tetap meliputi penambahan dan 
pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur 
dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. 
Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat 
koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam 
pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka 
penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu disesuaikan. 
Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas 
nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. 
Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap 
unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. 
Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa 
manfaatnya. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai 
buku semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan 
pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun 
pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan. 
Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku 
semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama 
kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan 
sebelum diberlakukannya penyusutan. 



I\ 

Masa 
Kodefikasi Uraian Manfaat 

(Tahun) 
1 3 Aset Tetap 
1 3 2 Peralatan dan Mesin 
1 3 2 01 Alat Besar 
1 3 2 01 01 Alat Besar Darat 16 
1 3 2 01 02 Alat Besar Apung 16 
1 3 2 01 03 Alat Bantu 16 
1 3 2 02 Alat Angkutan 
1 3 2 02 01 Alat Angkutan Darat Bermotor 8 

1 3 2 02 02 Alat Angkutan Darat tak Bermotor 4 

1 3 2 02 03 Alat Angkutan Apung Bermotor 16 
1 3 2 02 04 Alat Angkutan Apung tak Bermotor 8 

DAFTAR MASA MANFAAT (UMUR EKONOMIS) ASET 
TETAP PEMERINTAH KOTA BATAM 

Berikut ini adalah daftar kelompok aset tetap dan masa 
manfaatnya, yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan 
biaya penyusutan aset tetap. 
1. Gedung dan bangunan (umur bangunan dan penyusutan) 

a. Umur bangunan adalah jangka waktu bangunan dapat 
tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai 
dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk 
bangunan gedung negara (termasuk bangunan rumah 
negara) umur bangunan diperhitungkan 20 tahun; 

b. Penyusutan adalah nilai degradasi bangunan yang 
dihitung secara sama besar setiap tahunnya selama 
jangka waktu umur bangunan. Untuk bangunan gedung 
negara, nilai penyusutan adalah sebesar 5% per tahun 
untuk bangunan gedung dengan minimum nilai sisa 
(salvage value) sebesar 0%; 

c. Penyusutan bangunan gedung negara yang dibangun 
dengan konstruksi semi permanen, penyusutannya 
sebesar 8% per tahun, sedangkan untuk konstruksi 
darurat sebesar 10% per tahun dengan minimum nilai 
sisa (salvage value) sebesar 0%; 

d. Penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai 
dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (which 
ever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa 
pinjaman/ sewa. 

2. Aset tetap selain gedung & bangunan 

Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan 
Masa manfaat 

' 



Mas a 

Kodefikasi Uraian Maofaat 
(Tahun) 

1 3 2 02 05 Alat Angkutan Bermotor Udara 16 
1 3 2 03 Alat Bengkel dan Alat Ukur 
1 3 2 03 01 Alat Bengkel Bermesin 4 
1 3 2 03 02 Alat Bengkel tak Bennesin 4 
1 3 2 03 03 Alat Ukur 4 
1 3 2 04 Alat Pertanian 
1 3 2 04 01 Alat Pengolahan 4 

1 3 2 05 Alat Kantor dan Rumah Tangga 4 
1 3 2 05 01 Alat Kantor 4 

1 3 2 05 02 Alat Rumah Tangga 4 
1 3 2 05 03 Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat 4 
1 3 2 06 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 
1 3 2 06 01 Alat Studio 8 
1 3 2 06 02 Alat Komunikasi 8 
1 3 2 06 03 Peralatan Pemancar 8 
1 3 2 06 04 Peralatan Komunikasi Navigasi 8 
1 3 2 07 Alat Kedokteran dan Kesehatan 
1 3 2 07 01 Alat Kedokteran 8 
1 3 2 07 02 Alat Kesehatan Umum 8 
1 3 2 08 Alat Laboratorium 
1 3 2 08 01 Unit Alat Laboratorium 8 
1 3 2 08 02 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 8 
1 3 2 08 03 Alat Peraga Praktek Sekolah 8 

Alat Laboratorium Fisika 1 3 2 08 04 8 
Nuklir /Elektronika 

1 3 2 08 05 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi 8 
Lingkungan 

1 3 2 08 06 Radiation, Application and Non- 
8 

Destructive Testing Laboratory Lainnya 

1 3 2 08 07 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 8 

1 3 2 08 08 Peralatan Laboratorium HydroDinamica 8 

Alat Laboratorium Standardisasi 1 3 2 08 09 8 
Kalibrasi dan Instrumentasi 

1 3 2 09 Alat Persenjataan 

1 3 2 09 01 SenjataApi 4 
1 3 2 09 02 Persenjataan non senjata api 4 

1 3 2 09 03 Senjata Sinar 4 

1 3 2 09 04 Alat Khusus Kepolisian 4 

1 3 2 10 Komputer 

1 3 2 10 01 Komputer Unit 4 



\ 

Masa 
KodefikasI Uralan Manfaat 

(Tahun) 

1 3 2 10 02 Peralatan Komputer 4 
1 3 2 11 Alat Eksplorasi 
1 3 2 11 01 Alat Eksplorasi Topografi 8 
1 3 2 11 02 Alat Eksplorasi Geofisika 8 
1 3 2 12 Alat Pengeboran 
1 3 2 12 01 Alat Pengeboran Mesin 8 
1 3 2 12 02 Alat Pengeboran non Mesin 4 

1 3 2 13 Alat Produksi, Pengolahan dan 
Pemurnian 

1 3 2 13 01 Sumur 8 
1 3 2 13 02 Produksi 8 
1 3 2 13 03 Pengolahan dan Pemumian 8 
1 3 2 14 Alat Bantu Eksplorasi 
1 3 2 14 01 Alat Bantu Eksplorasi 8 
1 3 2 14 02 Alat Bantu Produksi 8 
1 3 2 15 Alat Keselamatan Kerja 

1 3 2 15 01 Alat Deteksi 4 

1 3 2 15 02 Alat Pelindung 4 

1 3 2 15 03 Alat SAR 4 
1 3 2 15 04 Alat Kerja Penerbangan 8 
1 3 2 16 Alat Peraga 
1 3 2 16 01 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 4 

1 3 2 17 Peralatan Proses/Produksi 

1 3 2 17 01 Unit Peralatan Proses/Produksi 8 
1 3 2 18 Rambu-rambu 

1 3 2 18 01 Rambu-rambu Lalu Lintas Darat 4 

1 3 2 18 02 Rambu-rambu Lalu Lintas Udara 8 
1 3 2 18 03 Rambu-ra.mbu Lalu Lintas Laut 8 
1 3 2 19 Peralatan Olah Raga 

1 3 2 19 01 Peralatan Olah Raga 4 
1 3 4 Jalan, IrigasI, dan Jaringan 

1 3 4 01 Jalan dan Jembatan 
1 3 4 01 01 Jalan 20 
1 3 4 01 02 Jembatan 20 
1 3 4 02 Bangunan Air 
1 3 4 02 01 Bangunan Air Irigasi 20 
1 3 4 02 02 Bangunan Pengairan Pasang Surut 20 

1 3 4 02 03 Bangunan Pengembangan Rawa dan 20 
Po Ider 



Tahun Perolehan Nllai di Neraca Umur 
Penyusutan 

(Awai Tahun) (Sebelum Penyusutan) (Masa Manfaat} 

2015 180,000,000.00 8 22,500,000.00 

Perhitungan penyusutan aset tetap untuk pertama kalinya 
dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: 

a. Aset yang Diperoleh Pada Tahun Dimulainya Penerapan 
Penyusutan. 
Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. 
Perhitungan penyusutannya adalah untuk 1 (satu) tahun 

Masa 

Kodefikasi Uraian Manfaat 
(Tahun) 

1 3 4 02 04 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & 
20 

Penanggulangan Bencana Alam 

1 3 4 02 05 Bangunan Pengembangan Sumber Air 
20 

dan Air tanah 
1 3 4 02 06 Bangunan Air Bersih / Air Baku 20 
1 3 4 02 07 Bangunan Air Kotor 20 
1 3 4 03 Instalasi 20 
1 3 4 03 01 Instalasi Air Bersih / Afr Baku 20 
1 3 4 03 02 Instalasi Air Kotor 20 
1 3 4 03 03 Instalasi Pengolahan Sampah 20 
1 3 4 03 04 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 20 
1 3 4 03 05 lnstalasi Pembangkit Listrik 20 
1 3 4 03 06 Instalasi Gardu Listrik 20 
1 3 4 03 07 Instalasi Pertahanan 20 
1 3 4 03 08 Instalasi Gas 20 
1 3 4 03 09 InstalasiPengaman 20 
1 3 4 03 10 Instalasi Lain 20 
1 3 4 04 Jaringan 
1 3 4 04 01 Jaringan Air Minum 20 
1 3 4 04 02 J aringan Listrik 20 
1 3 4 04 03 Jaringan Telepon 20 
1 3 4 04 04 Jaringan Gas 20 
1 3 5 Aset Tetap Lainnya 

1 3 5 02 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ 
Olahraga 

1 3 5 02 01 Barang Bercorak Kesenian 4 



c. Aset yang diperoleh sebelum tahun penyusunan neraca 
awal dan perolehannya di bawah tahun 2012 
Aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat 
penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan 
dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal 
tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama 
ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca 
awal sebagai berikut: 
1. Jika masa manfaat yang sudah dilalui pada saat 

perhitungan penyusutan pertama kali (2015) dikurangi 
tahun perolehan lebih kecil dari umur ekonomis, maka 
masa manfaat awal (MMa) yang dilalui adalah umur 
ekonomis dikurangi tahun neraca awal (2013) 
dikurangi tahun perolehan, jika lebih besar dari umur 
ekonmis maka masa manfaat awal (MMa) adalah tahun 
penyusutan pertama kali (2015) dikurangi tahun 
perolehan; 

2. Jika masa manfaat awal (MM a) yang sudah dilalui lebih 
kecil atau sama dengan umur ekonomis, maka masa 
manfaat penyesuaian (MMp) yang dilalui adalah masa 
manfaat awal (MMa), jika lebih besar dengan umur 
ekonomis maka masa manfaat penyesuaian (MMp) 
sama dengan umur ekonomis; 

3. Jika masa manfaat penyesuaian (MMp) pada saat 
neraca awal (2013) lebih kecil dari umur ekonomis, 
maka masa manfaat pada saat neraca awal adalah 
tahun pertama kali penyusutan dikurangi tahun neraca 
awal, jika lebih besar atau sama dengan umur 
ekonomis maka masa manfaat pada saat neraca awal 
adalah O; 

4. Dan jika masa manfaat pada saat neraca awal lebih 
besar dari O maka penyusutan adalah nilai perolehan 
dibagi masa manfaat penyesuaian (MMp), jika lebih 
kecil atau sama dengan O maka nilai perolehan dibagi 
umur ekonomis. 

Tahun Masa Manfaat Penyusutan Tahun 2015 
N!lal di Neraca Umur (Tahun Pertama) Perolehan (Sebelurn Mas a yangsudah Penyusutan Koreksl {awal Penyusutan) Manfaat dllalul s.d 1 PerTahun Tahun-tahun Tahun Jumlah Tahun) Januarl 2015 sebelumnya 2015 

2014 180.000.000,00 8 1 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 45.000.000,00 

b. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga 
satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan. 
Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. 
Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan 
koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya. 



f. Penilaian Kembali 
Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya 
tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan 
menganut prinsip penilaian aset berdasarkan biaya perolehan 
atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dengan tetap 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal penghentian Aset Tetap merupakan akibat dari 
pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan 
sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai 
buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka 
selisih antara harga jual a tau harga pertukarannya dengan nilai 
buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai 
pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan 
Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan 
sebagai pendapatan-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran. 
Disamping itu, transaksi ini Juga disajikan sebagai arus kas 
masuk/keluar dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas. 

Apabila dilakukan penilaian kembali atas aset tetap 
maka penyusutan dihitung sejak tahun dilakukannya 
penilaian kembali. Atas aset tetap yang telah habis masa 
manfaatnya di akhir periode akuntansi (nilai buku 
sebesar Rp0,00) tetap tercatat dalam kartu inventaris 
barang dan neraca Pemerintah Kota Batam. Atas aset 
tetap yang telah habis masa manfaatnya di akhir periode 
akuntansi (nilai buku sebesar Rp0.00) tetap tercatat 
dalam kartu inventaris barang dan neraca Pemerintah 
KotaBatam. 

e. Penghentian dan Pelepasan 
Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau 
bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan 
tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap 
yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus 
dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan. Eliminasi Aset Tetap dari neraca dilakukan 
dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan 
Barang Milik Daerah. Aset Tetap yang dihentikan dari 
penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset 
Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan 
nilai tercatatnya. ( 

Tahon Mm MJnfut sudah Panyus11t&n Tlhun Ptrtlml Hana Awai dlr.Iul s.d Uomwl 2015 
Nilal di 111raca Umur P•nllalan nbel11111 Ptl1'/IISlltln per Kortblllhun NlbJ Bum 2015 

(Aldilr T alum' p1nyusvt.1n Ekonomls Awai PenytSUIWI Kemblll20ll bhun Tlhun sabel!uMya Pmymutan AkumallSI 

s.d2015 Tallun 2015 PtnyusuUrt 

1936 1SOOOOlmM 8 29 8 0 1A.7501MM lSO.!lCO.llOOJXJ . •PA_.....,..,. . 
1995 149.9,lOtm.M 8 20 I 0 11.742.500.00 149.!1401lOQ.OO . U9.ll4D11Il00 . 
2001 95.!lCOJlOO.IXl 8 14 8 0 U.875.000.00 9$1Dl000.0D . 95moim.m . 
2008 230mD11Il00 8 3 3 2 1~fRi.FN',._(;1 1531"111M 76.666.666.57 230.ooo..anoo . 
2012 255,U0,000.00 8 3 3 D 31,888.750.00 95,666,250.00 31,888,750.00 127,555,000.00 U7.SSS.C00.00 



Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset 
Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi 
penyusutan. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk 
masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut: 
a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai 

tercatat (carrying amount); 
b. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai 

tercatat (carrying amount); 

1. Penambahan; 
2. Pelepasan; 
3. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan 
4. Mutasi aset tetap lainnya 

c. Informasi penyusutan, meliputi 
1. Nilai penyusutan; 
2. Metode penyusutan yang digunakan; 
3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan 
4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal 

dan akhir periode. 
d. Informasi terkait pertukaran Aset Tetap Jika ada], meliputi: 

1. Pihak yang melakukan pertukaran Aset Tetap; 
2. Jenis Aset Tetap yang diserahkan dan nilainya; 
3. Jenis Aset Tetap yang diterima beserta nilainya; dan 
4. Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran Aset Tetap. 

e. Hal lain yang juga harus mengungkapkan: 
1. Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap; 
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan 

dengan Aset Tetap; 
3. Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; 

dan 
4. Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap. 

5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

g. Penyusunan Neraca Awal 
Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya 
perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada 
saat neraca awal tersebut. Untuk periode selanjutnya setelah 
tanggal penyajian neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, 
suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar 
bila biaya perolehan tidak ada. 



a. Aset Bersejarah 
Penyajian aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di 
neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. Beberapa Aset Tetap dikelompokkan sebagai aset 
bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan 
sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan 
bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological 
sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). 
Beberapa karakteristik sebagai ciri khas suatu aset bersejarah: 
1. Nilai kultural, Iingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak 

mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai 
keuangan berdasarkan harga pasar; 

2. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau 
membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual; 

3. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus 
meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya 
semakin menurun; dan 

4. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk 
beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun. 

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan 
dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya 
dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan. Biaya 
untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi 
atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja barang 
tahun terjadinya pengeluaran terse but. Biaya tersebut termasuk 
seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset 
bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada 
periode berjalan. 
Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat 
lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, contoh 
bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. 
Dalam kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip 
yang sama seperti Aset Tetap yang lain. 

b. Reklasifikasi Dan Koreksi 
Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 
secara permanen oleh pimpinan entitas dan tidak lagi 
memenuhi definisi Aset Tetap maka harus dipindahkan 
(direklasifikasi) ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai 
tercatatnya. Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat 
dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan. 
Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang 
dilakukan agar akun/ pos yang tersaji dalam laporan keuangan 
menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi Aset Tetap 
dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun Aset Tetap 
yang bersangkutan serta akun-akun lain yang terdampak. 
Koreksi Aset Tetap dapat dilakukan kapan saja, pada saat 
ditemukan kesalahan dan tidak tergantung pada periode 
pelaporan dan waktu penyusunan laporan. 

6. PERLAKUAN KHUSUS 



c. Aset Tetap Tuntutan Hukum 

Dalam hal terjadi tuntutan hukum, pengelolaan data atas 
tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum 
ditatausahakan dalam sistem aplikasi yang dikelola oleh 
BPKAD. Setiap SKPD yang memiliki perkara tuntutan hukum 
melakukan pemutakhiran informasi pada sistem informasi 
tersebut. Selain menyampaikan data tuntutan hukurn, setiap 
SKPD juga melaporkan Putusan Pengadilan yang inkracht atas 
tuntutan hukum kepada Pemerintah berupa Aset Tetap dalam 
LKPD dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut: 
1. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan 

pengadilan tetap (inkracht), telah dilakukan teguran 
( aanmaning) dari PN seternpat, tidak dimungkinkan lagi 
upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah dan telah 
dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap 
tuntutan hukum yang sudah inkracht: 
a. Tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam 

calk pada LKPD secara agregat (yaitu total nilai Aset 
Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan 
hukum) jika SK penghapusan sudah terbit; 

b. Dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam 
daftar BMD dan diungkapkan dalam calk pada LKPD jika 
SK penghapusan belum terbit. 

2. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan 
pengadilan tetap (inkracht), telah dilakukan teguran 
(aanmaning) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi 
upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah namun 
belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap 
tuntutan hukum yang sudah inkracht tersebut masih 
disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK 
LKPD;dan 

3. Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan 
pengadilan yang inkracht atau masih dimungkinkan 
dilakukan upaya hukum Ianjutan/ luar biasa dari 
Pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan 
pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK 
LKPD. 

d. Pencatatan Aset Tetap secara Gabungan atau Terpisah 
Suatu Aset Tetap dapat terdiri dari komponen penunjang utama 
dan komponen penunjang lain yang memiliki masa manfaat 
berbeda-beda, sehingga perhitungan penyusutannya berbeda 
serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula. Untuk 
kondisi ini, diharapkan satuan kerja dapat mencatat secara 
terpisah untuk masing-masing komponen tersebut sehingga 
dapat disajikan secara lebih wajar dalam laporan keuangan. 
Penetapan pencatatan suatu Aset Tetap secara gaBungan atau 
terpisah dilakukan berdasarkan kajian dan mempertimbangkan 
cost and benefit analysis dari setiap entitas. 



F. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET KONSESI JASA 
1. DEFINISI 

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap 
akuntansi pencatatan aset konsesi jasa yang timbul dari perjanjian 
konsesi jasa, definisi yang digunakan dalam transaksi pencatatan 
konsesijasa, sebagai berikut: 
a. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara 

pemberi konsesi dan mitra dimana: 
1. Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan 

jasa publik atas nama pemberi konsesi selamajangka waktu 
tertentu; dan 

2. Mitra diberikan kompensasi atas penyediaanjasa pelayanan 
publik selama masa perjanjian konsesijasa. 

b. Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak 
dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam 
perjanjian, seperti clalam bentuk kontrak. Perjanjian yang 
mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal clari 
kontrak atau hak clan kewajiban hukum lainnya. 

c. Pemberi konsesi aclalah entitas akuntansi/ pelaporan 
pemerintah pusat yang memberikan hak penggunaan aset 
konsesijasa kepacla mitra. 

cl. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak 
clalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi 
jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya 
clilakukan oleh pemberi konsesi. 

e. Aset konsesi jasa aclalah aset yang cligunakan untuk 
menyecliakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam 
suatu perjanjian konsesi jasa, clan aset dimaksud merupakan 
asetyang: 

e. Kebijakan Lainnya 

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, adalah 
memenuhi definisi Aset Tetap dan harus diperlakukan prinsip 
yang sama seperti Aset Tetap yang lain. 
Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti 
biaya pengadilan, dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai 
biaya perolehan tanah. 

Dalam pelaksanaan konstruksi Aset Tetap secara swakelola 
adakalanya terdapat sisa material setelah Aset Tetap dimaksud 
selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan 
disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun 
demikian, pencatatan sebagai Persediaan dilakukan hanya 
apabila nilai aset yang tersisa material baik dari sisi 
jumlah/volume maupun dari sisi nilainya. 



3. PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PENYAJIAN ASET KONSESI 
JASA 
Akuntansi pencatatan perolehan awal 
Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan 
peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai 
aset konsesi jasa apabila: 
a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenisjasa publik 

yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik 
tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan 

b. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak 
manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas 
sisa aset di akhir masa konsesi. 

2. RUANG LINGKUP DAN KARAKTERISTIK PERJANJIAN KONSESI 
JASA 
Perjanjian konsesijasa yang menimbulkan pencatatan aset konsesi 
jasa dapat diidentifikasi dari ruang lingkup substansi perjanjian 
mengikat yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik 
yang berkaitan dengan aset konsesijasa atas nama pemberi konsesi. 
Jika perjanjian tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan 
publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana 
aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi 
(misalnya alih daya, kontrak jasa atau privatisasi), maka perjanjian 
tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup substansi perjanjian 
konsesi jasa. 
Karakteristik umum yang dapat diidentifikasi untuk suatu 
perjanjian memenuhi perjanjian konsesi jasa, antara lain: 
a. Perjanjian dimaksud menetapkan tarif awal yang akan dipungut 

oleh mitra dan mengatur revisi tarif selama periode perjanjian 
konsesi jasa; 

b. Mitra wajib menyerahkan aset konsesijasa menjadi Barang Milik 
Daerah kepada pemberi konsesi dalam kondisi tertentu pada 
akhir periode perjanjian, baik dengan disertai sedikit atau tanpa 
pembayaran imbalan tambahan, terlepas dari pihak mana yang 
awalnya membiayainya; dan 

c. Perjanjian dimaksud diatur dalam suatu perjanjian mengikat 
yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian tarif, 
dan pengaturan untuk menengahi perselisihan. 

1) disediakan oleh mitra, yang: 
a) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; 

a tau 
b) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; 

a tau; 
2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang: 

a) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau 
b) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi. 



Aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh 
masa manfaat (selama umur aset) jika Pemberi konsesi 
mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus 
disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik terse but diberikan, 
serta penetapan tarifnya. Pemberi konsesi melakukan pengukuran 
awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui sebesar nilai 
wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi. Ketika aset 
yang dimiliki pemberi konsesi (Barang Milik Daerah) memenuhi 
kondisi pengakuan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi 
melakukan reklasifi.kasi Barang Milik Daerah tersebut sebagai aset 
konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan 
menggunakan nilai tercatat aset. 
Aset yang dipartisipasikan oleh pemberi konsesi direklasifikasi 
sebagai aset konsesi jasa berdasarkan dokumen kerja sama (DKS) 
pemanfaatan untuk infrastruktur atau dokumen yang 
dipersamakan atas substansi pemanfaatan aset yang 
dikerjasamakan dalam perjanjian konsesi jasa. 
Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi 
atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi 
yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansiyang mengatur 
Aset Tak Berwujud. 
Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke 
dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti 
ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap, 
kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud, kebijakan 
akuntansi yang mengatur Persediaan, atau kebijakan akuntansi 
yang sesuai dengan maksud penggunaan aset setelah aset konsesi 
dihentikan penggunaannya. 
Akuntansi pencatatan setelah perolehan awal - aset berasal dari 
mitra. 
Nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa yang berasal dari mitra 
diperlakukan sebagai suatu nilai aset infrastruktur yang bersifat 
aset komposit yaitu satu kesatuan nilai atas perolehan jaringan aset 
konstruksi berupa fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, 
dan lunak, yang diperlukan untuk melakukan penyediaan jasa 
pelayanan publik sesuai perjanjian konsesi jasa. 
Satu kesatuan nilai wajar aset konsesi jasa yang bersifat aset 
komposit digunakan untuk menentukan biaya pembangunan, biaya 
pengembangan atau biaya peningkatan aset konsesi jasa pada 
pengakuan perolehan awal. J enis kompensasi yang dipertukarkan 
antara pemberi konsesi dan mitra memengaruhi bagaimana nilai 
wajar aset konsesi jasa ditentukan pada pengakuan perolehan awal, 
apakahjenis kompensasi berupa skema kewajiban keuangan bahwa 
nilai wajar perolehan awal aset merupakan bagian dari pembayaran 
yang dibayarkan kepada mitra untuk aset tersebut, atau berupa 
skema pemberian hak usaha kepada mitra bahwa pemberi konsesi 
tidak melakukan pembayaran kepada mitra atas aset yang 
disediakan mitra dan nilai wajar perolehan awal aset merupakan 
pertukaran aset nonmoneter. 



Nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa yang berasal dari mitra 
dan nilai reklasifikasi aset yang dimiliki pemberi konsesi (Barang 
Milik Daerah) memenuhi kondisi pengakuan aset konsesi jasa, 
disajikan dalam satu jenis klasifikasi aset tersendiri dalam pos aset 
tetap di Neraca yaitu sebagai klasifikasi aset konsesi jasa. Aset 
konsesi jasa yang berasal dari mitra dilakukan perhitungan nilai 
penyusutan aset secara metode garis lurus untuk kebutuhan 
penyajian nilai wajar aset setelah awal perolehan, kecuali untuk aset 
konsesi jasa yang masih dalam proses konstruksi. Nilai penyusutan 
aset konsesi jasa untuk masing-masing periode perhitungan 
penyusutan diakui sebagai beban penyusutan di laporan 
operasional dan akumulasi penyusutan yang merupakan kontra 
akun nilai awal perolehan aset konsesijasa di Neraca. 
Metode garis lurus untuk perhitungan nilai penyusutan aset konsesi 
jasa dilakukan dengan memperhatikan nilai wajar awal perolehan 
aset konsesi jasa secara komposit dan masa konsesi dalam 
penyediaan jasa layanan publik sesuai dengan perjanjian konsesi 
jasa, 

Pada saat masa konsesi berakhir dan terjadi penyerahan aset 
konsesi jasa dari mitra kepada pemberi konsesi, dilakukan analisis 
apakah aset konsesi jasa masih diperkirakan memiliki masa 
manfaat dalam penyediaan jasa pelayanan publik. Jika aset konsesi 
jasa masih diperkirakan memiliki masa manfaat dalam penyediaan 
J asa pelayanan publik setelah berakhir masa konsesi, maka 
dilakukan penyesuaian perhitungan nilai penyusutan aset konsesi 
jasa dengan memperhatikan sisa masa manfaat aset, serta 
penyesuaian nilai buku aset konsesi jasa yang mempengaruhi 
penyesuaian akun ekuitas. Jika aset konsesi jasa dipertimbangkan 
tidak memiliki masa manfaat dalam penyediaan jasa pelayanan 
publik setelah berakhir masa konsesi, maka dilakukan penghentian 
pengakuan aset konsesi jasa secara komposit untuk selanjutnya 
dilakukan pengakuan dan revaluasi nilai aset yang masih layak 
digunakan sesuai karakteristik klasifikasi aset tetap masing-masing 
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi 
dan jaringan, serta aset tetap lainnya. 
Akuntansi pencatatan setelah perolehan awal - aset berasal dari 
pemberi konsesi. 
Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset 
konsesi jasa sebesar nilai buku jika aset konsesi berasal dari 
pemberi konsesi. 
Aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi Barang Milik Daerah 
dan memenuhi kondisi pengakuan aset konsesi jasa serta memiliki 
karakteristik aset tetap barang milik negara disusutkan, dilakukan 
perhitungan nilai penyusutan aset sesuai dengan ketentuan 
penyusutan Barang Milik Daerah. 



Pemberi konsesi mengakui kewajiban pada saat pemberi konsesi 
mengakui aset konsesi jasa. 
Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa 
yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat 
tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra. 
Pengakuan jenis kewajiban ditentukan berdasarkan sifat 
imbalan/kompensasi yang dipertukarkan antara pemberi konsesi 
dan mitra. Sifat imbalan/kompensasi yang diberikan oleh pemberi 
konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat 
peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum 
perjanjian yang relevan. 
Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi 
memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa 
melalui beberapa bentuk skema, antara lain: 
a. Skema pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban 

keuangan (financial liability model); 
b. Skema pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to 

the operator model), misalnya: 
1. pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan 

dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau 
2. Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset 

selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, 
misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang 
berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan 
publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau 
fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan 
penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik. 

c. Skema campuran berupa pembayaran ke mitra sekaligus 
pemberian hak usaha kepada mitra. 

Skema Kewaiiban Keuangan 
Pemberi konsesi mengakui kewajiban keuangan pada saat pemberi 
konsesi mengakui aset konsesi jasa jika skema kompensasi 
perjanjian konsesi berupa pembayaran kepada mitra. 

4. PENGAKUAN KEWAJIBAN ATAS ASET KONSESI JASA 

Pada saat masa konsesi berakhir dan terjadi penyerahan aset 
konsesi jasa - Barang Milik Daerah dari mitra kepada pemberi 
konsesi, dilakukan penghentian pengakuan aset konsesi Jasa untuk 
selanjutnya dilakukan reklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset 
berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan 
akuntansi yang mengatur aset tetap atau kebijakan akuntansi yang 
mengatur aset tak berwujud atau kebijakan akuntansi yang 
mengatur persediaan, atau kebijakan akuntansi yang bersesuaian, 
sebesar nilai tercatat aset. 



Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa 
syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepacla mitra 
sehubungan clengan pernbangunan, pengembangan, perolehan, 
atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi 
mengakui kewajiban sebagai kewajiban keuangan. 
Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk 
membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk 
membayar kepacla mitra terhaclap: 
a. jumlah tertentu atau clapat clitentukan; atau 
b. kekurangan, jika ada, antara jumlah yang cliterima mitra dari 

para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau 
yang dapat ditentukan, walaupun jika pembayaran tersebut 
bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset 
konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau 
kuantitas atau efisiensi tertentu. 

Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui berpedoman pada 
stanclar akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk 
hal yang telah diatur dan dipandu dalam kebijakan akuntansi ini. 
Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra 
dan mengakui pembayaran climaksud berclasarkan substansi 
pembayaran sebagai: 

a. pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui; 
b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan 

c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh 
mitra. 

Bagian pembayaran untuk tagihan atas biaya keuangan dan 
bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra 
sesuai maksud perjanjian konsesijasa diakui sebagai beban. 
Skema Pemberian Hak Mendapatkan Pendapatan 

Pemberi konsesi mengakui pendapatan ditangguhkan pada saat 
pemberi konsesi mengakui aset konsesijasajika skema kompensasi 
perjanjian konsesi berupa pemberian hak kepada mitra. 
Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban 
tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada 
mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, 
perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, namun memberikan 
hak kepada mitra untuk memungut penclapatan dari pihak ketiga 
atas penggunaan aset konsesi jasaatau pengelolaan aset selain aset 
konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagai 
bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset 
antara pemberi konsesi clan mitra. 
Pemberi konsesi mengakui pendapatan clan mengurangi kewajiban 
(pendapatan tangguhan) berdasarkan substansi ekonomi dari 
perjanjian konsesi jasa. 



Kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama clengan 
nilai aset konsesi jasa yaitu sebesar nilai wajar, clisesuaikan clengan 
nilai imbalan yang clialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepacla 
mitra, atau sebaliknya. 

5. PENGUKURAN KEWAJIBAN ATAS ASET KONSESI JASA 

Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepacla mitra 
atas aset konsesi jasa clan ketersecliaan jasa pelayanan publik 
berupa pemberian hak untuk memungut penclapatan dari pengguna 
aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna 
memperoleh penclapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan 
transaksi yang menimbulkan penclapatan. Pada saat hak dirnaksud 
cliberikan kepacla mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi 
konsesi tidak secara langsung mengakui penclapatan dari 
pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas 
penclapatan yang belum terealisasi atau yang masih clitangguhkan 
sebagai kewajiban. Penclapatan cliakui berclasarkan dari perjanjian 
konsesi jasaclan mengurangi kewajiban - penclapatan tangguhan. 
Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terclapat 
pembayaran dari pemberi konsesi kepacla mitra sehubungan 
pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya clinikmati oleh 
pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan 
transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset 
konsesi jasa clan bukan berkaitan clengan perolehan aset konsesi 
jasa ataupun pengurang nilai kewajiban - penclapatan tangguhan. 
Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa 
pembayaran kepacla mitra atas penggunaan layananjasa publik dari 
pemakaian aset konsesi jasa, clan pembayaran tersebut diakui 
sebagai beban. 
Skema Campuran 
Pemberi konsesi mengakui kewajiban keuangan juga sekaligus 
penclapatan clitangguhkan pada saat pemberi konsesi mengakui aset 
konsesi jasa jika dalam skema kompensasi perjanjian konsesi 
berupa pembayaran sekaligus juga pemberian hak kepacla mitra. 
Apabila clalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi 
konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau 
peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban 
keuangan clan sebagian melalui skema pemberian hak usaha 
kepada mitra, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban 
yang timbul cliperlakukan secara terpisah untukmasing-masing 
skema. 
Pemberi konsesi mengakui kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban 
kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian 
konsesi jasa berpecloman pada stanclar akuntansi mengenai provisi, 
kewajiban kontinjensi clan aset kontinjensi. 



7. PENGUNGKAPAN ASET KONSESI JASA 
Penyajian aset konsesi jasa dalam pos aset tetap di Neraca 
diungkapkan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan 
untuk informasi yang berkaitan dengan perjanjian konsesi jasa, 
antara lain: 
a. Kebijakan akuntansi yang pen ting terkait dengan konsesi jasa; 
b. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang 

dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa; 
c. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang 

dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan 
kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, 
tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan 
ulang harga/ tarif atau negosiasi ulang); 

d. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) 
dari: 
1. Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan; 
2. Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik 

yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesijasa; 
3. Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal 

laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang 
direklasifikasi sebagai aset konsesi.jasa; 

4. Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa 
perjanjian konsesi jasa; 

5. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian 
operasi konsesi jasa; 

6. Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya 
perbaikan besar komponen utama aset konsesi Jasa 

Aset konsesi jasa diklasifikasikan dalam aset non lancar. 
Aset konsesi jasa disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan 
aset lainnya. 
Aset konsesi jasa disajikan terlebih dahulu sebelum aset properti 
investasi. 

Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi 
konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau 
peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban 
keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha 
kepada mitra, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban 
yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing 
skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban 
tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur. 
Pemberi konsesi mengukur masing-masing bagian kewajiban 
berdasarkan masing-masing skema kompensasi. 
PENDAPATAN LAINNY A 

Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya atas konsesi jasa 
selain dari pendapatan berpedoman pada standar akuntansi 
mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran. 

6. PENYAJIAN ASET KONSESI JASA 



1) Definisi 
ATB didefinisikan sebagai aset non-keuangan yang dapat 
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki 
untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau 
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan 
intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang 
digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan 
pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang 
memiliki kriteria sebagai berikut: 
a. dapat diidentifikasi; 
b. dikendalikan, dikuasasi, atau dimiliki oleh pemerintah; 
c. kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau Jasa 

potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati 
oleh pemerintah; dan 

d. biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal. 
2) Jenis Aset Tak Berwujud 

ATB dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara 
perolehan serta masa manfaatnya. Menurut jenis sumber 
dayanya, ATB dapat dibedakan menjadi: 
a. Perangkat lunak (Software) komputer 

Software Komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah 
software yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari hardware komputer tertentu. Dengan kata lain, software 
yang dimaksud di sini adalah software yang dapat 
digunakan di komputer atau jenis hardware lainnya. 

a) ASET TAK BERWUJUD (ATB) 

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA 
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi 
jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka 
Panjang. Aset Lainnya, antara lain: 
a. Aset tak berwujud {ATB); 
b. Kemitraan dengan pihak ketiga; 
c. Kas yang dibatasi penggunaannya; 
d. U ang muka rekening BUD; dan 
e. Aset lain-lain. 

{overhaul); 

7. Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap 
aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna 
memperoleh pendapatan; dan 

e. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada 
periode laporan keuangan tahun berjalan. 



------------------- ··--- --- --- 

b. Hak Paten dan Hak Cipta 
Hak Paten dan Hak Cipta diperoleh karena adanya 
kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu 
pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat 
menghasilkan manfaat bagi entitas. Hak Paten adalah hak 
eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas 
hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu 
tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau 
memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk 
melaksanakannya. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta 
yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif 
setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata 
tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

c. Lisensi dan W aralaba (Franchise) 

Lisensi dan Waralaba (Franchise) merupakan bentuk 
komersialisasi kekayaan in telektual. Lisensi adalah izin 
tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau 
Pemilik Hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan 
hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait 
dengan syarat tertentu. Waralaba (Franchise) adalah hak 
khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan 
usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam 
rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah 
terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau 
digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. 

d. Hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka 
panjang 
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka 
panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang 
memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial dimasa 
yang akan datang dan dapat diidentifikasi sebagai aset. 
Contoh hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat 
jangka panjang adalah formula, rumus, metode ilmiah baru, 
dan terobosan teknologi yang berpotensi memberikan 
manfaat jangka panjang. 

e. ATB dalam pengerjaan 
ATB dalam pengerjaan merupakan ATB yang sedang dalam 
proses pengerjaan dan belum selesai pada tanggal pelaporan 
keuangan. 

f. ATB lainnya 
ATB lainnya merupakan jenis ATB yang tidak dapat 
dikelompokkan ke dalam jenis ATB yang ada. Di antara 
contoh ATB lainnya adalah peta digital dan situs web yang 
dikembangkan oleh beberapa Pemerintah Kota Batam serta 
buku digital. 



Menurut cara perolehannya, ATB dapat dibedakan menjadi: 
1. Pembelian; 
2. Pengembangan internal; 
3. Pertukaran; 
4. Kerjasama; 
5. Donasi/hibah; dan 
6. Warisan budaya/ sejarah. 
Berdasarkan masa manfaatnya, ATB dapat dibedakan menjadi: 
1. ATB dengan masa manfaat terbatas; dan 
2. ATB dengan masa manfaat tak terbatas. 

3) Pengakuan 
ATB diakuijika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu: 
1. Dapat diidentifikasi; 
2. Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas; 
3. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa 

potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati 
oleh entitas; dan 

4. Biaya perolehan atau nilai wajamya dapat diukur dengan 
andal. 

ATB dapat diidentifikasi apabila: 
1. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk 

dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang 
lain pada suatu entitas; atau 

2. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak 
kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan 
apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau 
dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya. 

Suatu entitas disebut mengendalikan asset jika memiliki 
kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan 
yang timbul dari aset terse but dan dapat membatasi akses pihak 
lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. 
Untuk ATB yang diperoleh dari pengembangan internal, kriteria 
pengakuannya dikelompokkan dalam dua tahap yaitu: 
1. Tahap penelitian/ riset; dan 
2. Tahap pengembangan. 
Dalam tahap penelitian/ riset, semua pengeluaran yang terkait 
dengan aktivitas penelitian tidak dapat diakui sebagai ATB. 
Pengeluaran dalam tahap penelitian diakui sebagai beban pada 
saat terjadinya. Conteh dari kegiatan penelitian diantaranya: 
1. Kegiatan/ aktivitas yang bertujuan untuk pengetahuan 

baru; 
2. Pencarian, evaluasi, dan seleksi akhir untuk penerapan atas 

penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya; 



3. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, 
sistem, ataupun layanan; dan/ atau 

4. Perumusan formula/ rumus, rancangan, evaluasi dan 
seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan 
material, peralatan, produk, proses, sistem, dan layanan 
yang barn atau yang diperbaiki. 

Dalam tahap pengernbangan, pengakuan suatu ATB wajib 
memenuhi semua syarat di bawah ini yaitu: 
1. Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat 

tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan; 
2. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau 

memanfaatkan ATB tersebut; 
3. Manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan; 
4. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB 

terse but; 
5. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber 

daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan 
pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB 
tersebut; dan 

6. Kemampuan untuk mengukur secara memadai 
pengeluaranpengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama 
masa pengembangan. 

Pemenuhan syarat pengakuan ATB pada tahap pengembangan 
dapat diperkuat dengan adanya keputusan dari pimpinan 
entitas. Contoh tahap pengembangan diantaranya: 
1. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi 

prototipe atau model; 
2. Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan 

proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis 
yang menguntungkan untuk produksi komersial; dan/ atau 

3. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif 
pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem 
atau pelayanan yang sifatnya barn atau sedang 
dikembangkan. 

Dalam ha! tahap pengembangan tidak dapat dibedakan dari 
tahap penelitian/riset, seluruh pengeluaran diperlakukan 
sebagai tahap penelitian/riset. Dalam suatu kegiatan penelitian 
dimungkinkan menghasilkan aset berupa prototipe atau model. 
Prototipe yang dihasilkan dari suatu kegiatan penelitian dapat 
diakui sebagai Aset Tetap sesuai klasifikasinya sepanjang 
memenuhi kriteria pengakuan aset tetap. 
Selain ketentuan umum pengakuan ATB di atas, perlu 
diperhatikan pula ketentuan pengakuan untuk masing-masing 
jenis ATB sebagai berikut: 

---~ 



a) Perangkat Lunak (Software) Komputer 
Software yang dibangun/ dikembangkan sendiri oleh 
instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB karena 
permasalahan: 
1. Kesulitan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan 

pengembangan aset tersebut terpisah dari satu kesatuan 
kegiatan suatu instansi pemerintah; 

2. Kesulitan untuk mengidentifikasi apakah dan kapan 
aset tersebut menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial 
masa depan; 

3. Kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset 
secara andal; dan 

4. Perangkat lunak (software) seperti ini biasanya bersifat 
terbuka dan tidak ada perlindungan hukum dan dapat 
dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria 
dari pengakuan atb yaitu pengendalian atas suatu aset 
menjadi tidak terpenuhi. 

b) Hak Paten dan Hak Cipta 
Hak Paten dan Hak Cipta diakui apabila terdapat dokumen 
hukum yang sah dari lembaga yang berwenang. Khusus 
untuk Hak Paten, mempertimbangkan lamanya jangka 
waktu proses penerbitan dokumen/ sertifikat Paten, entitas 
dapat mengakui Hak Paten yang telah diajukan 
permohonan/ pendaftaran kepada lembaga yang berwenang. 
Pengakuan Hak Paten yang masih dalam proses pendaftaran 
harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
Dalam ha! keputusan akhir permohonan Paten ditolak, 
entitas melakukan koreksi dengan mempedomani 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 
mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi, Perubahan 
Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi 
Akuntansi, dan Operasi yang tidak Dilanjutkan. 
Suatu invensi di bidang teknologi yang belum didaftarkan 
menjadi Hak Paten dapat diakui sebagai ATB jenis lain 
sepanjang memenuhi kriteria pengakuan ATB. 

c) Lisensi dan Waralaba 
Lisensi diakui apabila terdapat dokumen yang menunjukkan 
adanya izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta 
atau Pemilik Hak terkait untuk menggunakan atau 
memanfaatkan ciptaan atau produk hak yang dimilikinya. 
Waralaba (Franchise) diakui apabila terdapat dokumen yang 
menunjukkan adanya perjanjian waralaba antara pemberi 
waralaba ifranchison dan penerima waralaba (franchisee). 
Lisensi yang memiliki izin penggunaan atau pemanfaatan 
lebih dari 12 (dua belas) bulan diakui sebagai ATB. 
Sedangkan Lisensi yang memiliki izin penggunaan atau 
pemanfaatan kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) 
bulan tidak dikapitalisasi. 



Lisensi atas software yang merupakan bagian integral dari 
suatu hardware, maka Lisensi tersebut diakui sebagai 
bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai 
bagian dari hardware yang bersangkutan. 

d) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka 
Panjang 
Pengakuan basil kajian/penelitian yang memberikan 
manfaat jangka panjang mengikuti kriteria pengakuan ATB 
secara umum baik yang diperoleh secara internal maupun 
ekstemal. Termasuk dalam kriteria pengakuan ini adalah 
hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka 
panjang yang diperoleh dari penelitian yang pengalokasian 
anggarannya disusun berdasarkan standar biaya masukan. 
Penelitian yang pengalokasian anggarannya disusun 
berdasarkan standar biaya keluaran untuk sub keluaran 
penelitian kegiatannya dapat berupa: 
1. Riset pembinaan/kapasitas; 
2. Riset dasar; 
3. Riset terapan; 
4. Riset pengembangan; dan 
5. Kajian aktual strategis. 
Biaya yang dapat dikapitalisasi sebagai ATB adalah biaya 
yang timbul dari kegiatan riset pengembangan sepanjang 
asetyang dihasilkan memenuhi kriteria pengakuan ATB. 
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka 
panJang yang telah didaftarkan menjadi hak paten, 
direklasifikasi menjadi bagian dari perolehan hak paten. 
Dalam hal suatu basil kajian/penelitian yang memberikan 
manfaatjangka panjang didaftarkan menjadi lebih dari satu 
hak paten maka basil kajian/penelitian yang memberikan 
manfaat jangka panjang direklasifikasi menjadi bagian dari 
perolehan salah satu hak paten utama yang ditentukan oleh 
entitas. 

e) ATB Dalam Pengerjaan 
Jika penyelesaian pengerjaan suatu ATB melebihi dan/atau 
melewati satu periode tahun anggaran, maka ATB yang 
belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai 
ATB dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai 
dan siap dipakai. Pencatatan ATB Dalam Pengerjaan 
dilakukan sepanjang kriteria pengakuan ATB telah 
terpenuhi. ATB yang telah selesai dikerjakan kemudian 
direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan. 



Pada instansi pemerintah dimungkinkan terdapat dana 
penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu namun 
dapat digunakan untuk membiayai penelitian yang 
dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga 
penelitian dan pengembangan lain. Sesuai dengan konsep 
belanja dalam pemerintahan dan konsep entitas, dalam hal 
penelitian dimak.sud menghasilkan aset yang memenuhi 
kriteria ATB pada tahap pengembangan mak.a entitas yang 
memiliki anggaran adalah yang berhak. mencatat ATB 
walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. 

4) Pengukuran 
Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. 
Apabila penilaian ATB dengan menggunak.an biaya perolehan 
tidak dirnungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar 
pada saat perolehan. 
ATB yang diperoleh melalui pembelian diukur dengan harga 
perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk 
memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB 
terse but. 
ATB yang diperoleh melalui pembelian diukur dengan harga 
perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk 
memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB 
terse but. 

Situs web Anlikasi berbasis web 
1. Tidak ada hak akses 1. Terdapat hal akses 
2. Bersifat informatif (satu arah) 2. Bersifat interaktif (dua arah atau 

lebih) 
3. Berfungsi memberikan 3. Memiliki fungsi pengolahan data 

informasi kepada pembaca dan informasi secara otomatis 

f) ATB Lainnya 
Secara umum ATB Lainnya diakui jika kriteria pengakuan 
ATB yang diperoleh secara internal atau eksternal telah 
terpenuhi. ATB Lainnya berupa hak. kekayaan intelektual 
diakui apabila telah terdapat dokumen hukum yang sah dari 
lembaga yang berwenang. Pengembangan situs web dapat 
diak:ui sebagai ATB apabila: 
( 1) Dikembangkan melalui kontrak dengan pihak. ketiga; 

a tau 
(2) Dalam ha! dikembangkan sendiri, memenuhi 

persyaratan pengakuan tahap pengembangan pada 
perolehan ATB secara internal. 

Pengakuan situs web berbeda dengan aplikasi berbasis web 
yang termasuk dalam ATB jenis software. Situs web dan 
aplikasi berbasis web setidaknya memiliki perbedaan 
sebagai berikut: 



Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri atas: 
1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah 

dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan 
2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung 

dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat 
aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang 
dimaksudkan. Conteh dari biaya yang dapat diatribusikan 
secara langsung adalah: 
a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset 

tersebut dapat digunakan; 
b) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset 

tersebut dapat digunakan; 
c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat 

berfungsi secara baik. 
Pengukuran ATB yang diperoleh melalui pengembangan 
secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan 
yang memenuhi syarat pengakuan ATB, diakui sebesar 
biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak 
memenuhi kriteria pengakuan sampai dengan ATB tersebut 
telah selesai dikembangkan. 
Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas 
dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila 
terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka 
hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan 
tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran 
dinilai se besar aset yang dipertukarkan ditambah dengan 
kas yang diserahkan. 
ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih 
disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada 
entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan 
perjanjian dan/ atau peraturan yang berlaku. 
ATB yang diperoleh dari donasi/hibah dicatat sebesar nilai 
wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan 
sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan 
kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. 

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memanfaatkan dan 
memelihara ATB bukan merupakan bagian dari perolehan 
ATB. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui 
oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian 
dari harga perolehan ATB periode berikutnya. 
Selain ketentuan umum pengukuran ATB di atas, perlu 
diperhatikan pula ketentuan pengukuran untuk masing­ 
masingjenis ATB sebagai berikut: 



1) Perangkat Lunak (Software) Komputer 
Software yang diperoleh melalui pembelian diakui 
sebesar harga beli, termasuk biaya import dan pajak­ 
pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan 
rabat dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara 
langsung agar software siap digunakan. Software yang 
dibangun/ dikembangkan melalui- kontrak dengan 
pihak ketiga diakui sebesar nilai kontraknya. 

2) Hak Paten dan Hak Cipta 
Hak Paten dan Hak Cipta dinilai sebesar biaya yang 
dikeluarkan dalam pengurusan pendaftaran Hak Paten 
atau Hak Cipta hingga dokumen/ sertifikat terbit. Hak 
Paten yang berasal dari hasil kajian/penelitian yang 
memberikan manfaat jangka panjang dinilai sebesar 
biaya pendaftaran ditambah nilai hasil kajian/ penelitian 
yang memberikan manfaat jangka pan Jang yang 
direklasifikasi menjadi bagian dari perolehan Hak Paten. 
Biaya yang dikeluarkan untuk memanfaatkan dan 
memelihara Hak Paten dan Hak Cipta bukan merupakan 
bagian dari perolehan Hak Paten dan Hak Cipta. 

3) Lisensi dan W aralaba (Franchise) 
Lisensi dan W aralaba (Franchise) dinilai sebesar biaya 
yang dikeluarkan/ dibayarkan untuk memperoleh 
Lisensi atau W aralaba (Franchise). 

4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat 
jangka panjang 
Hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat 
jangka panjang yang diperoleh secara internal diakui 
sebesar biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria 
pengakuan pada tahap pengembangan sampai dengan 
ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Sedangkan 
hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat 
jangka panjang yang diperoleh secara eksternal diakui 
sebesar nilai kontrak dengan pihak ketiga. Termasuk 
dalam kriteria pengukuran rm adalah hasil 
kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka 
panjang yang diperoleh dari penelitian yang 
pengalokasian anggarannya disusun berdasarkan 
standar biaya masukan. 
Hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat 
jangka panJang yang diperoleh dari kegiatan riset 
pengembangan yang pengalokasian anggarannya 
disusun berdasarkan standar biaya keluaran untuk sub 
keluaran penelitian dinilai sebesar nilai kontrak dengan 
pelaksana penelitian. 

5) ATB Dalam Pengerjaan 
ATB Dalam Pengerjaan dinilai sebesar biaya yang 
dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan ATB 
sampai dengan tanggal pelaporan. 



---- ------ ------ ------ -------- 

6) ATB Lainnya 
ATB Lainnya yang diperoleh dari pembelian diakui 
sebesar harga beli, termasuk biaya import dan pajak­ 
pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan 
rabat dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara 
langsung agar ATB Lainnya siap digunakan. ATB 
Lainnya yang diperoleh secara internal diakui sebesar 
biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan 
sejak memenuhi kriteria pengakuan pada tahap 
pengembangan sampai dengan ATB tersebut telah 
selesai dikembangkan. 
ATB Lainnya berupa hak kekayaan intelektual dialrui 
sebesar biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan 
pendaftaran hak kekayaan intelektual hingga dokumen/ 
sertifikat terbit. Biaya yang dikeluarkan untuk 
memanfaatkan dan memelihara hak kekayaan 
intelektual bukan merupakan bagian dari perolehan hak 
kekayaan intelektual. 
ATB Lainnya berupa situs web yang dikembangkan 
melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebesar nilai 
kontraknya. Sedangkan yang dikembangkan secara 
internal diakui sebesar biaya yang dikeluarkan sejak 
memenuhi kriteria pengakuan pada tahap 
pengembangan sampai dengan ATB tersebut telah 
selesai dikembangkan. 
Pada umumnya, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya 
penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya 
penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah 
perolehan awal. Oleh karena itu, ke banyakan 
pengeluaran setelah perolehan ATB mungkin 
dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di 
masa depan atau jasa potensial yang terkandung dalam 
ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan 
merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria 
pengakuan ATB. Namun demikian, apabila terdapat 
pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan 
langsung terhadap ATB tertentu, maka · pengeluaran 
tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilaisuatu ATB. 
Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi 
apabila memenuhi salah satu kriteria ini: 
a) Menambah sisa umur manfaat ekonomis 

selanjutnya; atau 
b) Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan 

kapasitas, efektivitas, efisiensi. 
Menambah sisa umur manfaat ekonomis dapat diartikan 
adanya penambahan/perpanjangan manfaat ekonomi 
dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang atas 
suatu ATB. Misalnya pengeluaran untuk perpanjangan 
jangka waktu perlindungan Merek dan perpanjangan 
Lisensi. Peningkatan nilai guna dalam bentuk 
peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi dapat 
diartikan adanya peningkatan kemampuan suatu ATB 



dibandingkan sebelumnya. Misalnya suatu software 
yang telah ada dilakukan pengembangan sehingga 
mampu memproses data dengan lebih cepat atau 
memiliki fitur-fitur baru yang mempercepat penyelesaian 
pekerjaan dan hasil kajian/penelitian yang memberikan 
manfaat jangka panjang yang kemudian didaftarkan 
menjadi Hak Paten sehingga memiliki perlindungan 
hukum. Pengeluaran setelah perolehan ATB yang 
dikapitalisasi harus memenuhi kriteria pengakuan ATB 
sebagaimana perolehan awal. 
Terhadap ATB dilakukan amortisasi. Amortisasi adalah 
alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan 
rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi tidak 
dilakukan atas ATB yang memiliki masa manfaat tidak 
terbatas. Namun demikian, perlu dipastikan benar­ 
benar aset tersebut memiliki masa manfaat tidak 
terbatas atau sebaliknya masa manfaatnya masih dapat 
diestimasikan khususnya terkait dengan saat dimana 
aset dimaksud tidak akan memiliki nilai lagi, misalnya 
karena adanya teknologi yang lebih baru atau yang lebih 
canggih. Masa manfaat suatu ATB ditetapkan oleh 
pemerintah melalui Keputusan Wall Kota. Sepanjang 
masa manfaat ATB belum ditetapkan, ATB diperlakukan 
sebagai ATB dengan masa manfaat tak terbatas. 
Amortisasi ATB dilakukan dengan menggunakan metode 
garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat 
dilakukan amortisasi atas ATB secara merata setiap 
semester selama masa manfaat tanpa memperhitungkan 
adanya nilai residu. 
Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dapat dibatasi oleh 
ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Masa 
Manfaat untuk ATB adalah terbatas atau tak terbatas. 
Jika masa manfaat ATB terbatas (seperti paten, hak 
cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas dll), maka 
ATB harus diamortisasi. Pemerintah daerah harus 
menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau 
jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. 
Amortisasi ATB hanya dapat diterapkan untuk ATB yang 
mempunyai masa manfaat terbatas. ATB degan masa 
manfaat terbatas harus diamortisasi selama masa 
manfaat atau masa secara hukum, mana yang lebih 
pendek (which ever is shorten. 
Amortisasi ATB dengan masa manfaat yang terbatas 
menggunakan metode garis lurus. Tabel masa manfaat 
ATB terbatas ditetapkan sebagai berikut (kecuali 
terdapat masa secara hukum): 



Jika masa manfaat ATB tidak terbatas (seperti goodwill), 
maka ATB tidak boleh diamortisasi. Suatu aset tidak 
berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak 
terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor 
relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas 
periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus 
kas bersih (neto) bagi entitas. Nilai ATB yang tidak 
diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk 
menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki 
manfaat ekonomis di masa depan. Jika tidak lagi 
memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat 
ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB 
tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai 
ATB harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 
Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat 
ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat 
mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur 
dan regulasi yang berlaku. Biaya amortisasi ATB setiap 
periode harus diakui sebagai beban amortisasi dan 
penyesuaian atas akun ATB. Behan amortisasi tersebut 
disajikan pada Laporan Operasional. Penyesuaian akun 
ATB dilakukan secara langsung dengan mengurangi 
ATB. Aset Tidak Bewujud yang diperoleh dari DED tidak 
dilakukan amortisasi. 

5) Penghentian Dan Pelepasan 
ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam 
mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun 
demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari 
penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian 
ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau 
berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan 
yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada 
saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak Iagi memiliki manfaat 
ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. 
Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim juga disebut 
sebagai pemindahtanganan. 

Kodefikasi 
Uratan Masa Manfaat 

(Tahun) 

1 5 ASET LAINNYA 
153 Aset Tidak Berwujud 
133 01 Goodwill 10 
13 3 02 Lisensi dan Frenchise 10 
1 3 3 03 Hak Cipta 10 
133 04 Paten 10 
133 05 Software 4 
13 3 06 Aset Tidak Berwujud Lainnya 5 

TABEL DAFTAR TARIF AMORTISASI 



Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan 
zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin 
berkernbang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah 
berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki 
manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus 
dihentikan. 
Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya karena 
berakhirnya masa manfaat atau tidak lagi memiliki manfaat 
ekonomi, maka ATB yang bersangkutan harus dipindahkan ke 
pos aset lainlain sesuai dengan nilai tercatatnya. Apabila suatu 
ATB dihentikan dari penggunaannya karena 
dipindahtangankan maka ATB harus dikeluarkan dari Neraca 
dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari 
pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan 
sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai 
buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih 
antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku 
ATB terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari 
kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. 
Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai 
pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. 
Sedangkan kas dari penjualan ATB climaksud sebesar nilai 
bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi 
pada Laporan Arus Kas. 

6) Penyajian Dan Pengungkapan 
ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". 
Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas ATB 
antara lain sebagai berikut: 
1) Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan; 
2) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, 

jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi 
yang digunakan atau masa manfaatnya; 

3) Masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan; 
4) Metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut 

terbatas masa manfaatnya; 
5) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan 

akhir periode; 
6) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika 

ada; 
7) Penghentian dan pelepasan ATB, jika ada; 
8) Keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada; dan 
9) Indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang 

diperkirakan sernula, jika ada. 



7) Perlakuan Khusus 

Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan: 

1) Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal 
instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu 
dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh 
pihak ketiga. 

2) Software yang dibangun/ dikembangkan sendiri oleh 
instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB karena 
permasalahan: 

a) Kesulitan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan 
pengembangan aset tersebut terpisah dari satu kesatuan 
kegiatan suatu instansi pemerintah; 

b) Kesulitan untuk mengidentifikasi apakah dan kapan 
aset tersebut menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial 
masa depan; 

c) Kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset 
secara andal; dan 

d) Perangkat lunak (software) seperti ini biasanya bersifat 
terbuka dan tidak ada perlindungan hukum dan dapat 
dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria 
dari pengakuan atb yaitu pengendalian atas suatu aset 
menjadi tidak terpenuhi. 

3) Software komputer yang dibangun/dikembangkan melalui 
kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar 
nilai kontraknya. 

4) Software yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan 
hardware hams dikapitalisasi sebagai ATB setelah 
memenuhi kriteria perolehan aset secara umum. 

5) Software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan 
kepada masyarakat oleh pemerintah maka software seperti 
ini hams dicatat sebagai persediaan. 

6) Apabila software yang dibeli oleh pemerintah untuk 
digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari 
suatu hardware, maka software tersebut diakui sebagai 
bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai 
bagian dari hardware yang bersangkutan. 

ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak 
disajikan di neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan. Namun, apabila ATB bersejarah tersebut 
didaftarkan untuk memperoleh Hak Paten maka Hak Patennya 
dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya. 



-- --- -- -- ----------- 

2) Jenis 
1) Tanah; 
2) Gedung dan Bangunan dan/ atau Sarana beserta seluruh 

fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian 
kerjasama/ kemitraan; 

3) BMD selain Tanah dan Bangunan; dan 
4) Aset Tak Berwujud. 

b) AKUNTANSI ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 
1) Definisi 

a) Aset kemitra~n adalah aset kerjasama yang timbul dari 
perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, 
pihak ketiga atau investor) yang mempunyai. Komitmen 
untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama 
dengan menggunakan aset dan/ atau hak usaha yang 
dimiliki. 

b) Bangun, Kelola, Serah - BKS (Build, Operate, Transfer - 
BOT), adalah pola kerjasama berupa pemanfaatan aset 
pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau 
investor), dengan cara pihak mitra terse but mendirikan 
bangunan clan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya serta 
mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk 
kemudian menyerahkan kembali aset pemerintah beserta 
bangunan clan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada 
pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang 
disepakati (masa konsesi). 

c) Bangun, Serah, Kelola - BSK (Build, Transfer, Operate - BTO) 
adalah pola kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah 
oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan 
cara pihak mitra terse but mendirikan bangunan dari/ atau 
sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset 
yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola 
oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang 
disepakati (masa konsesi). 

d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan 
Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu 
tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara 
bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. 

e) Masa kerjasama, kemitraan, atau konsesi adalah jangka 
waktu dimana pemerintah dan mitra (badan usaha, pihak 
ketiga, atau investor) masih terikat dengan perjanjian 
kemitraan. 



4) Pengukuran 
1) Pengukuran aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan 

BKS 
a) BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama 

pemanfaatan BKS yang diakui sebagai aset kemitraan, 
diukur sebesar nilai bersih yang tercatat atau nilai wajar 
pada saat telah terdapat BAST atau dokumen yang 
dipersamakan, dipilih yang paling objektif atau paling 
berdaya uji; 

b) Aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut 
fasilitasnya yang berasal dari mitra dijelaskan secara 
memadai di Catatan atas Laporan Keuangan. 

3) Pengakuan 
1) Pengakuan asset kemitraan pola Kerjasama pemanfaatan 

BKS 
a) BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama 

pemanfaatan BKS diakui sebagai aset kemitraan pada 
saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau 
dokumen yang dipersamakan; 

b) Aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut 
fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa 
kerjasama dijelaskan secara memadai di Catatan atas 
Laporan Keuangan; 

c) Pada akhir masa kerjasama pemanfaatan BKS, aset 
berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya 
yang berasal dari mitra diakui sebagai BMD sesuai 
dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan dan 
pendapatan pada saat yang sama; 

d) Dalam hal perjanjian kerjasama mensyaratkan sejumlah 
kecil pembayaran oleh pemerintah diakhir masa 
kerjasama sesuai dengan BAST atau dokumen yang 
dipersamakan, maka selisih nilai buku aset yang berasal 
dari mitra dan sejumlah kecil pembayaran diakui sebagai 
pendapatan. 

2) Pengakuan aset kemitraan pola Kerjasama pemanfaatan 
BSK 
a) BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama 

pemanfaatan BSK diakui sebagai aset kemitraan pada 
saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau 
dokumen yang dipersarnakan; 

b) Aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut 
fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai aset 
kemitraan dan pendapatan tangguhan (kewajiban/ 
liabilities) pada saat telah terdapat BAST operasi 
kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang 
dipersamakan. 



---- - ------------------- 

2) Pengukuran aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan 
BSK 
a) BMD yang dipartisipasikan dalam , pola kerjasama 

pemanfaatan BSK yang diakui sebagai aset kemitraan, 
diukur sebesar nilai tercatat aset atau nilai wajar aset 
pada saat BAST atau dokumen yang dipersamakan, 
dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji; 

b) Aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut 
fasilitasnya yang berasal dari mitra yang diakui sebagai 
aset kemitraan, diukur sebesar nilai wajar konstruksi 
bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya 
atau penambahan kapitalisasi aset pada BMD yang 
dipartisipasikan sesuai dengan BAST atau dokumen 
yang dipersamakan. 

5) Penyajian Dan Pengungkapan 
Aset kemitraan disajikan di neraca pada pos aset lainnya. Hal­ 
hal yang dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan 
yang tepat dalam Catatan atas Laporan Keuangan berkaitan 
dengan aset kemitraan, antara lain: 
1) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang 

dipersamakan; 
2) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian kemitraan yang 

dapat mempengaruhi perubahan suatujumlah nilai, periode 
waktu, dan kepastian aliran uang di masa depan (misalnya 
masa konsesi, adanya sejumlah pembayaran oleh 
pemerintah atas penyerahan aset di akhir masa konsesi, 
atau negosiasi ulang); 

3) Hal-hal umum perjanjian kemitraan pola kerjasama 
pemanfaatan BKS sehubungan: 
a) Pengungkapan BMD yang direklasifikasi sebagai aset 

kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BKS; 
b) Pengungkapan aset berupa bangunan dan/ atau sarana, 

berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa 
kerjasama pemanfaatan BKS; 

c) Pengungkapan ketentuan tentang kontribusi tetap yang 
harus dibayar / disetor oleh mitra kerjasama ke 
Rekening Kas Daerah; 

d) Pengungkapan hak untuk menerima aset berupa 
bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang 
berasal dari mitra di akhir masa kerjasama; 

e) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian 
kerjasama pemanfaatan BKS; dan 

f) Apabila ada, pengungkapan yang mensyaratkan 
sejumlah kecil pembayaran oleh pemerintah diakhir 
masa kerjasama. 

4) Hal-hal umum perjanjian kemitraan pola kerjasama 
pemanfaatan BSK sehubungan dengan: 
a) Pengungkapan BMD yang direklasifikasi se bagai aset 

kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK; 



c) KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA 
a) Definisi 

Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan 
hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang 
terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu 
dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun 
dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu 
dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari 
pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya 
pengadilan ataupun pihak luar lainnya. 

b) Jenis Kas Yang Dibatasi Penggunaannya 
Kas yang dibatasi penggunaannya atau kas yang terikat 
(restricted cash) pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka 
waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua 
belas) bulan, memiliki jenis yang beragam. 
Terdapat rekening lainnya yang dimungkinkan dibatasi 
penggunaannya antara lain Rekening Penampungan Dana 
Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan Rekening 
Penampungan Sementara yang berdasarkan sistematika 
pelaporan rekening digolongkan sebagai rekening dengan dana 
yang belum/tidak menjadi hak negara. 
Dalam hal Kas dan Setara Kas Lainnya dikelola Pemerintah Kota 
Batam teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi 
penggunaannya, maka diklasifikasikan dan diakui sebagai Aset 
Lainnya. 
Jenis Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada Pemerintah Kota 
Batara antara Iain Jaminan Sewa Rusunawa dan Jaminan 
Bongkar Reklame. 

c) Pengakuan 
Pengakuan atas kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada 
saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening 
tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan 
tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik 
dana. 

b) Pengungkapan aset berupa bangunan dan/ atau sarana, 
berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa 
kerjasama pemanfaatan BSK; 

c) Pengungkapan ketentuan tentang kontribusi tetap yang 
harus dibayar / disetor mitra kerjasama ke Rekening Kas 
Daerah; clan 

d) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian 
kerjasama pemanfaatan BSK. 
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d) Pengukuran 
Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal 
kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening 
tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan 
tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik 
dana. 

e) Penyajian Dan Pengungkapan 
Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok 
Aset Lainnya clan diungkapkan secara memadai di dalam calk. 
Halhal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan 
penyisihan dana, dasar hukum clilakukannya penyisihan, jenis 
kas yang dibatasi penggunaannya, clan informasi lainnya yang 
relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam 
mengintepretasi hasilnya. 

d) ASET LAIN-LAIN 
a) Definisi 

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang 
tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang 
dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga. 

b) Jenis dan Pengakuan Aset Lain-lain 
Aset tetap dan Aset Lainnya yang dimaksudkan untuk 
dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke 
dalam Aset Lain-lain. Contoh: Penghentian penggunaan aset 
tetap clan atau aset lainnya (semisal ATB) pemerintah dapat 
disebabkan karena rusak berat, usang, dan/ atau aset tetap 
yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses 
pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, 
penyertaan modal). Selain itu, aset lain-lain pada pemerintah 
pusat termasuk di dalamnya, antara lain adalah aset eks 

· Pertamina, aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan 
aset Pf Perusahaan Pengelolaan Aset (Pf PPA). 

e) Pengakuan 
Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari 
penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam 
aset lain-lain. 

d) Pengukuran 
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari 
penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain­ 
lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal 
dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan 
penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset 
lain-lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 
direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan 
perundang-undangan. 



1. Pendahuluan 
a. Tujuan 

Tujuan dari pemyataan kebijakan ini untuk mengatur 
perlakuan Akuntansi Properti Investasi dan Pengungkapan 
yang terkait. 

b. Ruang Lingkup 
Pemyataan Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam Pengakuan, 
Pengukuran, penyajian, dan Pengungkapan Properti Investasi 
dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas 
Pemerintah Daerah tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah. 
Kebijakan Akuntansi ini tidak berlaku untuk: 
1. Aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan 
2. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas 

alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat 
diperbaharui. 

2. Definisi 
Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan 
sewa atau untuk meningkatkan nilai Aset atau keduanya, dan tidak 
untuk: 
a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau 
jasa atau untuk tujuan administratif; atau 

b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai ( oleh 
pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan 
pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi 
atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. 

3. Properti Investasi 
a. Pemerintah Daerah dapat memiliki Properti Investasi yang 

digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/ atau 
untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut: 
1. Pemerintah Daerah mengelola portofolio properti berdasarkan 

basis komersial; atau 
2. Pemerintah Daerah memiliki properti untuk disewakan atau 

untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan 
basil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. 

H. KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI 

e) Penyajian dan Pengungkapan 
Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan 
diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang 
perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang 
menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis 
aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi 
lainnya yang relevan. 



b. Pemerintah Daerah dapat memiliki Aset berwujud berbentuk 
properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 
bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila Pemerintah 
Daerah mengelola Aset properti untuk menghasilkan pendapatan 
sewa dan/ atau memperoleh kenaikan nilai, maka Aset tersebut 
termasuk dalam definisi Properti Investasi. 

c. Properti Investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar 
tidak bergantung pada Aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah 
Daerah. 

d. Berikut ini adalah contoh Properti Investasi: 
1. tanah yang dikuasai dan/ atau dimiliki dalam jangka panjang 

dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan 
untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan 
kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain 
dalam jangka pendek; 

2. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum 
ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika Pemerintah 
Daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai 
properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/ atau 
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau 
kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah 
tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka 
kenaikan nilai; 

3. bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (atau dikuasai 
oleh Pemerintah Daerah melalui sewa pembiayaan) dan 
disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa 
operasi; 

4. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau 
dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain 
melalui satu atau lebih sewa operasi; 

5. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang 
di masa depan digunakan sebagai Properti Investasi. 

e. Berikut adalah contoh Aset yang bukan merupakan Properti 
Investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang 
lingkup pemyataan ini: 
1. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang 
dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual 
dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif 
dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk 
pengembangan dan diserahkan kembali; 

2. properti yang masih dalam proses pembangunan atau 
pengembangan atas nama pihak ketiga; 

3. properti yang digunakan sendiri, termasuk _(di antaranya) 
properti yang dikuasai untuk digu??-kan di . masa ?e?~ 
sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dirniliki 
untuk pengembangan di masa de?an dan pen~~naan 
selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, .. dan 
properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual; 



4. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa 
pembiayaan; 

5. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang 
menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, 
misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen 
yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar; 

6. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat 
sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset tetap; 

7. Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan 
pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali 
disewakan kepada pihak lain. Misalkan Pemerintah memiliki 
properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun 
sesekali disewakan kepada pihak lain. 

f. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki Aset yang digunakan 
secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau 
kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan 
operasional pemerintah, penentuan klasifikasi Asetnya sebagai 
berikut: 
1. apabila masing-rnasing bagian Aset tersebut dapat dijual 

terpisah, Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkannya 
secara terpisah; 

2. apabila masing-masing bagian Aset tersebut tidak dapat dijual 
secara terpisah, makaAset tersebut dikatakan sebagai Properti 
Investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan 
untuk kegiatan operasional pemerintah. Tidak memenuhi 
kriteria signifikansi untuk diakui sebagai Properti Investasi 
yaitu: 
a) Luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan 

pendapatan sewa atau kenaikan nilai kurang dari 75% 
(tujuh puluh lima persen) atau luasan area yang digunakan 
untuk kegiatan operasional pemerintah lebih dari 25% (dua 
puluh lima persen), misalnya hanya 1 (satu) lantai yang 
digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari 2 
(dua ) lantai bangunan yang digunakan operasional 
pemerintahan; atau 

b) Intensitas BMD yang digunakan untuk menghasilkan 
pendapatan sewa dari pihak eksternal dengan 
perbandingannya kurang dari 75% (tujuh puluh lima 
persen) atau intensitas BMD dengan perbandingan lebih 
dari 25% (dua puluh lima persen), digunakan untuk 
kegiatan operasional pemerintah, misalnya gedung aula 
disewakan hanya terbatas hari libur kerja. 

g. Pemerintah Daerah memperlakukan Aset sebagai Properti 
Investasi apabila tambahan biaya jasa lay~9:1 kepada P~3: 
penyewa properti dalam jumlah yang tidak sigmfikan atas nilai 
keseluruhan perjanjian. 



4. Pengakuan 

1. Properti Investasi diakui sebagai Aset pada saat diperoleh 
berdasarkan kontrak/ perjanjian kerjasama a tau Berita Acara 
Serah Terima (BAST) atau ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris 
Daerah. Untuk dapat diakui sebagai Properti Investasi, suatu Aset 
harus memenuhi kriteria: 
1. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan 

mengalir ke Pemerintah Daerah di masa yang akan datang dari 
Aset Properti Investasi; dan 

2. biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat 
diukur dengan andal. 

2. Dalam menentukan apakah suatu Properti Investasi memenuhi 
kriteria pertama Pengakuan, Pemerintah Daerah perlu menilai 
tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa 
depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu Pengakuan 
awal. 

3. Kriteria kedua Pengakuan Properti Investasi biasanya telah 
terpenuhi dari bukti perolehan Aset Properti Investasi tersebut. 
Apabila suatu Properti Investasi diperoleh bukan dari pembelian 
maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal 
perolehan. 

4. Pemerintah Daerah mengevaluasi semua biaya Properti Investasi 
pada saat terjadinya berdasarkan prinsip Pengakuan. Biaya-biaya 
tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan 
Properti Investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan 
awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau 
perbaikan Properti Investasi. 

5. Berdasarkan prinsip Pengakuan Properti lnvestasi, Pemerin~ 
Daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti 
tersebut sebagai jumlah tercatat Properti Investasi, melainkan 
sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat 
terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari !ersebu~ terutama 
mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat 
berupa bagian kecil dari biaya perolehan. 

h. Untuk tujuan konsolidasi Iaporan keuangan Pemerintah Daerah, 
transaksi Properti Investasi terjadi antara Entitas Pelaporan dan 
Entitas Akuntansi tidak memenuhi definisi Properti Investasi 
karena kepemilikan Properti Investasi tersebut berada dalam satu 
kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan Aset tersebut sebagai 
Properti Investasijika pola penyewaan dilakukan secara kornersial, 
namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan 
konsolidasian Aset tersebut disajikan sebagai Aset tetap 
sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Aset. 

i. Properti Investasi yang disewakan kepada Pemerintah Daerah 
lainnya maka bagian Properti Investasi yang disewakan kepada 
Pemerintah Daerah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam 
laporan keuangan kedua Entitas Pelaporan. 



a. Pengukuran Saat Pengak:uan Awai 
Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. 
Apabila Properti Investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, 
Properti Investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar 
pada tanggal perolehan. 
Biaya perolehan dari Properti Investasi yang dibeli meliputi harga 
pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan 
secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara 
langsung antara lain biayajasa hukum, pajak dan biaya transaksi 
lainnya. 
Biaya perolehan Properti Investasi tidak bertambah atas biaya­ 
biaya di bawah ini: 
1. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk 

membawa Properti Investasi ke kondisi siap digunakan); 
2. Kerugian operasional yang terjadi sebelum Properti Investasi 

mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau 
3. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain 

yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan 
Properti Investasi. 

Jika pembayaran atas Properti Investasi ditangguhkan, maka 
biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara 
jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga 
selama periode kredit. 
Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara 
sewa dan diklasifikasikan sebagai Properti Investasi yang dicatat 
sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini Aset diakui pada jumlah 
mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari 
pembayaran sewa minimum. 
Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas. 
Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai 
bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu 
dimasukkan dalam biaya perolehan Aset, tetapi dikeluarkan dari 
liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa 
diklasifikasikan sebagai Properti Investasi, maka hak atas properti 
tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan 
dari properti yang mendasarinya. 
Properti Investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan 
Aset moneter atau Aset nonmoneter atau kombinasi Aset moneter 
dan nonmoneter. Nilai perolehan Properti Investasi tersebut 
dihitung dari nilai wajar kecuali: 

5. Pengukuran 

6. Bagian dari Properti Investasi dapat diperoleh melalui 
penggantian. Berdasarkan prinsip Pengakuan, Pemerintah Daerah 
mengakui dalam jumlah tercatat Properti Investasi atas biaya 
penggantian bagian Properti Investasi pada saat terjadinya biaya, 
jika kriteria Pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang 
digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan 
penghentian Pengakuan pada Kebijakan Akuntansi ini. 



b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awai 

Properti Investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai 
perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. 
Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode 
penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur 
Aset Tetap yang berlaku. 

1. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi 
komersial;atau 

2. nilai wajar Aset yang diterima maupun Aset yang diserahkan 
tidak dapat diukur secara andal. 

Jika Aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, 
biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat Aset yang 
diserahkan. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran 
memiliki substansi komersial atau tidak, Pemerintah Daerah 
mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa 
yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari 
transaksi tersebut. 
Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika: 
1. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau 

potensi jasa atas Aset yang diterima berbeda dari konfigurasi 
arus kas atau potensi jasa atas Aset yang diserahkan; atau 

2. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi 
oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran 
tersebut; dan 

3. selisih antara angka 1 atau angka 2 adalah signifikan terhadap 
nilai wajar dari Aset yang dipertukarkan. 

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki 
substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) 
operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan 
menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan 
jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci. 
Nilai wajar suatu Aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak 
tersedia, dapat diukur secara andal jika: 
1. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional 

untuk Aset tersebut tidak signifikan; atau 
2. pro babilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai 

secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai 
wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, 
baik dari Aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar 
dari Aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya 
perolehan dari Aset yang diterima kecuali jika nilai wajar Aset 
yang diterima lebih jelas. 

Properti Investasi yang diperoleh dari Entitas Akuntansi lainnya 
dalam satu Entitas Pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai 
buku. Sedangkan Properti Investasi yang diperoleh dari Entitas 
Akuntansi lainnya di luar Entitas Pelaporan, dinilai dengan 
menggunakan nilai wajar. 



Penilaian kembali atau revaluasi Properti Investasi pada umumnya 
tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan 
menganut penilaian Aset berdasarkan biaya perolehan atau harga 
pertukaran. 
Revaluasi atas Properti Investasi dapat dilakukan berdasarkan 
ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. 
Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil 
revaluasi atas Properti Investasi diperoleh diakui dalam laporan 
keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, 
Properti Investasi telah direvaluasi seluruhnya. 
Properti Investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari 
revaluasi Aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan 
keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs 
and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, Properti Investasi 
dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan 
penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan 
nilai revaluasi tetap diperbarui. 
Pada saat revaluasi, Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar 
berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan 
nilai tercatat Properti Investasi diakui pada akun ekuitas pada 
periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, Properti 
Investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi 
penyusutan. Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan masa 
manfaat atas Properti Investasi yang direvaluasi berdasarkan 
kondisi fisik Properti Investasi tersebut. 

Jika jumlah tercatat Properti Investasi meningkat/ menurun 
akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai 
peningkatan/penurunan dalam ekuitas. 
Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar 
aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama 
dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. 
Pemerintah Daerah harus memperhatikan adanya perbedaan 
dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang 
disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan 
dengan properti. 
Apabila tidak tersedia harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, 
Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan informasi dari 
berbagai sumber, termasuk: 
1. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki 

sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa 
atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk 
mencerminkan perbedaan tersebut; 

2. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, 
dengan penyesuaian untuk mencerminkan adan!a p~ru?ahan 
dalam kondisi ekonomi sejak tanggal trarisaksi terjadi pada 
harga tersebut;dan 



7. Pengungkapan 

Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan Properti Investasi 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain: 
a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat 

(carrying amount); 
b. metode penyusutan yang digunakan; 
c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 
d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan 

akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; 
e. rekonsiliasi jumlah tercatat Properti Investasi pada awal dan akhir 

periode, yang menunjukkan: 
I. penambahan, Pengungkapan terpisah untuk penambahan 

yang dihasilkan dari penggabun~an . dan p~nambahan 
pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai Aset; 

2. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan; 

3. pelepasan; 
4. penyusutan; 
5. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan 

sendiri; dan 
6. perubahan lain. 

Properti Investasi disajikan sebagai Aset non Iancar pada neraca 
dalam mata uang rupiah. 
Properti Investasi disajikan pada neraca terpisah dari kelompok Aset 
tetap dan Aset lainnya. 
Karena sifat dari pengklasifikasian Properti Investasi adalah untuk 
memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, Pemerintah 
Daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai 
atas Properti Investasi menguntungkan dan Pemerintah Daerah tidak 
akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. 
Pengklasifikasian Properti Investasi tidak mempertimbangkan 
maksud pemilihan Aset Properti Investasi secara berkelanjutan atau 
tidak berkelanjutan. 

6. Penyajian Properti Investasi 

3. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas 
di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan 
syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain 
yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti 
pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan 
kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang 
mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam 
jumlah atau waktu arus kas. 

Dalam melakukan revaluasi Pemerintah Daerah dapat 
menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara 
independen. 



f. apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi atas Properti 
Investasi, nilai wajar dari Properti Investasi yang menunjukkan 
hal-hal sebagai berikut: 
1. uraian Properti Investasi yang dilakukan revaluasi; 
2. dasar peraturan untuk menilai kembali Properti Investasi; 
3. tanggal efektif penilaian kembali; 
4. nilai tercatat sebelum revaluasi 
5. jumlah penyesuaian atas nilai wajar; 
6. nilai tercatat Properti Investasi setelah revaluasi. 

g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan 
basil revaluasi Properti Investasi; 

h. apabila pengklasifikasian atas Properti Investasi sulit dilakukan, 
kriteria yang digunakan untuk membedakan Properti Investasi 
dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang 
dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari; 

i. metode clan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan 
nilai wajar apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dari 
Properti Investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan 
nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak 
berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas 
tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data 
pasar yang dapat diperbandingkan; 

J. apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dengan 
menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi 
profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari 
penilai; 

k. jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk: 
1. penghasilan sewa menyewa biasa dari Properti Investasi; 
2. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan 

pemeliharaan} yang timbul dari Properti Investasi yang 
menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; 

3. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan 
pemeliharaan) yang timbul dari Properti Investa~i yang tidak 
menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama 
periode tersebut. 

I. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangunb .aktau 
mengembangkan Properti Investasi atau untuk per ai an, 
pemeliharaan atau peningkatan; 
1. Properti Investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; 

dan 
2. informasi lain terkait dengan Properti Investasi. 



. 
a. Pemerintah Daerah mulai mengembangkan Properti Investasi dan 

akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai Properti 
Investasi, maka Properti Investasi tersebut tidak dialihgunakan 
dan tetap dialrui sebagai properti; 

b. terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan 
dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka 
Pemerintah Daerah mereklasifikasi Aset Properti Investasi menjadi 
persediaan; dan 

c. terdapat keputusan untuk melepas Properti Investasi tanpa 
dikembangkan, maka Pemerintah Daerah tetap memperlakukan 
properti sebagai Properti Investasi hingga dihentikan 
Pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta 
tidak memperlakukannya sebagai persediaan. 

Pemerintah Daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan 
gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai 
Properti Investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan 
bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan 
pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut 
diklasifikasikan sebagai Properti Investasi pada permulaan 
berlakunya sewa. 
Alihguna antara Properti Investasi, properti yang digunakan sendiri, 
dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang 
dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan 
Pengukuran dan Pengungkapan. 
Alihguna Aset Properti Investasi menggunakan nilai tercatat pada saat 
dilakukannya alihguna. 

9. Pelepasan 
Properti Investasi dihentikan Pengalruannya pada saat: 
a. pelepasan; atau 
b. ketika Properti Investasi tersebut tidak digunakan lagi secara 

permanen; atau 
c. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat 

diharapkan pada saat pelepasan. 

8. Alih Guna 

Alih guna ke atau dari Properti Investasi dilalrukan jika, dan hanya 
jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan: 
a. dimulainya penggunaan Properti Investasi oleh Pemerintah 

Daerah, dialihgunakan dari Properti Investasi menjadi Aset tetap; 
b. dimulainya pengembangan Properti Investasi untuk dijual, 

dialihgunakan dari Properti Investasi menjadi persediaan; 
c. berakhirnya pemakaian Aset oleh Entitas Akuntansi dan/ atau 

Entitas Pelaporan, dialih gunakan dari Aset tetap menjadi Properti 
Investasi; 

d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan 
menjadi Properti Investasi. 

Pemerintah Daerah mengalihgunakan properti dari Properti Investasi 
menjadi persediaan dengan perlalruan sebagai berikut: 
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Pelepasan Properti Investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, 
ditukar, dihapuskan atau dihentikan Pengakuannya. 
Pemerintah Daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian 
tertentu dari suatu Properti Investasi di dalam jumlah tercatat suatu 
Aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian Aset yang diganti tidak 
diakui lagi. 
Pemerintah Daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai 
indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti 
pada saat diperoleh atau dibangun apabilajumlah tercatat dari bagian 
yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis. 
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau 
pelepasan Properti Investasi ditentukan dari selisih antara hasil netto 
dari pelepasan dan jumlah tercatat Aset, dan diakui dalam 
Surplus/Defisit Non Operasional-Laporan Operasional dalam periode 
terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut. 
Imbalan yang diterima atas pelepasan Properti Investasi pada awalnya 
diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas Properti Investasi 
ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar 
setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan 
nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan 
bunga. 
Pemerintah Daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan 
dengan Properti Investasi setelah pelepasan tersebut. 
Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan 
penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian Properti Investasi 
diakui sebagai surplus/ defisit ketika kompensasi tersebut diakui 
sebagai piutang. 

10. Ketentuan Transisi 
Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan mi dengan 
mengklasifikasikan Asetnya kedalam Properti Investasi pada saat 
pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat Aset sebagai nilai 
perolehannya. 
Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi ini secara 
prospektif. 



2. JENIS-JENIS 
Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas: 
a. Utang Bunga; 

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya 
bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud 
dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun 
luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum 
dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan 
se bagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. 

b. Utang Belanja 
Utang Belanja, diakui pada saat: 

1. DEFINISI 
Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan 
akan dibayar kembali ataujatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) 
bulan setelah tanggal neraca. 
Secara umum dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka 
pendek dapat muncul antara lain karena: 
a. Penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat 

jangka pendek dari masyarakat dan lembaga keuangan; 
b. Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah; 
c. Kewajiban kepada masyarakat luas dalam tempo kurang dari 1 

(satu) tahun, yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti 
rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, atau kewajiban 
dengan pemberi jasa lainnya; 

d. Kewajiban kepada entitas lainnya sebagai konsekuensi alokasi/ 
realokasi pendapatan atau anggaran; 

e. Kewajiban kepada wajib bayar penerimaan bukan pajak yang 
timbul karena pemerintah telah menerima uang dari wajib bayar 
namun pemerintah belum dapat menyelenggarakan jasa/ 
pelayanan kepada wajib bayar sampai dengan tanggal 
pelaporan. 

A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau 
tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban 
dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang 
mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban 
diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kewajibanjangka pendek 
dan kewajiban jangka panjang. 

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN KEWAJIBAN/UTANG 

PERATURAN WALI KOTA BATAM 
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KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
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1. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi 
tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar; 

2. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa 
surat penagihan atau invoice kepada Pemerintah Kota Batam 
terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum 
diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Kota Batam; 

3. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar; 
4. Barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya tetapi 

sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar; 
5. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan 

peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian/ seluruh 
fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan 
sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan 
pekerjaan/ serah terima, tetapi belum dibayar. 

c. Utang Perhitungan Fihak Ketiga 
Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/ potongan berupa 
PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat 
pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus 
disetorkan 

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 
Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian 
lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh 
tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 
pelaporan. 

e. Pendapatan diterima dimuka 
Pendapatan Diterima Dimuka adalah Pendapatan yang 
sesungguhnya belum merupakan hak perusahaan pada periode 
yang bersangkutan, tetapi pembayarannya sudah terlebih 
dahulu diterima. Karena jumlah yang telah diterima itu belum 
merupakan pendapatan untuk periode yang bersangkutan, 
maka jumlah ini merupakan suatu uang muka yang diterima 
dan termasuk dalam kategori Kewajiban Jangka Pendek. 

f. Utang Jangka Pendek Lainnya 
Utangjangka pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang 
tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam 
kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih 
harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun, utang 
kelebihan pembayaran pajak, uangjaminan. Pengukuran untuk 
masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing­ 
masing pos tersebut. 

3. PENGAKUAN 
Secara urnum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa 
pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk 
menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat 
tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut 
mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh 
pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan 
kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul. 



6. PERLAKUAN KHUSUS 
Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari beberapajenis atau klasifikasi 
utang. Masing-masing jenis utang tersebut memiliki karakteristik 
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang berbeda-beda. 
Penjelasan untuk perlakuan khusus dari masing-masing jenis 
Utang Jangka Pendek dijelaskan sebagai berikut: 

a. Utang Bunga 
Utang Bunga timbul akibat perhitungan akuntansi kewajiban 
atas bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran pada 
tanggal neraca semesteran, tahunan dan utang bunga disajikan 
pada tanggal pelaporan oleh SKPKD. 

b. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 
Utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban pemerintah 
terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang 
dan/ atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan 
yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah 
uang/kompensasi kepada pihak lain. 
Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/ potongan 
berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat 
pada periode laporan keuangan sebesar jumlah yang masih 
harus disetorkan. 

c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian dari Utang 
Jangka Panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar 
negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar 
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode 
pelaporan. 
1. Pengakuan 

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat 
melakukan reklasifikasi pinjamanjangka panjangyang akan 
jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir 
periode pelaporan pada setiap akhir periode akuntansi, 
'kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan 
didanai kembali. 

4. PENGUKURAN 
Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai 
nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk 
mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam 
mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank 
Indonesia pada akhir periode pelaporan. 

5. PENYAJIAN/PENGUNGKAPAN 
Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam: 
a. Neraca; dan 
b. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
Penyajian Utang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan 
kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Selisih 
penjabaran pos utang dalam mata uang asing antara tanggal 
transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih 
kurs yang belum terealisasi atau be ban kerugian selisih kurs belum 
terealisasi. 



2. Penguk.uran 
Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang 
jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh 
tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir 
periode pelaporan. Dalam kasus kewajiban jangka pendek 
yang terjadi karena payable on demand, nilai yang 
dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka 
panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus 
ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian. 

d. Pendapatan Diterima Dimuka 
Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban pemerintah 
yang timbul karena pemerintah telah menerima uang, namun 
pemerintah belum menyerahkan barang/jasa kepada pihak 
ketiga. 
1. Pengakuan 

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban pemerintah 
yang timbul karena pemerintah telah menerima uang, 
namun pemerintah belum menyerahkan barang/ jasa 
kepada Pihak Ketiga. 

2. Penguk.uran 
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah 
sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir 
periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum 
diserahkan oleh pemerintah. 

e. Utang Belanja 
Utang belanja adalah utang pemerintah yang timbul karena 
entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau 
jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan 
setelah diterimanya barang/jasa tersebut. Utang belanja ini 
pada umumnya terjadi karena pihak ketiga telah melaksanakan 
penyediaan barang atau jasa dan melakukan penagihan setelah 
diterimanya barang/ jasa terse but. 
1) Pengakuan 

Utang belanja diakui pada saat diterimanya surat tagihan 
atau invoice dari pihak ketiga atas barang/ jasa yang telah 
diterima oleh entitas atau sejumlah tagihan bulan terakhir 
sebelum berakhirnya tahun anggaran. 

2) Penguk.uran 
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah 
sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai 
dengan akhir periode pelaporan. 



B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
1. DEFINISI 

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan 
akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 
(dua belas) bulan setelah tanggal neraca. 
Secara umum dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka 
panjang dapat muncul antara lain karena: 
a. Penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat 

jangka panjang baik yang berasal dari masyarakat, lembaga 
keuangan, entitas pemerintahan lain, maupun lembaga 
intemasional; dan 

b. Kewajiban dengan pemberi jasa yang penyelesaiannya melalui 
cicilan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. 

2. JENIS - JENIS 
Kewajiban Jangka Panjang terdiri atas: 
a. Pinjaman Dalam Negeri; 
b. Kewajiban Kemitraan; 
c. Utang Jangka Panjang Lainnya; 

3. PENGAKUAN 
Secara umum, kewajiban jangka panjang diakui jika besar 
kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan 
dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai 
dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut 
mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh 
pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan 
kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul. 

4. PENGUKURAN 
Secara umum, kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai 
nominal. Apabila kewajiban jangka panjang terse but dalam bentuk 
mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam 
mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank 
Indonesia pada akhir periode pelaporan. 

5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 
Utang jangka panjang pemerintah harus diungkapkan dalam 
neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk 
mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi 
setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca 
maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain 
meliputi: 
a. Jumlah saldo kewajiban jangka panjang berdasarkan tipe 

pemberi pinjaman; 
b. Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan 

jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan 
c. Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran 

utang jangka panjang terse but. 



6. PERLAKUAN KHUSUS 
Kewajiban jangka panjang yang berasal dari penerimaan 
pembiayaan pinjaman oleh BUD dapat bersumber dari sumber 
pinjaman dan sumber penerbitan SBN Jangka Panjang. Penerimaan 
pembiayaan pinjaman oleh BUD dapat berasal dari dalam negeri. 

a. Utang Dalam Negeri 
Pinjaman Dalam Negeri adalah pinjaman yang berasal dari 
dalam negeri dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas 
bulan setelah akhir periode pelaporan. 
Pinjaman Dalam Negeri yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman 
Dalam Negeri harus dibayar kembali dengan persyaratan 
tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Pengadaan Pinjaman 
Dalam Negeri dilakukan dalam mata uang Rupiah yang 
dilakukan oleh Pemerintah, yang bersumber dari Pemerintah 
Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Perusahaan Daerah, 
yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. 
Pinjaman Dalam Negeri dapat diteruspinjamkan kepada 
Penerima Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar 
kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. Penerima 
penerusan Pinjaman Dalam Negeri adalah Pemerintah Daerah 
atau BUMN/BUMD. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri 
dituangkan dalam naskah perjanjian atau naskah lain yang 
dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman 
dalam negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman 
Dalam Negeri. 
Pengakuan: 
Pinjaman dalam negeri diakui pada saat dana diterima di RKUD 
dan/ atau pada saat kewajiban timbul. Dari berbagai macam 
mekanisme penarikan pinjaman dalam negeri pengakuan 
pinjaman yang cara penarikannya dilakukan dengan 
pembukaan LC/ Direct Payment/ Rekening Khusus/ 
Pembiayaan Pendahuluan/Penarikan Tonai diakui berdasarkan 
tanggal penarikan (value date) yang terdapat dalam dokumen 
nod (Notice of Disbursement), atau dokumen yang 
dipersamakan, yang diterima dari lender. 

b. Kewajiban Kemitraan 
Kewajiban kemitraan merupakan pengakuan kewajiban yang 
timbul dari perjanjian kemitraan pemerintah dengan mitra 
(badan usaha, pihak ketiga, atau investor) pada pola kerjasama 
pemanfaatan Bangun, Serah, Kelola (BSK) dan pola perjanjian 
konsesi jasa sehubungan pengakuan aset kemitraan berupa 
komponen aset konsesi jasa dalam rangka penyediaan 
pelayanan publiknya berasal atau disediakan oleh mitra, baik 

Penyajian utang dalarn mata uang asing pada neraca menggunakan 
kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Selisih 
penjabaran pos utang dalam mata uang asing antara tanggal 
transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih 
kurs yang belum terealisasi atau beban kerugian selisih kurs belum 
terealisasi. 



yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh oleh pihak lain 
maupun yang dimiliki oleh mitra. 
Terhadap kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi jasa 
belum dilakukan pengakuan kewajibannya di Neraca dan hanya 
dilakukan penyajian dan pengungkapan yang memadai di 
Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan kewajiban 
kemitraan pola perjanjian konsesi jasa dilakukan dengan 
memperhatikan pengaturan dan tanggal efektif berlakunya 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur 
mengenai perjanjian konsesi jasa - pemberi konsesi jasa, 

Pengakuan 
Kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK diakui 
sebagai utang kemitraan pada saat pengakuan aset kemitraan 
berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang 
berasal dari mitra sesuai dengan BAST operasi kerjasama 
pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan. 

Pengukuran 
Kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK pada 
awalnya diukur sebesar nilai wajar konstruksi bangunan dan/ 
atau sarana, berikut fasilitasnya fasilitasnya atau penambahan 
kapitalisasi aset yang berasal dari mitra sesuai dengan BAST 
atau dokumen yang dipersamakan, dan disesuaikan nilainya 
sehubungan pembayaran periodik oleh pemerintah kepada 
mitra. 
Penyajian dan Pengungkapan: 
1) Nilai kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK 

Dan kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi jasa 
disajikan di neraca sebagai utang kemitraan di neraca pada 
pos utang jangka panjang lainnya. 
Penyajian dan pengakuan di neraca terhadap kewajiban 
kemitraan pola perjanjian konsesi jasa terkait dengan 
komponen aset konsesi jasanya berasal a tau disediakan oleh 
mitra, dilakukan dengan memperhatikan pengaturan dan 
tanggal efektif berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang mengatur mengenai perjanjian konsesi 
jasa-pernberi konsesi jasa. 

2) Pengungkapan kewajiban kemitraan pola Kerjasama 
pemanfaatan BSK. 

3) Pengungkapan kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi 
jasa sehubungan deskripsi perjanjian, kontrak, atau 
perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian 
konsesi jasa dan penjelasan skema kompensasi yang 
diberikan pemberi konsesi kepada mitra untuk masing­ 
masmg: 
a. Pola perjanjian konsesi jasa dengan skema pembayaran 

kepada mitra, yaitu pemerintah mempunyai kewajiban 
tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan 
lain kepada mitra sehubungan konstruksi, perolehan, 
atau peningkatan kapitalisasi aset konsesi jasa, maka 
pengungkapan dilakukan sehubungan dengan bagian 
dan akumulasi pembayaran periodik oleh pemerintah 



kepada mitra, baik pembayaran untuk bagian komponen 
aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra maupun 
pembayaran untuk bagian jasa layanan publik; 

b. Pola perjanjian konsesi jasa dengan skema pemberian 
hak usaha penyelenggaraan kepada mitra, yaitu 
pemerintah tidak mempunyai kewajiban tanpa syarat 
untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada 
mitra sehubungan konstruksi, perolehan, atau 
peningkatan kapitalisasi aset konsesi jasa, maka 
pengungkapan dilakukan sehubungan dengan dan/ atau 
ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap 
aset konsesijasa atau aset selain aset konsesijasa guna 
memperoleh pendapatan. 

c. Utang Jangka Panjang Lainnya 
Utang jangka Panjang Lainnya merupakan kewajiban jangka 
panjang yang tidak termasuk dalam kategori utang jangka 
panjang yang ada, termasuk kedalam yang timbul berdasarkan 
tuntutan hukum. 
Setiap SKPD yang memiliki perkara tuntutan hukum 
melakukan pemutakhiran informasi. Selain menyampaikan 
data tuntutan hukum, setiap SKPKD juga melaporkan Putusan 
Pengadilan yang inkracht atas tuntutan hukum kepada 
Pemerintah dalam LKPD dengan perlakuan akuntansi sebagai 
berikut: 
1) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan 

pengadilan tetap (inkracht}, telah dilakukan teguran 
(aanmaning) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi 
upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah dan telah 
dianggarkan dalam APBD, maka nilai tuntutan hukum yang 
sudah inkracht disajikan sebagai utang kepada pihak ketiga 
dalam Neraca LKPD; 

2) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan 
pengadilan tetap (inkracht), telah dilakukan teguran 
(aanmaning) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi 
upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah namun 
belum dianggarkan dalam APBD, maka nilai tuntutan 
hukum yang sudah inkracht hanya diungkapkan dalam 
CaLK pada LKPD secara agregat (yaitu total nilai tuntutan 
ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukurn]; dan 

3) Dalam ha! tuntutan hukum belum memiliki putusan 
pengadilan tetap (inkracht) atau masih dimungkinkan 
dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari 
Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca 
dan juga tidak diungkapkan dalam CaLK LKPD. 

Selain beberapa hal di atas terdapat beberapa kondisi-kondisi 
tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan 
akuntansi atas kewajiban. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan 
sebagai berikut: 



1) Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo 
Untuk sekuritas yang diselesaikan sebelum jatuh tempo 
antara lain karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit 
(call feature) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi 
persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan 
pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan 
kembali dan nilai tercatat netonya (canying amount) harus 
diungkapkan pada CaLK. 

2) Tunggakan 
Jumlah tunggakan atas pmjaman pemerintah harus 
disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) 
pembayaran kepada kreditur pada CaLK sebagai bagian 
pengungkapan kewajiban. 

3) Restrukturisasi Utang 
Restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, 
debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara 
prospektif sejak restrukturisasi dilaksanakan dan tidak 
boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat 
restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi 
jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan 
dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini 
harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari 
pengungkapan pos kewajiban terkait. 
Apabila jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana 
ditetapkan dalam persyaratan baru termasuk pembayaran 
untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari 
nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat 
utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas 
masa depan sebagaimana yang ditetapkan dalam 
persayaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan pada 
CaLK sebagai bagian dari pengungkapan pos kewajiban 
terkait. 
Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang 
sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut 
pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, 
selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak 
melebihi nilai tercatat utang. 

4) Penghapusan Utang 
Penghapusan utang adalah penghapusan secara sukarela 
tagihan oleh kreditur kepada debitur baik sebagian maupun 
seluruhnya jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian 
formal diantara keduanya. Penghapusan utang dapat 
mengikuti ketentuan yang diatur dalam restrukturisasi 
utang di atas. 
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Informasi atas penghapusan utang harus disajikan dalam 
calk yang antara lain mengungkapkan jumlah perbedaan 
yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban 
tersebut yang merupakan selisih lebih antara nilai tercatat 
utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau 
ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya 
keuangan a tau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), 
dengan nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur. 

I~- - 
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Koreksi-koreksi yang langsung rnenambah/mengurangi ekuitas antara lain 
berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan 
kesalahan mendasar seperti: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan 
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset 
tetap karena revaluasi aset tetap. 

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam 
Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, 
surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung 
menarnbah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. 

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta 
diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 
antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrual, pemerintah 
hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. 
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2. PENGAKUAN 
Pendapatan-LRA diakui pada saat: 
a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD. 
b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan hingga tanggal 
pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara 
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu terse but 
merupakan bagian dari BUD. 

c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD clan digunakan 
langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima 
wajib melaporkannya kepada BUD dan mendapat pengesahan dari 
BUD. 

d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung yang 
digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, 
dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan dan mendapat 
pengesahan dari BUD. 

e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas 
pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD 
mengakuinya sebagai pendapatan. 

f. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui 
dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur 
mengenai Badan Layanan Umum Daerah, 

1. DEFINISI 
a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 

Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan 
tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. 

b. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 
uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/wali kota 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

c. Saldo Anggaran Lebih adalah jumlah total saldo yang berasal dari 
akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan 
tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 

d. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas 
diterima atau dibayarkan. 

e. Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas 
pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari 
pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah daerah lain. 

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN PENDAPATAN - LRA 

PERATURAN WAL! KOTA BATAM 
TAHUN2024 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
DAERAH 

LAMPIRAN II.4 
NOMOR 
TENTANG 



WALi KOTA BATAM 

4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 
Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan 
basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. 
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan 
Pendapatan-LRA adalah: 
a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal 

berakhimya tahun anggaran; 
b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang 

bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan 
c. Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

3. PENGUKURAN 

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu 
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah 
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 
Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) 
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat 
dianggarkan terlebih dahulu, maka asas bruto dapat dikecualikan. 
Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal 
transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. 



1. DEFINISI 
a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo 
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang 
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota 
Ba tam. 

b. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA). 

c. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak 
terduga, dan belanja transfer. 

d. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 
uang daerah yang clitentukan oleh W ali Kota untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang clitetapkan. 

e. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan 
sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi 
antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang clan jasa, 
belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan 
sosial. 

f. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik 
dalam bentuk uang atau barang, yang harus clibayarkan kepacla 
pejabat Negara clan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai imbalan 
atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

g. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk 
pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 
(dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan 
pemerintahan. 

h. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk 
pembayaran bunga utang pinjaman clan belanja bunga utang 
obligasi termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait 
dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Kota Batam 
seperti biaya commitment fee dan biaya denda. 

i. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran 
yang diberikan Pemerintah Kota Batam kepada 
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang 
clihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. 

J. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk 
uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah, 
perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, 
yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. 
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2. PENGAKUAN 
Belanja diakui pada saat: 
a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD; 
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya 

terjacli pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut 
clisahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbenclaharaan clengan 
terbitnya SP2D GU atau SPJ; 

c. Dalam hal pengeluaran belanja atas penerimaan yang tidak melalui 
RKUD, belanja diakui setelah mendapat pengesahan dari BUD; 

d. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan 
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai 
Badan Layanan Umum Daerah. Secara umum diakui pada saat 
diterbitkan pengesahan atas belanja BLUD. 

Belanja daerah diklasifikasikan menurut: 
a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berclasarkan 

organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD) Pengguna 
Anggaran; 

b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berclasarkan 
jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Belanja menurut 
klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Stanclar; 
dan 

c. Klasifikasi fungsi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan 
fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 

Selanjutnya klasifikasi menurut fungsi dirincikan dalam klasifikasi 
menurut urusan wajib dan pilihan serta clirinci lebih lanjut bidang 
urusan, program clan kegiatan. 

k. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam 
bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, 
kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terns 
menerus clan selektif yang bertujuan untuk melinclungi dari 
kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

I. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 
tetap clan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua 
belas) bulan. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal 
untuk perolehan tanah, gedung clan bangunan, peralatan, dan aset 
tak berwujud. 

m. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan 
yang sifatnya tidak biasa clan tidak diharapkan berulang seperti 
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, clan pengeluaran 
tidak terduga lainnya yang sangat cliperlukan dalam rangka 
penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota. 

n. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau 
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada 
suatu entitas pelaporan lain yang cliwajibkan oleh peraturan 
perundang-unclangan. 



Kriteria lebih detail tentang belanja modal mengacu kepada kriteria 
pengakuan aset tetap clan aset tak berwujud, antara lain: 

a. Belanja Modal yang memiliki kriteria sebagai barang pecah belah, 
mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai beban barang 
dan jasa, dengan pertimbangan barang terse but relatif mudah tidak 
berfungsi karena mudah pecah atau rusak antara lain: gelas, piring, 
mangkok, sendok, garpu, sepatula, tabung kimia/biologi/fisika, 
dan/ atau barang sejenisnya; 

b. Belanja Modal berupa flashdisk/usb, routing wifi/intemet, Mouse, 
Pointer, jam dinding, keyboard, Stabilizer, stop kontak 
portable/terminal/kabel gulung/sejenis diperlakukan sebagai 
be ban barang dan jasa; 

c. Belanja Modal berupa bidan kit, dental kit dan sejenisnya, 
perlengkapan tidur clan perlengkapan di Rumah Sakit dan Rumah 
Jompo/Panti Asuhan (misalnya: bantal, guling, kasur/kasur 
lipat/ sleeping bag, sprei, selimut, matras plastik tipis/perlak, dan 
sejenisnya) diperlakukan sebagai beban barang danjasa; 

d. Belanja Modal berupa tirai, garden, vertical blind atau horizontal 
blind, karpet/hambal, wallpaper dan/atau barang sejenisnya 
diperlakukan sebagai be ban barang clan jasa. 

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang 
ditetapkan dalam dokumen anggaran. 

3. PENGUKURAN 

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur 
berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam 
dokumen pengeluaran yang sah (SP2D, SPB atau dokumen yang 
dipersamakan). 

4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 
Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai 
dengan klasifikasi ekonomi dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 
Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas 
atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut 
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata 
uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada 
tanggal transaksi. 

Suatu rencana pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap akan 
dianggarkan di dalam anggaran belanja modal clan akan dikapitalisasi 
menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: 
a. Bukan pemeliharaan yang bersifat rutin 

b. Meningkatkan masa manfaat atau meningkatkan manfaat ekonomi; 
dan 

c. Nilainya sama dengan atau lebih besar dari batasan minimal 
kapitalisasi aset tetap 
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Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara 
lain: 

a. Belanja beserta uraiannya pada tahun berkenaan; 
b. Informasi lainnya yang dianggap perlu. 



2. PENGUKURAN 
Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas 
brute yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak 
mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan 
pengeluaran). 
Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas 
brute. 

1. DEFINISI 
Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan 
Pemerintah Kota Batam, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang 
perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran 
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam 
penganggaran Pemerintah Kota Batam terutama dimaksudkan untuk 
menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 
Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan 
belanja selama satu periode pelaperan. 
Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat 
pertanggungjawaban, terdiri atas: 
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas 
Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, 
penjualan ebligasi Pemerintah Kota Batam, hasil privatisasi 
perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan 
kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan 
pencairan dana cadangan. 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran 
Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman 
kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kota Batam, 
pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periede tahun 
anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. 
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4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 
Hal-ha! yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan 
antara lain: 
a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun 

berkenaan; dan 
b. Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

3. PENGAKUAN 
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas 
Umum Daerah. 
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening 
Kas Umum Daerah. 
Entitas akuntansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah, pembiayaan diakui dengan mengacu pada 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan 
Layanan Umum Daerah. 



Hak atas pendapatan berupa ketetapan berdasarkan peraturan 
perundangan-undangan dan imbalan barang/jasayang telah diberikan 
antara lain Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), kontrak Build 
Operate Transfer (BOT)/ Build Transfer Operate (BTO) / Kontrak 
Kerjasama Pemanfaatan (KSP), barang/jasa yang telah diberikan, atau 
SKTJM yang dikeluarkan oleh yang berwenang 
Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan 
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai 
Badan Layanan Umum Daerah. 

2. PENGAKUAN 
Pendapatan-LO diakui pada saat: 
a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau 
b. Pendapatan direalisasi yaitu, adanya aliran masuk sumber daya 

ekonomi (realized). 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah 
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak 
perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai 
Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih 
atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan 
yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. 
Pendapatan-LO diklasifikasi menurut sumber pendapatan yaitu 
pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan 
daerah yang sah, kemudian diklasifikasikan menurutjenis pendapatan. 
Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan 
daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas 
merupakan pendapatan bersumber dari kegiatan operasional. 
Pendapatan bersumber dari kegiatan non operasional dinyatakan dalam 
surplus kegiatan non operasional. 
Pendapatan Luar biasa adalah pendapatan dari kejadian luar biasa. 
Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan sesuai 
Bagan Akun Standar. 

1. DEFINISI 

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN PENDAPATAN - LO 
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3. PENGUKURAN 
Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 
membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya 
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 
Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) 
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat 
diestimasi terlebih dahulu, maka asas bruto dapat dikecualikan. 
Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal 
transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. 
Pendapatan-LO dicatat sebesar: 
a. Nilai nominal pada bukti penerimaan atau SKPD / SKRD a tau 

dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat 
penyusunan laporan keuangan; 

b. Estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk Pendapatan- 
LO yang diperoleh dari hibah. 

Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan 
dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan 
dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa 
ketetapan pajak/ retribusi, Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan 
tentang Dana Bagi Hasil dan sebagainya. 

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi tiga yaitu: 
a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas 

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila 
terdapat penetapan hak pendapatan daerah berupa SKPD (Surat 
Ketetapan Pajak Daerah) yang diterbitkan dengan metode official 
assesment. Pengakuan Pendapatan-LO seperti ini khusus untuk 
pendapatan pajak. 

b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama 
tahun berjalan 
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas 
dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah 
tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan 
daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya 
kas/ aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih 
dulu adanya penetapan. Kondisi ini biasanya terjadi pada 
pendapatan retribusi, pendapatan transfer dan pendapatan lain­ 
lain. Dengan demikian pengakuan pendapatan LO seperti ini lebih 
tepat untuk pendapatan daerah selain pendapatan pajak. 

c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas 
Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas Apabila dalam hal 
proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu 
antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas 
daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, misalnya 
pendapatan diterima dimuka. 
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4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 
Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai 
dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan {CaLK) sesuai dengan klasifikasi 
sumber pendapatan. 
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan 
Pendapatan-LO adalah: 
a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal 

berakhirnya tahun anggaran; 
b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan 

yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan 
c. lnformasi lainnya yang dianggap perlu. 

Pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar 
nilai nominalnya. Conteh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan 
dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima Pemerintah Daerah. 
Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai 
wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Conteh, 
pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi. 

l 



1. DEFINISI 
a. Behan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajihan. Behan 
merupakan unsur /komponen penyusunan Laporan Operasional 
(LO). 

b. Behan Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk 
mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional 
entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. 

c. Behan pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik 
dalam bentuk uang, yang hams dibayarkan kepada Pejabat Negara, 
Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai imbalan 
atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

d. Behan Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi 
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat 
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban 
akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, 
perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium 
kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan 
tertentu terkait dengan suatu prestasi. 

e. Behan Bunga merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk 
pembayaran bunga utang pinjaman dan pembayaran. 

f. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang 
diberikan Pemerintah Kota kepada perusahaan/lemhaga tertentu 
agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh 
masyarakat. 

g. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, 
barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, 
BUMN / BUMD, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, 
yang bersifat tidak wajih dan tidak mengikat. 

h. Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Kota dalam 
bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, 
kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus 
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 
kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

i. Behan Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat 
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat 
penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset 
bersangkutan/herlalunya waktu. 

J. Behan Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus 
dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait 
ketertagihan piutang. 
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Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat 
dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu: 
a. Behan diakui sebelum pengeluaran kas; 
b. Behan diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan 
c. Behan diakui setelah pengeluaran kas. 

k. Behan Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau 
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Kota kepada 
entitas lain dengan memedomani peraturan perundang-undangan 
yang berupa beban bantuan keuangan umum atau khusus. 

I. Behan Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan 
perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. 

m. Behan Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau 
transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan 
sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh 
entitas pemerintah. 

Behan diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu 
mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun 
Standar 

2. PENGAKUAN 
Behan diakui pada: 
a. Saat timbulnya kewajiban; 
b. Saat terjadinya konsumsi aset; 
c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atas 

aset; dan 
d. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang 

menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban 
bantuan sosial, hibah, dan bantuan keuangan. 

Saat timhulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya 
peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Kota tanpa diikuti 
keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan penyelesaian 
pekerjaan yang sudah ada tagihannya belum dihayar pemerintah dapat 
diakui sebagai beban. 
Khusus untuk beban jasa kantor (rekening telepon, rekening air, 
rekening internet, rekening listrik, langganan surat kabar / majalah, 
tabloid, kawat/faksimil/internet/TV Berlangganan) diakui pada saat 
timbulnya tagihan beban tersebut. 
Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat 
pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya 
kewajiban dan/ atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional 
Pemerintah Kota. 
Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa aset 
artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan 
dengan penggunaan aset bersangkutan/herlalunya waktu. Conteh 
penurunan manfaat ekonomi atau potensijasa adalah penyusutan atau 
amortisasi. 

l 



Behan diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal 
proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara 
pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban 
daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk 
pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen 
penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum 
dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan 
sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban 
sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun 
belum dilakukan pengeluaran kas. 
Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila 
perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas 
daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat 
pengeluaran kas. 
Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal 
proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara 
pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan 
beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban 
dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun 
kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari 
saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran terse but belum dapat 
diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan 
sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca). 
Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian 
terhadap pengakuan beban, yaitu: 
a. Behan Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai 

berdasarkan dokumen yang sah; 
b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau 

peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan 
barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi 
pada 31 Desember belum dibayar; 

c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode 
pelaporan akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan 
amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti 
memorial yang diterbitkan; 

d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode 
pelaporan akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang 
yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang 
diterbitkan; 

e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk 
dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban 
bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saatjatuh 
tempo melewati tanggal pelaporan; 

f. Defisit Non Operasional antara lain meliputi beban penjualan aset 
non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, 
penurunan nilai investasi, dan beban-beban non operasional 
lainnya; 



5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 
Behan disajikan dalam Laporan Operasional (LO), kecuali Beban 
Dibayar Dimuka disajikan dalam Neraca pada kelompok aset lancar. 
Rincian dari beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi sesuai Bagan Akun Standar. 
Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan 
Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non 
Operasional. 

4. PENGUKURAN 
Behan diukur sesuai dengan: 
Barga perolehan atas harang/jasa atau nilai nominal at.as kewajiban 
beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi 
atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mat.a uang 
rupiah. 
Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika 
barang/ jasa terse hut tidak diperoleh harga perolehannya. 
Behan dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang 
digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur 
dengan nilai wajar. 
Behan dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga 
sebenarnya (actual price) yang dibayarkan ataupun yang menjadi 
tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga 
Behan Penyusutan/ amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode 
garis lurus (straight line method) 
Transaksi beban dibayar menggunakan mat.a uang asing dicatat dalam 
mat.a uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentra pada 
tanggal transaksi 

3. KOREKSI DAN PENGEMBALIAN 
Dalam hal koreksi beban mengakibatkan penerimaan kembali at.as 
beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban 
barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan beban perjalanan 
dinas yang telah dibayarkan sebelum laporan audited diterbitkan, maka 
dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode 
yang sama. Apabila pengembalian diterima pada periode berikutnya, 
koreksi/ penerimaan kernbali beban dimaksud dibukukan sebagai 
pendapatan lain-lain. 

g. Behan Luar Biasa diakui pada saat periode pelaporan sebagai akibat 
penurunan nilai asset atau operasional lainnya yang terjadi karena 
kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa 
mengacu pada bukti sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan 
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai Badan Layanan Umum Daerah 
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Hal-ha! yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara 
lain: 

a. Pengeluaran beban beserta uraiannya pada tahun berkenaan; 
b. Informasi lainnya yang dianggap perlu. 



a. Kebijakan akuntansi adalah prinslp-prinsip, dasar-dasar, 
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik 
yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan; 

b. Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pilihan dari 
berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia menjadi sebuah 
kebijakan akuntansi yang lain dibanding kebijakan akuntansi 
periode lalu bagi entitas; 

c. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak 
sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan 
keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya; 

d. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang 
tersaji dalam Iaporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan 
yang seharusnya; 

e. Estimasi akuntansi adalah perkiraan elemen laporan keuangan, 
item atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat dan 
mempunyai dampak terhadap laporan keuangan; 

f. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan 
kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat 
informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, 
atau perkembangan lain; 

g. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi 
atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu 
fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan 
operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau 
kegiatan yang lain; 

h. Penyajian kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang 
dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan 
penyajian kembali pada awal periode pemerintah kota batam untuk 
pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi 
yang baru. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila 
sudah ditetapkan dengan peraturan daerah; 

1. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi 
atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu 
fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan 
operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau 
kegiatan yang lain; 

1. DEFINISI 
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2. KOREKSI KESALAHAN 

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau 
beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode 
berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlarnbatan 
penyarnpaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, 
kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan 
kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau 
kelalaian. 
Dalarn situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh 
signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya 
sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan 
lagi. 
Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalarn 2 
(dua) jenis: 
a. Kesalahan yang tidak berulang; dan 
b. Kesalahan yang berulang dan sistemik. 
Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan 
tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalarn 2 (dua) jenis: 
a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; 

dan 
b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 

sebelumnya. 
Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang 
disebabkan oleh sifat alarniah (normal) dari jenis-jenis transaksi 
tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah 
penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga 
perlu dilakukan restitusi atau tarnbahan pembayaran dari wajib 
pajak. 
Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, 
melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk 
mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi 
pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. 
Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah 
diketahui. 
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 
berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, 
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalarn 
periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, 
maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 

J. Retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang 
berdampak pada laporan keuangan pada periode sebelumnya; 

k. Prospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang hanya 
berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya. 



~··------------------------------ 

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan 
penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada 
periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila 
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan 
dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal 
mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada 
akun saldo anggaran lebih. 
Conteh koreksi kesalahan belanja: 
a. Yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. 

Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu 
pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah 
gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain; 

b. Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang 
menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan 
setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus 
dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan 
menambah akun pendapatan lain-lain-LRA; 

c. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja 
pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan 
mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas; 

d. Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang 
menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum 
dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih 
dan mengurangi saldo kas. 

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang 
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah 
maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode 
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun 
kas dan akun aset bersangkutan. 
Conteh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas: 
a. Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu 

pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan 
pemeriksaan kelebihan nilai asset tersebut harus dikembalikan, 
dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun 
terkait dalam pos aset tetap; 

b. Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu 
pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi 
dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan 
mengurangi saldo kas. 

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga 
mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode­ 
periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak 
mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan 
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan 
pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal 
mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan 
pada akun ekuitas. 



Contoh koreksi kesalahan beban: 

a. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai 
tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi 
dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain­ 
lain-LO; 

b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban 
pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan 
mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas. 

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak 
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan 
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan 
periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan 
pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. 
Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak 
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan 
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan 
periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan 
pada akun kas dan akun ekuitas. 

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 
yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya 
dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan 
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan 
pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. 

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban 
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah 
maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode 
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun 
kas dan akun kewajiban bersangkutan. 

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode - 
periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum 
maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, 
dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode 
ditemukannya kesalahan. 

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin 
(kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. 
Koreksi yang dilakukan hanyalah pada neraca dengan mengurangi 
akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan 
mesin. Pada laporan realisasi anggaran tidak perlu dilakukan koreksi. 
Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang 
lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun 
berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan 
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 



3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 
Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila 
penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh 
peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang 
berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan 
menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 
atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian 
laporan keuangan entitas. 
Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian 

yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian 
sebelumnya; dan 

b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau 
transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. 

Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan 
awal suatu psap sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi 
dalam psap tersebut jika ada. Apabila tidak ada ketentuan transisi 
maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. 
Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, 
maka entitas menyesuaikan saldo awal ekuitas dan setiap komponen 
yang terpengaruh untuk periode penyajian tahun berjalan seolah-olah 
kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. 
Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penerapan 
retrospektif disyaratkan tanpa melakukan penyajian kembali laporan 
keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit. 
Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan 
akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode 
sebelumnya disajikan pada neraca, dan/ atau laporan perubahan 
ekuitas serta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 
Dalam hal Pemerintah Kota melakukan perubahan kebijakan 
akuntansi maka mengungkapkan: 
a. Sifat perubahan kebijakan akuntansi; 
b. Alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan 

informasi yang lebih andal dan relevan; 
c. Nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang 

terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode 
berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang 
memungkinkan; 

d. Laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi 
pengungkapan yang sama; dan 



4. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI 
Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan 
tepat, sebagian pos atau alrun dilaporkan dengan dasar estimasi umur 
ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. 
Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan infonnasi yang andal 
dan mutakhir. 
Estimasi perlu direvisi jika terjadi perubahan terhadap pertimbangan 
yang menjadi dasar estimasi dibuat atau terdapat infonnasi baru atau 
berdasarkan pengalaman yang relevan. Berdasarkan 
karakteristiknya, perubahan estimasi tidak terkait dengan periode 
sebelumnya dan bukan merupakan koreksi kesalahan. 
Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi 
akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, 
tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang 
berubah. 
Perubahan dasar pengukuran merupakan perubahan kebijakan 
akuntansi dan bukan merupakan perubahan estimasi akuntansi. 
Ketika perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi 
akuntansi tidak dapat dibedakan secara andal, perubahan 
diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. 
Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada 
Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya 
sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa 
manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan 
tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. 
Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan 
aset dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pas ekuitas, perubahan 
estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah 
tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang terkait pada periode 
perubahan. 
Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan 
datang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Apabila 
tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak 
mengungkapkan pengaruh perubahan itu. 

e. Dalam hal perubahan kebijakan alruntansi disebabkan adanya 
penerapan pernyataan standar alruntansi pemerintahan yang 
baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar 
yang baru dan tanggal efektif penerapan standar terse but. Apabila 
entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan 
kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, entitas 
dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling 
memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru. 

Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka 
entitas dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan 
kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal. 



6. PERISTIWA LUAR BIASA 
Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi 
yang secarajelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa 
entitas Pemerintah Kota Batam termasuk penanggulangan bencana 
alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang 
termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa 
yang belum pernah ataujarang terjadi sebelumnya. 
Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah 
kejadian yang sukar diantisipasi clan oleh karena itu tidak 
dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang 
berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa 
luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, 
tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas 
atau tingkatan pemerintah yang lain. 

5. OPERAS! YANG TIDAK DILANJUTKAN 
Apabila suatu misi atau tugas pokok dan fungsi suatu entitas 
pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, 
kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok 
tersebut dihentikan. 
Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya 
hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal 
efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun 
berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak 
sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban 
terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada 
Catatan Atas Laporan Keuangan. 
Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen 
yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan 
walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, 
operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan. 
Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun 
berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah 
operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada 
umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal 
penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, 
penjualan, hibah dan lain-lain. 
Bukan merupakan penghentian operasi apabila : 
a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara 

evolusioner / alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand 
(permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian 
kebutuhan lain. 

b. Fungsi tersebut tetap ada. 
c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, 

selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, 
kegiatan ke wilayah lain. 

d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat 
biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut. 
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Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa 
luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal 
menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak 
terduga a tau dana darurat sehingga memerlukan 
perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar. 
Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang 
ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya 
berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian 
yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun 
anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya 
yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, 
peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar 
biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi 
yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa 
tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih 
anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai 
peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang 
besar itu entitas memerlukan perubahan atau pergeseran anggaran 
guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain 
yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga 
atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat. 
Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena 
peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi 
dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam 
keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas 
Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut: 
a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas; 
b. Tidak diharapkan terjadi clan tidak diharapkan terjadi berulang; 
c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; 
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau 

posisi aset/kewajiban. 
Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar 
biasa diungkapkan secara terpisah dalam catatan atas laporan 
keuangan. 


